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T esis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang 
dilnkukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis 
dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebegai 
ffitimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan 
(nominee shareholder)" Pene!itian ini adalab penelitian kua!itatif dengan desain 
deskriptif dan mencoba rneneari pemeeahan mailalab dalam permasalah hokum yang 
ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan 
Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya 
dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat 
ditempuh deogan 2 cara,. yaitu dengan cara mencari orang~perseorangan yang menjadi 
pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut barbentuk 
perseroan terbatas. atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang barns dinilai 
kemampuan dan kepatutan, jika badan hukurn itu bukan barbentuk perneroan terbatas. 
Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwaltilan Bank tetap dinilai 
kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham 
tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kukuatan hukum yang kuat dalam hukum 
Indonesia. Berdasarkan hal tersebu( Peraturan Bank Indonesia tUenyediakan sarana 
daJam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk 
Bank Holdings Company. 
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kapatutan Pemegang Saham Pengendali. 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

I 

Tantangan dunia usaha di Indonesia saat ini sa!ah satunya ialah 

memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat di sektor perbankan. Hal 

lersebut dikarenakan sejarah perekonornian kita menunjukkan bahwa ekonomi 

bangsa ini bergerak selring dengan industri perbankan. 1 

Masalah kepercayaan masyarakat pada bank sangat erat kaitannya 

da!lgan pentingnya fungsi se!ctor perbaakan dB!am perekonomian. Secara 

umum, fungsi pokok bank ada 3 yaitu:' 

L megbimpundanarnasyaiakat; 

2. mengbimpun dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif; 

nllsalnya dalam bentuk kredit dan; 

3. memberikan jasa layanan lalu_ iintas pembayaran dan jasa layanan 

perbankan lainnya 

Berdasarkan bal tersebo~ bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang 

mempertemukan dua pihak yang borbeda kepentingannya, baik dalam 

penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi 

keuangao dan lalu lintas pembayaran 

Dengan demikian, dapat diartikan Bank merupakan suatu lembaga 

kepercayaan. dimana eksistensi suatu bank saogat tergantung kepada 

kepercaraan masyarakat terhadap bank itu. Makin tinggi kapereayaan 

masyarakat; makin tinggi menggonakan jasa-jasa lain dari bank tersebut. 

Dengan adaoya kepercayaan masyarakat tersebudah Bank dapat menjalanken 

fungsinya 

Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sangat 

tergantung bakan saja kepada keahlian pengelolanya, yaitu pengurus dari bank 

1 Gubemur Bank Indonesia., "AmhKebijakanPerbankan(BEI NEWS Edisi 29 Tahtm V, 
Januari~r·ebruari 2006)" tulisan ini bagian dari pidatu penulis beJjuduJ ~ola Induslri 
Perbanka:o Dalant Dirutmik:a Baru Perekcnomian Indonesia yang disampaikan dulam acara 
Pcrtcmuan Tahunan Perbnnkan 2006, terllitpal. di situs <http:JJwww.bexi.co.id 
Ji.rtwgcst p!:Slrm.bankan-Arnh%20K.cbijakan%20Perbankan.pdt>. 

2 Permudi Gandapnldja, DaJar dan Prinsip PRJgttWtUOn Bank, (Jakarta:Grnmedia 
Pusmka Utama. 2004). bltn 2. 
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tersebut, tetapi juga tergantung kepada integritas pengelolanya Pengelolaan 

yang baik dan hati-hati akan membawa bank tersebut menjadi baik sehingga 

dipereaya masyaraka~ sedangkan pelanggarannya akan membuat suatu 

kondisi perbankan yang tidak stabil dan ketidakpercayaan rnasyarakat pada 

dunia perbankan. 

Di talmo 2008 dan 2009, terdapat masalah pe.-bankan yang mencuat di 

baherapa media Hal tersebut diantaranya yaitu pengambilaliban Bank 

Centul)' oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada November 20083 dan 

dilikuidasinya Bank IF! pada April 2009.< Pengambilalihan Bank Centul)' 

dan likuidasi Bank IFI tentu saja dengan alasan untuk mengarnankan 

pclayanan bagi para nasabah, yang fungsinya untuk menjaga agar rnasaleh 

tersebut tidak menyebar ke bank-bank Jain sehingga dapat menyebabkan rush 

saperti pengalaman tahun 1998lalu' 

Menanggspi permasalahan terseb~ Menko Ekonomi yang juga 

Menteri Keuangan, Sri Mulyaui, menjelaskan babwa Benk IFI sudah masuk 

peugawasan sejak September 2008. Sebe!umnya, Bank IFI sudah bermasalah 

namun pemiliknya (Pemegang Saham Pengsndali) tidak mao rnenambah 

mndal. Demikian juga dengan Bank Centul)', yang jika ditelusuri sndah 

mengidap penyakit dalam tala kelola kinerja perusahaan.' Berdasarkan 

Somber Bank Indonesia yang diku6p di dalam Hukumonline, pemiliknya 

(Pernegang Saham Pengendali) tidak segera menyelesaikan permasalahan 

surat-surat berhatga valuta asing diikuti dengan permasa!ahan Iaiimya 

mengenai permodalan bank.7 

3 Kompas, Bisnis &. K.euangan. "'Akhimya, Bank Century J)jambil Alih LPS," Jumet, 21 
November 2008, Lapamn wartawan Kompas "fjabja GuruJ.wan Dircdja. terdapat di s.itus 
<httyJ/www.k:ompas..oomlread/Xllll/2008/ll/21109481797/akhimya.ba.nk..eentury.diambll,allh..lps> 

4 KODip8S, Bisnis & Keuangan. ~asabah Bank !FI Panik, lllvesta Cuek," Jumat, 17 
April 2009, terdapat di situs <bUp:/lbiso.i$ke\mngnnJ::ompas.comlreadlxml/2009/04117 
/18120364/na.sabah..bank..ifi.panik.irtwstor.cuek>. 

:l Steve Susanto, Lima Tahun Setelah Krisis. Mei 1998-Mci 2003, Senin 12 Mci. 2003, 
tcrdnpat di situs -<bup:/Jw\;..w2Jromp;s.oom/kom~305!121tio.nnsiall 306559.htul>. 

5 Harian Um.um Pelita, '"'Casu.s Bank Century dan Bank IFI Bukan Akibat Krisis," 
Elronomi dan Keuangan. Rnbu 27 Mei 2009, tetdapat di situs 4lttp:llwvf\v.pclita.or.idlbm:aphp 
?id.=-68921>. 

1 Hul1.1mo.nline.com. "Bank Indonesia Dituntut Lcbih Trnmpamn Ka.sus Bank Century," 
Berita, 27 Mei 2009. t.crdapat di situs <http://cms..sip..co.idlhuk:u.monlineldctaiLasp?:id=20676 
&cFBerita>. 
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Berbicara mengenai pernegang saham rnaka tidak lain mengacu kepada 

bukti kepemilikan perseroan Jika dilihat pada pasal 21 Undang-Undang No.7 

tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian Ielah diubab dan ditambab 

dengan Undang·Undang No. 10 tahun 1998 se1anjumya disebut Undang­

Undang Perbankan, bentuk bank umum bisa berbentuk perseroan. koprasi atau 

perusahnan daerab Sebagaimana bentuk hukum bank, khususnya perseroan 

terbatas dan perusahaan daerah, make kepemi1ikan dari bank tersebut bisa 

terbagi alaS saham yang juga diatur berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjumya disebut Undang·Undang 

Perseroan Terl>atas. 

Peraturan tersebut tidak terlepas dengan keberadaan organ dari persero 

yaitu direksi, komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di 

dalam Persero. RUPS merupakan organ perseroan yang menentukan 

manlljemen bank akan betjalan. RUPS memi1iki wewelllUlg antara lain untuk 

mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komismis dan Direksi, 

mengevaluasi kinelja Dewan Komlsaris dan Direksi berkaitan dengan 

pencapaian tujuan-tujuan Bank, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, 

menyetujui laporao tahunan dan perhitungan tahunan yang diserahkan oleh 

Direksi, persetujuan penggunaan Jaba serta: penunjukan akuntan publik. 

Hakeka!nya RUPS terdiri dari para pernegang sabarn dengan 

kepemilikan sabam yan·g bisa bervariasi. HaJ tersebut menimbulkan adanya 

struktur kepemilikan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dengan 

mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi 

pihak yang "diuntUI\gkan" dengan sendirinya Semakin banyak saham yang 

dimilikinya,. maka malcin dapat mendominasi dalam menentukan keputusan 

mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas. 

Namun, tidak seperti peogaturan pemegang saham persero pada 

umumnya, caJon dan Pernegang Saham Pengendali bank memiliki kewajiban 

mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Bank 

lndonoo:ia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. 

Berdasarkan hal tersebu~ sejauh ini hanya pera!uran perbankan yang jelas· 

jelas mempersoalkan kepemilikan saham dalam suatu Bank 
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Secaca umum, pemegang saham (shareholder atau stockholder), adalah 

seseorang alau badan bukum yang secara sah memihki saiu atau lebih saham 

pada perusahaan. Konsep pemegang saham dapat diartikan bahwa perusabaan 

bariya memiliki tanggung jawah kepada para pemegang sahamnya 

(pemiliknya), dan sebarusnya bekerja demi keuntungan mereka 

Pada dasamya para pemegang saham adalah para penanam modal 

(investor) yang berinsvestasi atau menaruh uangnya untuk mendapatkan 

deviden. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham 

termasuk hak wttuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang 

dimiliki). Hale tersahut dapat digunakan dalam hal seperti pemilihan direktur, 

hak untuk pembagian dari pendapatan perusabaan, hak untuk membeli saham 

baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset pomsabaan 

pada saat liquidasi perusabaan 

Bila dilihat dalam. ·Uodang-Undang Perseroan Terbatas, maupun 

Undang-Undang Perbankan, Pengertian Pemegang Sabarn Pengendali s~auh 

ini tidak dapat ditemulcan lstilah "Pemegang Saham Pengendali" dapat 

ditemukan dalam Peraturan BAPEPAM (untuk sebarn go public), Undang­

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan­

peraturan Bank Indonesia 

Pengertian Pemegaog Saham Pengendaii menurut Peraturan Bank 

Indooesia No. 5/251PBL'2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

(lit and proper test) Pasal I angka4, yaitu: 

Pemegang Sabam Pengendali adalah badan hokum, ornng 
perseorangan dan atau kelompnk useba yang: 
a memiliki saham perusahaan alllu Bank sehesar 25% (dua puluh 

lima perseratus) alllll lebih dari jumtah saham yang dikeluarkan 
dan mempunyai hak suara; 

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurnng dari 25% (dua puluh 
lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan 
mempwtyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan 
telah melalrukan Pengendalian perusabaan atau Bank, baik secara 
langsung maupun tidak langsW1g. 

Begitu pentingnya status Pemegang Saham Pengendali dikarenakan tidak 

bariya kepemilikan jumlah saham dalam bank saja, narnun juga terdapatuya 

peogartian ]>eogendalian" terhadap bank, yaitu secara langsung dan tidak 
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langsWJg menjalankan rnanajemen dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank. 

Namun, ketentuan mengenai istilah "pengendali" oleh pemegang 

saham juga bisa menjadi persoalan yang mengarah pada pasal 92 ayat 1 

Undang-undang Perseroan Terbatas, dirnana direksi menjalankan pengurusan 

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan 

Perseroan, Berdasarkan hal tersebut. direk:si yang harus dinilai kemampuan 

dan kepatutannya, karena melihat peran yang dimilikinya dalarn perseroan. 

Adanya pengawasan mengenai kepemilikan saham dalam bank menimbulkan 

suatu persepsi bahwa di satu sisi terdapat direksi yang menjalankan perseroan 

dan di sisi lain terdapat pemegang saham dengan status ''pengendali." 

Hal lain yang dapat dicermati juga ialab pada peqjelasan mengenal 

pemegang saham yang berslalus sebagai badan hukum pada Peraturan Bank 

Indonesia No.S/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kenpatutan. 

Peraturan ini rnenyebulkan mengenai Pemegang Saham Terakhir (Ultimate 

Shareholder). Sesuai PBI No. 5125/2003 tersebut, penilaian kemampuan dan 

lrepatutan terlladap calon dan Pemegang Saham Pengendali Bank yang berupa 

Badan Hukum dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian 

Bank ladonesia merupakan pemilik dan pengendali tetukhir dati badan hakum 

itu (ultimate shareholders). Hal ini rnengacu pada soal pent:ing tentang 

kepemilil<an, yaitu meqjawab pertanyaan siapa sebenamya pemilik bank. Hal 

tersebut dikarenakan dimungkinkannya kepemilikan berjenjang pada buak 

yang dimiliki oleh Badan Hukum yaug mengakibatkan adanya pengendalian 

terhadap badan hokum yang berjenjang tersebut. 

Masalah lain mengenai kepemilikan yang menjadi persoalan juga bisa 

dilibat dari terdepatnya dualisme pengertian dalarn kepemilikan bank yaitu 

legal owner (pennilik yang tercatat menurut hukum) dan beneficiary owner 

(pihak yang menik.mati manfaat ekonomis dari benda yang dimiliki oleh legal 

owner).8 Dengan dualisme tersehut harus ditentukan siapa-siapa saja yang 

berkewajibun mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. 

8 Zl.lllo:trnoen Sitompul, Merger. "Akuisisi dan Konsolida~i Perbankan Relevansi.nya 
dengan Kebijakan Single Presence Policy," Jumul Hukum Bisnis, volume 27- No,2 lahon 200&, 
blm2Q, 
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Tesis lni selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan mengenai 

pemegang saham pengendali pada Bank Umum yang berbentuk Persero yang 

diatur juga dalam Undang~Undang Perseroan Terbatas. 

l.Z Pokok Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang lersebut di alas, dapal dikemakakan 

beberapa permasalahan sebagai berilrut: 

I. Mengapa Pemegang Sabam Pengendali hams dinilai kemarnpuan dan 

kepatutannya oleh Bank Indonesia? 

2. Bagaimana Bank Indonesia menentukan kepemilikan lerakhir pemegang 

sabam pengendali (ultimate shareholder) yang akan dinilai kemampuon 

dan kepatutan? 

3. Bagaimana slll!US keberadaan pemegang sabam pengendali yang 

merupakan perwakilan atau nominee shareholder? 

1.3 Tujuan Penelimm 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berilrut: 

l. Mengetahui fungsi dan tujuan dila.lrukannya penilaian kemampuan dan 

kepatutan Pemagang Sabam Peagendali; 

2. Menganalisa siapa yaag mernpunyai kewajiban untuk dipenilaian 

kemampuan dan kapatulan sebagai pemegang sabam bank jika pernegang 

sabam bank tersebut adalah berupa badan hulrum; 

3. Mengetahui status hukum keberadaan pemegang saham nominee dalam 

kontstruksi hulrum perbankan. 

1.4 Manfaat PeJieli6an 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat balk leoritis maupun 

praktis, sebagai berilrut: 

1. Secara teoriti~ memberikan manfaat akademis dalam bentuk pembabasan 

mengenai re1evansi teori~teori terhadap ketentuan perbank:an beserta 
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pennasalahan yang ada dl fndonesia sehingga bisa memberikan kontribusi 

dalam pengembangan hukum pengawasan perbankan; 

2. Secant praktis, memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan serta 

sangat diharapkan bisa menjadi bahan rujukan datam berinvestasi di sektor 

perbankan. 

l.S Kerangka Teori 

Ulasan dalam thesis ini akan dikaitken peda toori-toori yang berkaitan 

dengan priasip tala kelola perusaltaan yang baik (good corporate governance), 

sebagaimana yang menjadi dasar dari penilaian kemampua.n dan kepatutan 

pemilik dan manajemea suatu bank. Peoerapan priasip-prisip good corporate 

governance yaitu fairness, transparency, accountability. dan responsibility 

merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan para 

stakeholder yaitu pemegang sabam mayoritas. pemegang saham minoritas. 

kreditor, rnan'!iemen perusahaan, karyawan perusahaan, suppliers, 

pemerintah, konsumen dan tentunya para anggota masyarakat yang 

merupakan indikator tercapainya keaelmbangan kepentingan, seltingga 

benturan kepentingan yang tetjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak 

menimbutken kerugian bagi masing-masing pihak Karena itu, untuk 

membahas tesis ini. akan digunakan termi agen dan teori stakeholder. 

1. Teori agen (agency theory) 

Teori ini muncul pasca paradigma keterpisahannya kepemilikan 

perusabaan dengan pengelolaan, terutarna terhadap perushaan yang besar 

dan modem Konsep pemisahan an tara kepemilikan (ownership) para 

' pemegang sabem dan pengendali {control) para manajemen dabun 

korporasi te!ab dikaji sejak tahun 1930.' Permasalaban yang kemudian 

limbul dari konsep penaisaban ini adalab, apakab para dewan benar-benar 

9 Debat kiasik mengenai shareholder primae)' dan director primacy antarn Adolph A, 
Becle & Gardiner C. Means, terrlHpat di Adolf A Betle & Grudiner C. Means, Tiur Madero. 
Corporation and J>ri;.wte Property, (llmvGSt Books, 1932), him 66, sebagainwnn dikulip olch 
Stephen M &inbridge, "Director vs Shareholder Primacy in The Convergence Debate," (mllkalnh 
dis.arnpnika.n pada Symposium: The Globalization of Corporate And Securities Law in The 
Tv.'CUI.y-First: Century, 2002, dibuut dalam bentuk artikel dala.m Transnational Lawyer, yang 
diterbitka.n olch University of The Pm:.:ific, Mcgeorge School ofLaw), hlm 45-46. 
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bertindak untuk kepentingan para pemegang sallam? Jav.-aban terbadap 

pennasalahan tersebut diargumentasikan oleb penganjur agency theory 

pada tallun 1970-an" yang mengatakan bebwa, para dewan (agent) secara 

proresional akan bertindak bagi kepentingan mereka, dan bukan bijaksana 

dan adil bertindak bagi kepentingan para pemgang sabanL Olch karena 

itu, diperiukan suatu sistem check and balancC'.S untuk mencegah potensi 

penyalahgunaan kekuasaan. 11 

Teori agen menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang 

sebam) menyerabkan pcngelolaan perusabaan kcpada tenaga-tenaga 

profesional (disebut agent) yang lebih mengerti dalarn menjalankan 

bisnisnya sebari-hari. 12 Berdasarkan teori ini, para pendiri perseroan dapat 

mernbuat perjanjian yang seimbang antara principal (pemegang sebam) 

dengan agent (direktur). 

2. Teori Stakeholder (stakeholder the<Jry) 

Teori Stakeholder dikembangkan oleh Standford Research Institute 

(SRJ) pada t.ahun 1%0, sebagai reaksi terhadap pemebaman lama tentang 

pengurusan peru_.,.haan, yang herpamdignta semata-mata pengurus bekerja 

uttluk kepentingan pernegang sallarn. 13 Menurut pengertiannya, 

stakeholder mencakup semua pihak ycng berkepentingan dalarn 

perusabaan rennasuk tapi tidak teroallls pada pernegang sabam. pemasok, 

pelanggan, distributor, dan masyarakat yang ikut memberikan kontrihusi 

terhadap keberhasilan perusabaan serta menanggung dampak dari kegiatan 

usaha perseroart 

Teori stakeholder merninta penge1ola untuk membagi bersama 

keuntungan yang mereka telab buat, dan mernbawa para stakeholder 

bersarna Teori stakeholder pada intinya juga menekan pcngelola untuk 

menya:takan secara jeJas mengenai bagaimana mereka ingin mclakukao 

10 Robert T. Kleiman, Agency The\'lry, terdaput di situs <htip:!/ww;'f·.enote5.comlbiz~ 
encyclopediulagency~tboory>. 

11 Robert I Triccker, fntemasional Corporate Governance: Text, Reading and Cases, 
(Singapore: Prenlicc Han and Simon Schi.ISter Asia. Pte., Ltd, 1994), Him 5. 

11 Christine A Mullin, Corporate Governance, second edition, (Oxford University preSil, 
25 okt 2007), hlm 13. 

u Krmtor MentW. Ncgara Pend.o_yagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, Corpt>rat.e 
Governance dan Etika Kcrpcrosi, (Ba!ai Jakar.a. Pustaim ), hlm 61. 
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usahanya. 1ebih spesifiknya ialah jenis hubungan apa yang mereka 

inginkan dan butuhkan W1tuk dlciptakan dengan para slakehotdemya untuk 

mewujudkan keinginan mereka 14 

Donaldson and Preston (1995)" berpendapat bahwa teori stakeholder 

secara eksplisit dan jmplisist mengandung toori dati 3 tipe yang berbeda, 

yaitu. descriptive, instrumental dan nonnative. Rumusan 

Descriptive/empirical dori teori lni bertujuan untuk menggamborlom dan 

menjelaslom bagaimana perusabaan atau pe:ngelolanya bemikap. 

Instrumental teori bermaksud untuk menggambarkan apa yang akan teljadi 

jika pengelola atau perusahaan bersikap dengan cara tertentu. Nonna1ive 

lhemy memberilom perhatian pada moral yang baik dori sikap perusabaan 

dan/atau para pengelolanya. Jadi. dapat disimpu1kan, teori4eori tetSebut 

dbeaksudlom kepada perumyaan: apa yang teljadi? Apa yang teljadi jika? 

Dan apa yang barusnya teijadi? secara. berwutan, Donaldson dan Peterson 

menyatakan bahwa Freeman, """""' irallvidu dan dengan para rekannya 

(Evan & Freeman, 1993; Freeman & Gilbert, I9S7; Freeman & RJ!ed, 

1983), telah memasukkan ketiga tipe dati teori ini ke dalorn kensep 

stakeholder. Para pe:ndulomg teori stakeholder berusaha untuk 

menggambarkan apa yang penge!ola lllkukan dengan pengakean 

hubungannya dengan stakeholder, apa yang akan teljadi jika pengelola 

mernatuhi prinsip-prinsip dnlarn mengatur stakeholder, dan bagaimana 

pengelola horus lakulom kesepakatm dengan para stukebolder dalam 

perusabaan. Donaldwn dan Preston menyimpulkan bahwa pornatian 

nonnative mendukung teori stakeholder dalam semua bentuknya.u; 

Jadi, teori stakeholder ini digunakan untuk mena!Sirkan fungsi dori 

perusahaan, 1erma>uk ideetifikasi dati moral atau pedoman phllosoli untuk 

14 R Edwnrd Freeman. Andrew c, Wicks, BidbanParnum, Stakeholder Theory and" ]be 
Corpotate Objective Revisited," (The Darden School, University of Virginia.. !00 Darden 
Boulevntd, Charlottesville, Virginia 229()$), h1m I, terdQptl di situs <http:/fwww" 
lhunderbi;d.cdulwwwfiles/publicaliow:lmngazinelfal!2004/fawlty-papers/2Corp-Obj- Freeman­
Reply.pdl>. 

15 Thomas M. Jones. "'Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Elhies and 
ECOO('Im.ics," The Academy ofManngement Review, Yol20, No.2 (Apr., 1995}, him 406. 

16 lbid. 
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operasion dan manajemen suatu perusahaan. n Toori stakeholders 

rnempWlyai pandangan, bahwa keuntunganjangka panjang perseroan lidnk 

hanya difokuskan Wl!Uk mencapai kcsejahteraan pemegang saham, tetapi 

dilujuakan pula bagi pihak-pibak lain sebagai stakeholders yang dapal 

mendukung kesinambungan perseroan. Perhatian normative ini tetah 

mendorninasi teori stakeholder dari perta~na (Merrick Dodd, 1932), 

behkan kritikan yang lerkenal dari Milton Friedman (!970) mengenai 

konsep corporate social responsibility bera:sal dari teori tersebut. 18 

Jika mengalnbil salah salU konsep kepentingan umum dari Bony M 

Mitbick, 1' yailu konsep kcseimbangan (balancing concept), maka 

kependngan umum timbul dari pemennban beberepa kepentingan yang 

berbeda secara simultan. Sejalan dengan balancing concep~ yang 

dimaksud dengan kepentingan umum adalah pertama, adanya 

keseimbangan dinamis an"~a kepentingan bank di satu pihak dengan 

nasabah di pibak lain Kedua, adanya keseimbangan dinamis anlara 

kepentingan induslri pelbankan dan nasabah di satu piliak dengan 

kepentingan umum lainnya, seperti kepentingan penyelenggaraan 

pemerinlahan, pemdilan, kepentingan penyidikan, perpejakan, pasar 

modal, pangihan piutang negara, dan lain-lain"' 

Dala!n teori stakeholder bukan saja pemilik suatu bank yang 

menginginkan perusahaannya dalaln keadaan yang baik, tetapi semua 

elernen yang secara langsung atau tidak langsung barbnbungan dungan 

perusQan tersebut 

Kedua teori tersebut dapat membantu dalam menjelaskan pnns1p~ 

prinsip dalam lata kelola perusahaan yang bailc Jadi, keseimbangan dapat 

teJjadi di dalam dan di luar perseroan dengan tidak mengorbaokan 

kepentingan aspak-aspek yang bersifal public dan sosial. Dengan demikian, di 

11 Thomas Dormldson dan Lee E. Preston. "The Slnkeholde:r Theory of The Corporation: 
Concepts, Evide~~ce, and lmp!.ication,., Acndemy of Manngement Review, 1995 Vol 20 No. I, 65· 
9l.Inm7L 

Ul Ibid. 
19 Barry M Mitbiek, dnlam Yunus Husain, Rhhtuia Bank: Privasi Ven:us Kepentingan 

Umum, (J!!karta: Program l?ascasrujnna Universitas Indonesia,. 2003). him 47. 
:o Ywus Husain. hlm ·n 
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satu sisi ada keadilan semua pihak yang mempunyai ikalan dengan 

perusahaan. Oi sisi Jain, tidak metnungkiri juga ada hak-hak individu, 

kepentingan para pemegang saham, yang sedang melaknkan usaha rrtencari 

keuntungan 

Pada akhimya. kedua teori tersebut ~alan dengan pemyataan dari 

Roscou Pound dalam Conlemporary Jurislic Theory yang menjelaskan 

rnengenai perdebatan teori-teori sebelumnya yang mengartlkan kepentingan 

sosial sebagai landasan utama dalam hukum. Rosoou Pound dalam 

pemyataannya mengatakan bahwa setiap o.rang memiliki kepentingan dalam 

pe:mbentukan hukunt 21 Dengan demikian Roscou Pound mengadakan riga 

penggolongan mengenai alasan kepentingan-kepentingan hukum itu dibuat 

sehingga hukum dapat melindungi mereka Penggolongan tersebu~ yaitu:22 

!. kepentingan pribadi (private interest); 
2. kepentingan umum (public interest); 
3. kepentingan kemasyarakatan (social interests). 

Penjelasan Pound pada pemyataan tersebut kemudian membawa pada 

kesimpulan bahwa hukum bukan hanya sebagai upaya untuk menciptakan 

kontrol sosial (only agency of social control). tetapi juga dalam rangka 

mewujudkan "social engineering," yaitu lurlungsi untuk meminimalisir 

perselisihan kepentiogan mereka masi.ng·ntasing. 23 

Berdasarkan teori di~ dengan demikian menjadi penling bahwa 

industri perbankau harus dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki integritas 

dan kompetensi yang tinggi agar dapat tercipta lembaga perban.kan yang sehat 

dan tungguh sehingga tidak hanya di.manfualkan untuk kepentingan pribadi 

atau kelompok usaha saja mengingat begitu besamya kepentingan publik yang 

harus dilindungi. 

Unluk melengkapinya, tesis ini juga akan mengaitkannya dengan 

doktri!Hioktrin perosahaaJL Ka:rena pembahasan dlllam tesis ini 

menitikberatkan pada pembahasan pemegang saham, maka gona membantu 

dalarn menyelesaikan permasalahan, doktrin yang dipakai khususnya ialah 

11 R. Prnmd, Contempormy Juristic Theory, 1940. Bl.l.ben Kuliah Pascaserjana Fakultas 
Hukum 2009 dilrumpuJan oleh Agus Brotoousilo dan Jufritw Rizul!Jthun 2009, hhn 573. 

12 lhld, h1m 574. 
'ZJ Ibid, blm571. 
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doktrin tentang piercing the corporate veil. yang menjeJaskan bahwa tanggung 

jawab pemegang saham bisa sampai harta pribadlnya para pemegang saham. 

Doktrin ini juga telah dituangkan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. 

1.6 Kerangka Kenseptual 

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan 

dibcrikan definisi operasional unluk menghindwl<an perbedaan pengertian 

yang kiranya dapat mempennudah penelitiao. Karena itu, dalam Sub bah ini 

selanjutnya akan menguraikan definisi mengenai islilah yang berhubungan 

dungan pernbahasan tasis ini. 

Badan hulrum adalah badan atau organisasi yang oleb hukum 

diperlalmkan sebagai orang. yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban 

(legal entity). 24 Badan hukum merupakan suatu badon yang dapal bertindak 

dalam lalu lintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kel!aYaan yang 

dipisahkan dcri kekayaan pribadi pengurusnya 25 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik 

Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang se!urah 

atau sebagian besar modalnya diiniiiki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang djpisahkan.26 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakal dalarn 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainuya dalarn rangka meningkatkan 

taraf hid up rakyat banyak. 27 

24 1 G. Rai v.idjaja, hukwn perseroon lerbatas, khusus pemahaman atas Undang~Undung 
No. I tnhun 1995, Jakarta: Kasaint Blanck, 1996, hJm 6. 

u Rachm!ldi Usman, Dimensi Hvkum Perseroan Terbatas, Edisi l,Cet J, (Bandung: 
Ali.lmni, 2004). hlm 49, 

26 Indonesia, Undang-Undang Tcntang Badan Usaha Milik Negara, W No. 19 Tuhun 
2003, L.NNo. 70Tshun 2003, T.L.NNo. 4297, Pasall angktll. 

21 Indonesia Undang-Undang Tentang Perubahan AIM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 Trmlang Perbankan~ UU No. 10 Tahun 1998, L.N No. 182 THhun 1998, T.L.N No. 3790, 
Pasal I nngkn L 
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Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensi<mal dan atau berdasaikan Prinsip Syariah yang dalam kegjatannya 

memberikan jasa dalam lalu lint as pembayaran. 2S 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan PeEreroan untuk kepeotingan Perseroan, sesuai 

dengan mak.sud dan tujoan Perseroan serta mewak.Hi Perseroan, baik di dalam 

mauplilt di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.29 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and proper test) adalah 

evaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendall serta evaluasi 

terhadap integritas, kompetens~ dan indepeodensi pengwus dalam 

mengendalikan kegiatan operasional bank"' 

lnduk perusahaan (parent company) adalah perusahaan yang memililci 

satu atau lebib perusahaan lain dan mengendalikannya melalui bak suara atas 

dasar pen;entase kepemilikan sahamnya pada nap perusahaan yang 

ben;angkutan; pada ummmya. perusahaan induk memiliki usaha tersendiri; 

namun, apabila perusahaan induk. tidak: memiliki usaha tersendiri. perusahaan 

induk saperti itu merupakan perusahaan grup usaha (holding oompany) 

disebut juga perusahaan induk 31 

Induk perusahaan bank (bank holding company) adalah perusahaan 

yang memiliki atau menguasai dua bank atau lebih atau perseroan induk bank 

lainnya serta terJibat dalam pengendalian manajemen bank·bank tersebut32 

Pemegang saharu mayoritas adalah pemegang saharn yang mempunyai 

kepentingan mengawasi suatu pe~ kepemilikan lebih dan 50% saham 

perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa (g<J 

public), suara terhanyak dapat diperolah dengan menggahungkan pemegang 

saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50'% (m'\iority stockholders). 33 

1ll !bill 
19 Indoocsi&, Undang~Urukmg Tentang Penef'OrtJJ Terbatas, UUNo, 40 Tahl)l12007, L.N 

No. 106 Tahun 2007. T.L.NNo. 4756, Pnsall Angka 5. 
Xl Tome &ka, Sworn Ttanslalor, Kam11s Perbankan, berkas diunduh di situs 

<http://www.scribd.oorn!dod2532743JK.amus.Perbankan?autodov.n9XIf>. blm 75. 
ll lhid, blm 88. 
n Ibid. 
33 Ibid, tum 159. 
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Pemegang snham semu (nominee shareholder) adalah pemilik saham 

yang bukan pemilik saham sesunggulmya (dummy stockholder).34 

Pooarikan Massa! (bank run; rush) adalah penarikan tunai secara besar­

besaran di luar pcrk.inum karena. menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan 

dana karena kekhawatiran bauk ukan ditutup3
' 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk petSeroan 

terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 

51 % (lima pulub satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 36 

Perseroan Terbatas adalah badan bukum yang merupukan persekutuan 

madal, didirikan berdasarkan perjanjian, melukukan kegiatan usaba dengan 

modal dasar yang selllfllhnya terbagi dalam saham dan memenubi persyaratan 

yang ditetapkan dalam uodang-undang ini sella peraturan pelakeanaannya 37 

Prinsip Kehati-batian (Prudential Principle) adalah prinsip yang 

digunakan oleh perbankan Indonesia dalarn melakukan usahanya yang 

berao;askan demokrasi ekonomi 38 

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, 

adalah Organ Perseroan yang mcmpunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam balas yang ditentukan dalam 

undang-undang ini danlatau anggaran dasar.39 

Saham (stock) adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu 

perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar 

pasar modal yang merupakan kJaim atas pengh<isilan dan ak-tiva perusahaan; 

.1A l3ankdingkan dengan lronsep oominee pada Bryan A Gamet, Black's Law DictiOIJal)'. 
slll edition. StPauJ; West. 2004, hlm to76. 

:1$ Tome Beka,. Op. Cit hlm217. 
:.lti fnd<mesi.a, Undang-lJndpng tenfang Bodan Usoba Milik Negaro, Op. Cit, Pssal 1 

anglru 2. 
¥! !ndooesin, Untkmg-Undang Tentang Perser(J(ln Tcrbatas, Op. Cil, Pasall angka I. 
5 Indonesia., Umhng-Umkmg Tentang Pcrbankan, Op. Cit, Pas&l2. 
:!? Indonesil.t. Untiang-Undang Tentang Perseroan Terbolas, Op. Cit., Pasal l angka 4, 

lihatjU£,11 dalnm: Indonesia,. Unilong~Umlang Tentnng Bcdan U:Hlha MiiikNegara, Op. Cit., Pasai 
l ungka 13, ynitu "Rapat Umum Pemegang Saham, yang sebmjutnylt disebut RUPS, ade1ah organ 
Pet:sero yang mcmegang kekuasaan tertinggi dairun Pen:ero danmemegang scgala weweru~ng yang 
l.id.!lk diserahkan kep&da Dird:si atuu Komisaris." 
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memberikan hak atas deviden sesual dengan bagian modaJ disetor seperti yang 

ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan_.w 

Saham minoritas (minority interest) adalah kepentingan dan para 

pemegang saba.m yang secara keseluruhan memiliki saham kurn.ng darit 50 

persen dan seluruh saham bank; dalam neraca konsolidasi perusahaan, yang 

saharn anak perusahaan itu tidak selurulmya dimiiiki bank, kepentingan ini 

ditunjukkan dalam pencatatan modal yang terpisah alan seb~~gai kewajiban 

yang tidak memiliki balas waktu dan tidak memiliki hak prioritas." 

Subyek hakum adalah merupakan peadukung hak dan kewajiban, 

dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hakwn 

(rechtspersoon). Badan hakum privat ~~gar dapat menjalankan fimgsinya 

seb!lgai rechtpersoon, pertama, para pemiiri barus mandirikan badan hakuan, 

berdasarkan aktu pendirian badan hakom yang dibaat dibadapan ootaris, ak1a 

mana mencakup pula anggaran dasar dari badan hakum yang bersangkutan. 

kadua, para peadiri dan direksi barus mendapatkan pengesahan atas aktu 

pendirian tersebut dari menleri kehakirnan (sekarang menteri hokum dan 

perundang-undangan). kadga, setelah mendapat sural -ahan dari menteri 

kehakirnan, direksi mendaftarkan (beserta aktu pendirian) lersahut dalarn 

daftar perusahaan pad a kantor pendaftaran perusahaan dimana badan hakum 

tersebut berdonahili untuk mendapelkan tanda daftar perusahaan, dan 

mengumumkan akta pendirian dalam tambahan berita negara. 42 

1.7 Metodologi Penelltian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilrniah yaog berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi, serta dilakukan secara metodologis., sistematis 

dan konsisten untuk memberikan suaru penyelesaian masalah. 43 Metodologis 

~Tome Belm, Op Cit, blm 186. 
~~Ibid. 

<tt Kamusl-!ukum.oom 2004, lWJlllt. 13 Maret 2009, Pnk:ul OLll wib. ~ by 
Ekuasltarom Tetdapat di situs <http;/lwwwJmmllShukum.oomlkamushukurn_ 
cnlries.php'!_subjek%20hukum_&ldent=264J:>, urninn didapet berdasa.rkan sumber yang terdapat 
di situs <bttp:/lhuJ.."lllllonlinc.comlklinik_ detaiLusp1id""'520>. 

a Agus Brotosusilo, et at, Pcrrulisan Hukum: Bulru Pegangan Doscn, Jakarta: 
KQl'lSorsium llmu Hukwn, Departemeu PDK,. 1994. hlm 8, scbagnimllllD dilrutip dalwn ringkDsan 
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berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan 

suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 44 

Cara penyelesaian masalah yang dilakukan ialah melalui penelitian 

secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan 

mendalam terhadap fakta tersebut. Kemudian, penulis mengusahakan suatu 

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. 

AdapWl jenis penelitian ini adalah merupakan penelitan yuridis 

nonnative. Penelitian ywidis normative merupakan penelitian hukwn yang 

analisanya berbasis dan mengacu pada norma-norma hokum. baik yang 

terdapat pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang 

seJerus. 

Data yang diperlukan dalam penelitian hukwn 1m 

sekunder, yang meliputi: 

adalah data 

L Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini, 

diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 

keempat, Statblad 1917-12 tentang Peraturan Tentang Penundukan Diri 

Secara Sukarela Kepada Hukum Perdata Eropa, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata., Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 40 tahun 

2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No.7 tahwt 1992 yang 

kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 

tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik 

Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Peraturan Syariah, Peraturan 

Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, 

dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia, serta Undang-Undang No.8 

desertasi Agus Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Intemasional Studi Tentang 
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti 
Dumping dan Safeguard, Universilas Indonesia, 2006, him II. 

"" Soerjono Soekanto, PengantlU' Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), 2007), h1m. 42. 
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tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 

25 tahun 2007 tentang Penanaman Moda1 dan Undang~Undang !ainnya 

yang berkaitan langsung atau tidak langsung denga.n tesis jni. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, 

makalah ilmiah, jurnal hukum, majalah hukum dan basil karangan ilmiah 

yang belkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

3. Bahan Hukum Tertier meliputi sural kahar, karnus bahasa lnggris dan 

Indonesia. kantus hukum dan lain-lain yang rnemuat penulisan yang dapat 

dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini. 

Bahan-bahan tersebut didapat dari penelitian kepustakaan. Yaitu. 

penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan mernbaca buku~buku, 

bahan kuliah, karya ilmiah, dan berl>agai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tema yang akan dihahas daJam tulisan ini 

Berbagai data yang dipergunakan kemudian akan diolah melalui 

analisis dan konstruksi data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk rnemberikan gamharan yang komp:rehensif 

mengenai tema diatas. 

Sebagai fi!iukan untuk memperdalam pengertian dan dipergunakan 

sebagai alat untuk mempertajam analisis. akan dipergunakan pengertian 

tentang system hokum. Satu diantara pengertian sistem hukum yang paling 

sederhana yaitu yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang intinya 

ada!ah bahwa system hukum terdiri dari komponen struktur~ komponen 

substansJ~ dan komponen budaya hukum. 45 

Sistem hukum mempunyai struktur, artinya kerangka atau rangkanya, 

bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan 

baJasan terhudap keseltuUhan. 46 Struktur hukum ini yang membarikan 

gambaran bagaimana kekuasaan dalam suatu Nagata didistribusikan dan 

dilaksanakan 

45 Lawrence. M Friedman, Nukum AMerikD Sebuah Peng;:mtar, [American I mv: An 
lnlnxluction, 2rnl lldilion], ditecjema.h.kiw olclt Wisbnu Basuki, Cet I, (JaknrW: PT. Tatanusa, 
2001), him. 5. 

46 Ibid. him. 7. Menurul Friedman: "eontoh struktur scpcrti: jumlah dllll u1rumn 
pengadilan, apa yang balch dan tidak boleb dilnkuknn o!ell Presiden, prosedur epa yang Jwrus 
diikuli oleh Dejmrlcmen Kepolislan, dan sc:bagainyn". 
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Aspek lain dari sistem. hukum adaJah substansiny~ artinya aturnn, 

norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada daJam sistem itu. 47 

substansi hukum ioilah yang mengisi system hukum. yang menentukan 

bagaiamana masyarakal dapal bertindak, mana yang boleh dan tidak boleh 

dilakakan. 

Komponen ketiga dari sistem hukum adaleh budaya bukum, ertinya 

sikap manusia terhadap hukwn dan sistem hukum kepercayaan,. nJiai, 

pemilciran serta harapannya"' Hal tersebut menyatakan bahwa hukum sebagai 

suatu system tidaklah otonom, karena hukum ada dan dipengaruhi oleh 

budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat 

1.8 Sistematika Penutisan 

Untuk memperoteh gambaran tentang isi dari penelitian ini maka 

uraian berikut ini merupakan garis besar dati tiap~tiap bab. Penelitian ini 

terdiri deli 5 (lima) bab yang meliputi: 

Bab I yang merupakan bab pendabuluan yang mengnraikan tenta:ng 

Jatar bclakang permasalahan, pokok permasalaban, landasan teori dan konsep, 

metode penclitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.. 

Bab 2 yang barisikan bal-hal mengenai dasar ketentuan penialain 

kemampuan dan kapatu!an Pemegang Sabam Pcngendali bank yang didamnya 

mengnrrukan lata kelola perusabaan yaag baik .dalam perbankan Indonesia, 

kedudakan peroegang sabam bank berbentuk perseroao teroatas, kewenaogan 

Pemagaog Sabam Peogendali dalam Bank, pemegaeg sabam bank dalam 

kaitaooya dengan bank bermasalah, keberadaan kepemilikan nominee saham 

dalam bank, dan pendeketa:n hukum tenta:ng Pemegang Sabam Pengendali. 

Bab 3 membahas penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang 

Saham Pengendali sebagai beotuk kehati-hariao perbaokan yang di dalarooya 

41 
Ibid. Menurul Friedman: ''substansi juga berarti 'produk' y<mg dihasilkan oleh onmg 

yang baroda di dalnm si!rtem hukum itu - keputusan yang merekn keluarbn, aturau baru yang 
rn«eka su.sun", 

.n Ibid., hlm 8. Menurut FriedJrum: "budnya hukwn juga dupat dikntakmt sebagai suasana 
pikiran sosiul dan kekl.l.atan sosial yang mencntukan bagaimana bulrum digunakan, dihindari .atau 
dis.a!abgU!lllkao". 
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menguraikan peran dan kcwenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan 

pengawasan bank, penilainn kemampuan dan kepatutan sebagai usaha 

me\\'Ujudkan perbankan yang sehat; peniJaian kemampuan dan kepatutan 

Pemegang Saham Pengendali dan relevansi pelaksanaan penilaian 

kemampuan dan kepatutan terhadap ter:laksananya kehati-hatian perbankan 

Bab 4 menganallsa pentingnya penilaian kemampuan dan kepatutan 

oleh Bank Indonesia terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank yang 

memba.has mengenai Pemegang Sah.arn Pengendali sebagai penyebab bank 

bermasalah, menentukan pemegang saham pengendali dalam Bank Umum, 

diitllma didalamnya membahas ultirmue shareholder dalam badao hukum 

sebagai Pemegang Sebam Pengendali bank, Negara sebagal pemegang sabam, 

direksi sebagal pemegang saham dan pengurus bank, dan setanjutnya 

diteruskan dengan batasan dalaru menjadi Pemegang Saham Pengendali. 

Bab 5 penutop beri.~ikan kesimpulan dan saran. 
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BABl 
DASAR KET£NTUAN I'ENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 

PEM!l:GANG SAIIAM PENGENDALI 

Konsideran Peraluran Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang 

Penilaian Kernampuan dan Kepatutan mengamanatkan untuk mendorong 

terciptanya sistern perbankan yang sehat perlu ditingkatkan pokok-pokok good 

corporate governance di industri perbankan. Ketentuan mengenai Good 

Corporate Governance dalam Perbankan untuk selanjutnya diatur sendiri dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksa:naan Good Corporate 

Goovemace bagi Bank Unnun sebagaimana tell!h diubab dengan PBI No 

8/14/PBI/2006. 

Dalam Peraturan tersebut dinyatakan babwa Good Col])orate Governance 

adalab suatu tala kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip yang meliputi hal­

hal sebagai berikut:1 

I. transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalarn mengemukakan 
informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksa:nakan 
proses pengarnbilan keputusan; 

2. akuntabilitas (ac<ountabili!y), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolannnya berjalan 
secara efektif; 

3. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan 
bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip­
prinsip pengelo!aan bank yang sehat; 

4. indenpettdansi (independency), yaitu pengelo!aan bank secara 
pmfesinnal lllnpa pengarab/tekanan dari pihak manapun; 

5. kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalarn memenuhi 
hak-hak stekeholder yang timbul berdasarkan petjanjian dan 
peruodang-undangan yang berlaku. 

Dengan dentikian prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman Bank 

Indonesia daJam melakukan pengawasan para pengendali suatu bank 

Dalam perekonontian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan 

semakin banrak dipisahken deri pentilik perusahaan. Hal ini sejalan deogan 

Agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusabaan (pemegang 

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional 

1 Indonesia, Penjelasa.n Pernturan &nk J.ndonesia No. 8/41PBII2006 tentaog Pelaksannan 
Good COiJXllltfe ~ bag:i Bank Umum sebagaimana Ielah diubah deng.an PBI No 
8114/PBI/2006, IN. No.7!. ILN NoA640. 
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(disebutagenl) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan 

diplsahka.nnya pengelotaan dari kepemilikan perusahaan salah satunya yaitu agar 

pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan 

biaya yang seefisien mungkin dengan dike!olanya perusahaan oleh lenaga-tenaga 

professional. Mereka, para tenaga-tenaga professional, bertugas untuk 

kepentingeo perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen 

perusebliJI!l. Sehingga, dalarn hal ini, para professional tersebut depal bertindak 

sebagai agents. Sementara pemilik perusehaan (pemegang saham) hanya bertugas 

mengawasi dan memonitor ja1annnya perusahaan yang dikelola oleh man.Yemen 

serta mengambangkan system insentif begi pengelola manajemen untuk 

memastikan balnva mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.2 

Namun pada slsi lain pemisahan seperti ini juga memiliki l..--ekurangan. 

Adanya keleluasaan pengelo1a manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba 

perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolaan 

perosahaan sendiri dengan beban dan biaya yang hams ditanggung oleh pemilik 

pemsahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya 

transparansi dalam penggunaan dana pada perusabaan serta keseimbangan yang 

tepat antara kepentingan~kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham 

dengeo penge!ola manjemeu perusahaan dan antara pemegang seham pengeuda!i 

dengan pemegang saham minoritas. 3 

Dasar pemikiran mengenni pengenda!ian o!eh pemegang saham suatu bank 

kbesusnya yang berbentuk perseroan juga tidak sesede:dJana melihat pemegeog 

saham sebagai pemilik bank yang mempunyai hak penuh Wituk mengontrol 

perusahaannya Karena Bank bwbentuk perseroan juga memiliki aturan-aturan 

yang kompleks da!am menja!ankan usahanya Sebingga, Pemegang Seham Bank 

tersebut tidak hanya tunduk pada ketentuan perbankan tetapi juga tunduk kepada 

peraturan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas lllau peraturan lainnya 

sepaqjang tidak bertentangeo dengan peraturan perbankan 

l Hindarmojo Hinuri(ed), Good Corporote Govenumr:e, Konsep dan Impelemnlasi 
Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia, celakan 1, (Jalrnrta: Yaynsat~ Pendidikan PB.Sll.r 
Modal Indonesia & Sincrgi Communication, 2002). h1m 20. 

) Ibid. 
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Karena itu, penerapan prinstp-prisip good corporate governance 

merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar l"epentingan dari para 

stakeholder yaitu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, 

kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, suppliers, pemerinlah, 

konswnen dan tentunya para anggota masyarakat yang rnerupakan indikator 

tercapainya keseimbangan kepentingan, sebingga benturan kepenringan yang 

terjadi dapat diarabkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian bagi 

masing-masing pihak. 

2.1 Tata Kelola Perusahaan yang balk dalam Perl>anlwt Indonesia 

Da1am rangka economi recovery; pemerintab Indonesia dan 

lntemarional Monetary Fund (IMF) memperkenalkao konsep good corporate 

governance (GCG) sebagl!i tala cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini 

diharapkao dapat melindungi pemagang saharn (stockholders) dan kreditur 

agar dapat memperoleh kembah inYestaslnya Penelitian yang dilakukan oleh 

Asian Development Bank (ADB) menyimpullran penyebab krisis ekonorni di 

negara-negara Asia. tennasuk Indonesia, adalah;4 

I. mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan 
komite audit (audit committee) sua!U perusahaan tidak berfuogsi 
dengan efektif dalam melindWlgi kepentingan pemegang saham 
dan, 

2. pengelolaan perusabaan yang belum profusional. Sehingga 
penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat 
rneningkatkao profesionalisme dan kesejabteraan pemagang saharn 
tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders. 

Secara harfiah, kata "governance" berasal dari bahasa Perancis 

"gubemance" yaog berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut 

dipergunakan dalam kont:eks kegiatan perusahaan aiau jenis organisasi yang 

Jain, menjadi corporate governance, 5 

4 H. Sri Sulistyunto dnn Haris Wibisono, "GCG Berhasilkah di Indonesia," tcrdapat di 
situs http://researohengincs,oom/hs.ulistyanto3 .hlml 

~ SiSWtmto Sutojo dan B. John Aldridge, Op, Cit., him L 
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Tidak ada definisi yang universal tentang konsep corporate 

governance. Seperti halnya pengertian yang diambil oleh Organization for 

Economic Co-Operation and Development (OECD), berasal dari pendapat Sir 

Adrian Cad bury, folher of core UK Combined Code, yang menyatalrnn bahwa 

'"corporate governance is the system by which business corporation are 

directed and controlled."' Dari pengertian yang dibarikan oleh OECD 

tersebut dapat disirnpulkan bahwa pengelolaan perusahaan yang balk adaleb 

mengacu kepada adanya bubungan antara pibak manajemen, direks~ 

pemegang sebam. dan juga pihak lainnya yang berkepentingan 

Di Indonesia sendiri, menurut Sutan Remy Sjebdeini, 7 corporate 

governance adaleb suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan. 

pembagian tugas, pembagian kowenangan dan pembagian beban tanggung 

jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan 

mekanisme yWlg barus ditempub oleb masing-masing unsur dari struktur 

perooroan tezsebut Konsep ini juga menyangkut hubwtgan antara unsusr~ 

unsur dari struktur perseraon itu. mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga 

mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur peneroan 

dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada baki.katnya mempakan 

stakebolder dari perseroan, yaitu negara yang sangar berkepMtingan akan 

peroleban p,Yak dari perseroan yang bersangkotan dan masyarakat luas yang 

meliputi para investor publik dari perseroan itu ( dalam hal perseroan 

merupakan perusebaan publik), calon investor, kreditur dan caJon kreditur 

perseroan Dengan demikian dapat dikatakan bahwa corporate governance 

merupakan suatu Jronsep yang luas. 

Jadi, bila disimpuJak.an. konsep Corporate Governance ia1ah dikaitkan 

dengan kow,Yiban debuu manajemen perusabaan, yang mengacu pada 

pengaraban dan pengendalian yang berdasarkan pada sistem 

pertanggungjawaban dan akotabilitas secara kolektif. Artiuya, fungsi dari 

6 Teresa Barger, ''Intematiorwl Corporate ~ Meeting: Why Corporate 
Governance Matter for Vietnam OECD/World BMk Asia Roundtable on Corporate Governnnce," 
tc.rdapnt di situs 4:1Up:f!www,9<:¢d,org{dalaoecd/!8/47/349S()4 77 .!XI(>_ 

7 Ridwan Kbainmdy dan Cameliu Malik. Good Corporate Governance Perlrembangan 
Pemikiran dan lmplnntmlasinya di Indonesia dalmn. Perspe.ktif HulaJm. (Jogyakarta: Total Media 
2007). hhn 63. 
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good corporate governance ialah rnenciptakan keseimbangan kewenangan 

antara para stakeholders dalam perus:ahaan. 

Menurut OECD apabila pemerintah suatu negara menginginkan 

prinsip-prinsip good corporate governance diterapkan secara efektlf di 

negaranya, mereka wajib membangun landasan bukum yang memungkinkan 

bal itu teljadi. Tanpa landasan bukum yang kuat salab satu tujuan utama good 

corporate governance, yaltu melindungi bale dan kepentingan para pemegang 

sabam dan stakebold= lainnya tidak akan terwujud' 

Karena itu, pada bulan April 2001 Komite Nasionallndonesia tentang 

Corporate Governance Policies mengeluarkan The Int.kmesian Code for Good 

Corporate GoWJrnance (K.ode-kode) bagi masyarak:at bisnis Indonesia. 9 Kode 

good COJPOrale governance tersebut (yang memperhatikan penerapan 

corporate governance terbaik di dunia Intemasional sebagai bahan masukan) 

bertujuan menyajikan pedoman kepada masyaraka! bisnis Indonesia tentang 

bagaimana menempkan good corporate governance di perusahaan-perusahaan 

mereka Dengan del11ikian diharapkan daya saing perusahaan Indonesia di 

dunia internasional dapat llleilingkat 

Kinerja perusabaan Indonesia yang menernpkan prinsip-ptinsip good 

corporate governance diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak menerapkannya Dalam Indonesian Code for Good 

Corporate Governance antara lain dimuat hal-hal yang bersangkutan dengan: 10 

- Pemegang saham dan hak mereka; 
- FWigsi Dewan Komisaris perusahaan; 
- Fungsi Direksi Perusabaan; 

Sistem audit; 
- Sakretatis perusabaan; 
- The Stakeholders; 
- Prinsip peogongkapan infonnasi perusabaan secara transparan; 
- Prinsip kerabasiaan; 
- Etika bisnis dan korupsi~ dan 

Perlindungan terlladap !ingkungan hidup. 

11 Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge. Gocil Corpa-ate G(NI!mance Tara Kel~ 
Perwahaan fang&Mt, (Jakarta: PI Damar MuliaPustaka. 2005). h1m Hl 

!) lbid, blm 23-24. 
)I) lbid. 
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Pada tahap pertama ketentuan rentang good corporate governance di 

alas (terutama) ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, badan usaba 

milik negara dan perusahaan-perusahaan yang mempetgllllakan dana pub!ik 

alau ikut dalam pengelolaan dana pubtik11 (misalnya perbankan). 

Sistem perbankan mempunyai pengarub yang sangaJ besar terbadap 

kondisi perusahaan lain. Jadi kalau suatu bank jatuh, maka akan ada yang di 

rugikan sehingga pengarub kepada sektor lain yang sangat besar. O!eb 

karena itu barns dihindari teljadinya bank yang ko!aps. Ka!au perbankan tidak 

dapat memberikan kredit atau tidak dapat me!aksanakan fungsinya sebagai 

alai kebijakan monerer maka dapat berpengerub terbadap ekonomi secara 

makro~l2 

Oleb karena itu, bank terkenal sebagai lndustri yang highly regulated, 

dimana bank memiliki banyak aturan, mu!ai dari benliri hingga berakhir. Di 

dunia intemasional. bank mempunyai aturan main yang ketat untuk-membuat 

bank tetap sehat. Disamping atlmln-aturan dalam Undang-Undang yang 

berlaku, Bank juga harus tunduk pada peraturan-peraturan dan pedoman­

pedoman yang ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia Selain itu 

sebuah bank juga harus mengikuti berupa kebiasaan-kebiasaan dari dunia 

perbankan,. seperti internnsional best practices atau kebiasaan intemasional 

yang bukan berbentuk aturan.13 

Banyaknya peraturan dalom perbankan dikurenakan perbankan adalah 

urat nadi perelrooomian suatu negara Maka pengawasan para investor dalam 

dunia perbankan bertujuan agar suatu bank dapat dlke!ola dengan baik 

sehingga terwujud tala kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). 

11 Ibid" 
12 Emmy Yusabarle(ed), PerstrnJOift TeriMW dim Good CDqJOr'Qte Govemtll'JCe. (14karta: 

Rangk.aian Lokakacya Membabas M'asalab-Masalah Kcpailitan dan Wawasan Hukum Bisnis 
lailmya. 2004), hlm 46. 

ll Ibid 
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2.2 Kedudukan Pemegang Saham Bank Berbentuk Perseroan Terbata:s 

Selain tunduk pada ketentuan Perbankan, Bank berbentuk Perseroan 

Terbatas juga tunduk pada ketentuan lain, seperti Unrlang-Undang Perseroan 

Terbatas. Bank daJam bentuk Perseroan juga merupakan legal entity yang 

berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan itu. Dalam mel:akukan 

fungsi huknmnya, Persero bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemagang 

sabamnya, tetapi bertindak untuk dan alas namanya sendiri.14 

Sebagai badan hukum, Perseroan ·rerbatas merupukan subjek hukum 

yang mandiri (persona standi in judicio). Oleh kacena itu, persero mernpunyai 

hek dan kuwajiban dalam hubungan hul-um yang sama dengan natural person, 

yakni pornero dapat rnenggugat dan digugat, mernbuat kaputusan, memiliki 

utang piutang dan kekayaan sendiri. Karakteristik persero sebagai persona 

standi in judicio juga dapat dilihat dengan adanya harta kekayaan persero yang 

dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya atau pernegang sahamnya. 15 

Beatuk perseroan menjadi pertimbangan bagus dala.m menjalankan 

suatu usaba karena adanya unsur "pertanggungjawaban yang terbatas" dalarn 

suatu perseroan bagi para pemegang saJtam. anggota Direksi dan Komi:saris. 

Dengan menggunakan konstruksi ini, peiSero dapat memperkecil ris:iko 

kerugian yang mungkin timbul, ini dikarenakan PT sehagai badan hukum 

merupakan subyek hukum yang mandiri. Sebagai subyek hukum yang 

mandiri maka segala tagihan atau kewajiban yang dimiliki oleb Persero tidak 

dapal di!Untut kepada harta kekayaan pribadi orang-oranguya, baik itu 

pemegang sabarn maupuo pengurusnya, sekalipun sabam-sahamnya dikuasai 

hanya oleh satu pihak Dengan demikian pemegang sabarn tidak bertanggung 

1' SUilmRemy Syahdeni, "'Tanggng Jawab Pribadi Komi saris dan Direksi," Junud Hukum 
Bisnis, vel. 14, (Jakarta: YayasanPengembangan HukumBiSnis, 2001), blm lOS. 

n Menurut Gunnwmt Widjaja. meskipun menjadi penynnda.ng hak dan lcewajibmmya 
swdirl, badan hukum tedepas dari orang-omrJg yang mendirikan <~:Ul\1 nnggota hadan htlkum 
tersebut. Gt.lnll.wan Widjajll,. Resiko Hukmn Pemilik. Direksi & Komisaris PT, Cet I, (Jalwta: 
Forum Sahabat, 2008), blm. 14. Libat juga dalam Dhaniswata K. Hrujono, Pembarnan /Iulaim 
Perseroan Tcrbatas: Tinjauan Terhadap Undang*Undang Namor 40 TaJmn 2007 Tentang 
Pcrseroan Terbatas, (Jakarta: Pusat Pcngembangan Hukum Om Bisnis Indonesia, 2008). hlm. 
194. Konsekuens.i dati koosep pemisahan ini men\II'Ut Ridwnn I<ba.imruly bernrti: sega1a kekaynan 
yang didapat baik melalui penyert<l;m negara maupun yang dipercleh dari kegiatan bisnis pe'I'SOtO, 
derni hukwn menjadi kebyaun pcrsc:to i.tu sendiri. Ridwnn Khairandy, "Km:!SepSi Kekayaan 
Negam Ynng Dipisabkan De.lant Perusahna.n Perseroan," Jurnal Hulrum Bimis, Voiwne 26-No.l, 
(Jakarta; Ynyasan Peogembangan Hukum Bisnis, 2007). h1m 36. 
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jawab terhadap kerugian yang diderita Persero melebihi nilai saham yang telah 

dlmasukkannya ke dalam Persero. Prinsip ini da1am hukum perseroan disebut 

dengan "'The Doctrine of Separate Legal Personality of a Company''.16 

Namun demikian doktrin ini tidak berlaku selamanya. Dalam hal 

perusahaan dinyatakan bennasalah (misalnya merugi atau bahkan pailit) 

karena kesalahae dari pemegang saham dan kesalahan pemegang saham ini 

terbulcti, maka pemegang saham bertanggung jawab sampai har1a pribadinya. 

Hal ini berarti jika tetjadi pemgang saham metakukan tindakan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan Pernero berada 

dalam kesulitan (misalnya terancam pai~t karena kesalahan pernegang 

saham), maka tanggung jawah terbatas pernegang saham tidak berlaku. 

Dalam hal tertentu pernegang saham tidak dilindungi oleh doktrin legal 

personality. 

2.2.1 Kewenangan Pemegang Sabam Pengendali 

Saham merupakan bagian modal dasar perseroan yang memberikan 

bak kepada pemiliknya terbadap harta perseron. Saham adalah bukli 

bahwa seseorang ikut serta dalam perseroan terbatas. Saham 

rnenunjukkan bak dan kew'!lihan serta hubungan huknm antara pemiliknya 

dengan perseroan terbatas. 

Saham memiliki 3 (tiga) macam fungsi uraroa,yaitu: 17 

l. Saham sebagai sebagian dari modal; 

2. Saham sebagai Ianda anggota Setiap orang yang iknt serta sahagai 

anggota da1am kelja sama perseroan terbaJas wajib memberikan 

pernasakan kepada PT yang diperhitungkan dalam saham 

3. Saham sebagai a!at legitimasi> artinya saham merupakan suatu surat 

yang menunjuk kepada pernegangnya sebagai orang yang berbak. 

Berdasarkan fungsinya dari saham tersebut, secara umum hak 

pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:" 

16 l A Tokley, C""'pany Securities Digfosure of Interests, (Malaysia: Butterwortbs Asia 
nong~ronw Sin!l'pote, 1993~- s. 

1 Roohmadi Us~ Dimensi Hukum Puu:sahoan Perseroan Terbntas, (Bandmg: 
Alumni. 2004), hhn 102. 
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1. Hak lndividu yang melakat pada diri pemegang saham, dan 

2. Hak yang ditunmkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak 

derivatif (derivatifsuit atau derivative action) 

Selam hak individuil, dikenal juga dua hak derivatif yang terdapat 

daJam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mengatur 

bahwa Pemegang saham dnpat ''mengambil alih" untuk mewakili urusan 

perseroan demi kepentingan perseroan, karena ia menganggap Direksi dan 

atau Komisaris telah !alai dalam kewajibannya terhadap pen;eroan. 

L Pemegang saham dapat melakakan tindakan-tindakan atau benindak 

selaku wakil perseoran dalam mempeljuangkan kepentingan pen;eroan 

tcrhadap tindakan perseroan yang merugikan, sahagai akibat kesalahan 

atau kelalaian yaog dilakukan oleh anggota Direksi dan atau pun oleh 

kornisaris, ' 9 

2. Melalui ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi kedudakan p""'eroan, pemegang saham dapat melakukan 

sendlri pemanggilan RUPS (baik RUPS tahunan maupun RUPS 

lainnya) apahila direksi alaupun komisaris tidak menyelenggarakan 

RUPS atau tidak melekukan pemanggilan RUPS (lihat pasal 67 

Undang-Undang Perseroan Terb_)_ 

Hak-hak pemegang saham juga dapat dikalegorikan juga ke dalam 

hak untuk melakukan pengendallan dan hak untuk melakukan pengawasan 

terlladap perseroan tcrllatas. Pengendalian oleh pemegang saham tidak 

lepas pada tujuan didirikannya perseroan, yaitu mencari keuntwJgan. oleh 

orang-orang yang nantinya akan menjadi pemegang saham dari perseroan 

tersebut Karena itu, mereka dapat menentukan mamijemen perseroan: 

guna tercapainya tujuan tersebut. 

Dengan hak-hak yang dlmiliki oleh pernegang saham tersebu~ ada 

pcmikiran bahwa perusahaan dibuat semata-mata untuk kepentlngan 

1a Berita tentang KADIN, Ekonomi dan Perdagangan Pemegang Saham dru1 Hak 
PC!llegMg Sahnm MenutUt UU No. 40 tnhun 2007 tenlang Pa:5eroon Terbatrm, 04 Agustus 2008, 
terdapat di sitw -4lttp:/lwww.ko.din.or.idlfcrumlforuminfolshow.pbp'l'f-"''&tiJpic=200&0804103731 
&u=l>. 

19 pasaJ 85 (3) jo. pasal 98 {2) UDdmg~Undang fuseroa.n Terbntns 
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pemegang saham."' Hal tersebut berkaitm dengan pembahasan mengenai 

dominasi pemegang saham dalam perusahaan, Setidaknya terdapat 3 

(tiga) varian dari dominasi pemegang saham (shareholder primacy), 

yaitu?l 

a The Shareholder Ownership. Contoh ldasik pengguna.an argumen ini 

dapal ditemuklln dalam tutisan Milton Friedman, peraih Nobel dalam 

bidang ekonomi. di tahun 1970 pada The New York Times, dimanala 

bllTpendapat, karena pemegang saham pada perseroan adalah pemilik 

dari bisnis maim kewajiban sosial dari bisnls adalah banya untuk 

meningkatklln keuntungan mereka (beazuse the shareholders of the 

corporation are 'the owners of the business •• the only 'social 

responsibility' of business is to increase its profitr). 

b. The Residual Claimants. Contoh klasik pcnggunaan argumen ini dapat 

ditemukan dalam basil penelitian dan analisis ekonomi dari Frank 

Easterbrook dan Daniel Fischel dnri 'Chicago School of lPw', Mereka 

berpendapat, perseroan dapat dnaiggap sebagai sebuah 'nexus of 

contracts~ antara pemegang saham perseroan dengan partisipan 

penreroan lainnya Easterbrook dan Fischel rnaiihat konlnlk yang 

pihak-pihaknya terrnasuk kelompok bulom pemegang saham 

(nonshareholder) seperti rnani\ier, pegawai, kreditur adalah kontrak 

eksplisi~ yang mengikat mereka dalam pembayaran tetap f/ixed 

payment) seperti gaji dan bunga 22 Secara kontras, pemegang saham 

tergantung pada kontrak eksplisit tersebut karena mengikat mereka 

kepada apapun yang tersisaltel1inggal setelah perseroan melaksanakan 

lrewajiban eksplisitnya itu temlllSnk klaim-ldaim yang berlJabungan 

dengan hal tersebut -jika ada Sehingga. Easterbrook and Fischel 

menggambarklln pemegang saham sebegai "residual claimanf' dan 

"residual risk bearer" dalarn perseroan, Walaupun demikian m....,ka 

juga berpendap~ dalam hubungannya dengan hak pemegang saharn 

:ro Lynn A Stool, Lecture And Commentary On The Social Responsibility Of Corporate 
Entitle:;!' BOO And Not-So-Bad Arguments For Shareholder Prii:nucy, Southern California Law 
Revieow, July 2002, him 1190. 

l:l Ibid. hlm 563-56S. 
n IbJd,, blm 1192. 
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yang terdapat daJam kontrak impJisit, perseroan seharusnya dijalankan 

dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saharnnya 

(firms should be run with an eye toward maximizing shareholder 

wealth). 

c. The Agency Cost. DaJam varian Jni~ Direktur dan pegawai perseroan 

dianggap sebagai agen dari pernegang sahtan. Ada dua karaktaristik di 

dalamnya, yakni: adanya himl.i dalam manajernen dan banyaknya unit 

pelaksana Direktur mendelegasikan kewajiban kepada mana.jer senior 

dan mengawasi apa yang telah dicapai olehnya Kemudian manajer 

senior pa.da kantor pusat rnendetegasikan kewajiban dan pengawasan 

kepada manajer unit pe)aksana Selanjutnya setiap manajer unit 

peJaksana mengawasi aktivitas dari masing·masing unit rnereka u 

Perlu diperhatikan bahwa perseroan di Indonesia didirikan dan 

dijalankau alaS dasar Auggarnn Dasar yang dibuat di autara para 

pernegang saham. Sebingga segala hak dan kewajibannya pun harus 

ditu.angkan sejelas mungkin di dalarn Angglllan Daslll tersebu~ yWig dapat 

dikatnkan sehagai "peljanjian" mereka Pengaturan peljanjian masih 

mengaeu pada Kitab Undang-Undang Perda!a (BW) yang Ielah 

diteljernahkan Adapun dasar berlakunya Undang-Undang tersebut 

berdasarkan asas konkordansi dan peraturan tentang penundukan diri 

secara sukarela kepada hokum perdata blllat." Karena dianggap sebagal 

«pedanjian", maka Auggaran Dasar harus tunduk pada Undang-Undang 

Perseroan Terbaias dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan 

kewajiban pemegang sahara. 

Undang-Undang Perneroan Terbatas tidak menyehutkan hal 

mengenai Pemegang Saharn Pengandali. Pengertian Pemegang Saharn 

Pengendali terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia, menurut Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/25/PBJI2003 tentang Penilaian Kemampuan dan 

21 Ibid.. 
24 

Pasal 26: Or!lllg--omng Indonesia dnpai mcnundukkan diri sec.ura sukarela terhadap 
pcrowru.m hukum tcrtcntu dati peraturan-pemturun yWlg tidaL: bcdalru bagi mcrcka tentang huki.tm 
pcn!ata dan hukutn dagang omng-orang Eropa mengenai perlruatnn hulrum yang demikian itu, S. 
1917-12 jo. 528. mh. l Oli.. 1917 lentang Pemturnn Tentang Penundukan Diri Sccara Sukareln 
Kepada llukum Perdatu Eropa 
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Kepatutan (fit and proper test) Pasall angka 4, yaitu: 

Pemegang Sahanl PengendiH adalah badan hukum, orang 
perseorangan dan atau kelornpok usaha yang: 
L memililci saharn perusabaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh 

lima pen;eratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan 
dan mempunyai hak sua:ra; 

2. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh 
lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan 
mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan 
telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, bail< seoara 
langsung maupun tidak langsung. 

Salah satu efek dari stroktur kepemilikan melalui saham adalah 

terciptanya s!ruktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada 

dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama. Terutama terlladap 

hak suara, yaitu satu saham adalah satu suara Kerentuan tambahan 

terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan 

klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, 

pemegang saharn mayoritas menjadi pihak yang "diuntungkan" dengan 

sendirinya Semakin banyak saharn yang dimilikinya, maka makin dapat 

mendominasi dalam menentukan kepurusan rnengenai keberadnan dan 

jalarmya suatu perseroan terbatas. 

Kriteria Pemegang Saharn Pengendali (Corrtrolling Shareholder) 

dalam hal jumlah kepemilikan saharn juga dinyatakan dalam Black's Law 

Dictionary~ yaitu:25 

"'A Shareholder \Vho is in the positiM to influence the 
corporation~s activities because the shareholders either own a 
majorily of outstanding shares or own a smaller percentages but a 
significant number of the remaining shares are widely distributed 
among many others." 

Dengan ketentuan tersebu~ bisa disimpulkan bab.wa dalaln Peraturan Bank 

Indonesia No. 5125/PBI/2003 tentang Penilaian Kernarnpuan dan 

Kepatutan (fit and proper test), 25% jumlah saharn merupakan jumlah 

yang signiflkan untuk mempengaruhi pernegang saharn lainnya atau, 

dengan katalain, mengendalikan suatu Bank. 

:u Black's Law Dictioomy, Bight Edition, West CJtoop Co-.1999, United Stoles of Anlerica 
Thomson Business, hlm 1408. 
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Namun, dalam PBI tersebut juga dapat dilihat bahwa Pemegang 

Saham Pengenda1i 1idak saja ditentukan berdasarkan kriteria pemilikan 

jumlah saham saja tetapi juga bukti telah terjadinya pengendalian. Hal 

tersebut dapat mengantisipasi kemungkinan Pemegang Saham yang 

memp!IDY3i hak suara sedikit, namun sangat berpangaruh langsung di 

dalam suatu Bank. 

Undang-Undang Perseroan Terbalas pun mengatur bila 1110 dari 

jumlah seluruh saham bisa merninla direksi untuk dilaksanakannya RUPS 

(pasal 79 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan 

menggugat direksi dan komisaris.26 Lebih lagi pada pasal 61 ayat I 

Undang.!lndang Pcn;croan Terba!as meny<butkan bahwa setiap pemegang 

saham berbak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri 

apahila dirugikan karena lindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan 

tanpa alasan wajar sebagai akibat kcputusan RUPS, Direksi~ danlatau Dewan 

Komisaris. Dengan demikian, kepemilikan saham yang sedildt pun bisa 

sangat mempengaruhi jaJannya suatu perseroan. 

Kedudukan Pcrnegang Saham Pengendali meqjadi hal yang harus 

dipcrhatiknn karena keduduknnnya yang bisa menjadi sangat dorninan 

dalam perseroan.. Hal tersebut juga diantisipasi dengan PBI tentang Good 

Corporate Governance yang mengharuskan ada.nya komisaris 

independen27 dan pihak independen"' lainnya yang terlepas dari pengaruh 

pemegang saham di dalam suatu Bank. 

Dengan adanya konsep GCG, dominasi pemegang saham yang 

besar dapat sedikit dihindari. Karena pada perkembangannya, perusahaan 

tak hanya didiriknn untuk para pemegang saham s'lja, tetapi juga didiriknn 

26 pasa197 ayat 6 dan 114 ayat 6 Undang-Und.ang Fmeroan TerbaJ.as. 
n Komismis. Tndependen a&Juh anggotn dewan Komisoris yang tidak merniliki hubungnn 

kcll1!11lgao, kepenguru.san, kqxmllliknn snham dan/atau hubqon kcluarga dengan anggota dewnn 
Komisaris lainnya, Direksi danlalau pemegang saham pengenda1i atau hubungOJl dtmg.m Bank,. 
yang dapat mempengllf'IJhi kemampwmnya untuk bertindak indepcnden, Pnsall angkn 4 Peratumn 
Bank hldonesia Pe!aksanrum Good Corporate Goovernacc ba.gi Bank Umum. 

VI: Pibnk Independen adnlah pjlmk diluM Bank yang lidak memiliki hubungan keuangan, 
kt:pengw-usnn, lrepemilikan s.pham danlatau hubungan keluarga dcngan de\\<an Komisoris, Di.reksl 
dao!atau pemegang saham pengendali atau bubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya unluk bertindak independen, pasei 1 nngka 5 Penrturan Bank Jndouesia tentang 
Pelllkmmw.n Good Corporate Goovemace bugi Bank Umum. 
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untuk kepentingan para stakeholder.29 Dalam pasal I angka 7 Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/4/PBJ12006 tent.ang Pc1aksanaan Good Corporate 

Goovemace bagi Bank Umwn sel:.Higairnana telah diubah dengan PBl No 

8/14/PB!/2006, disebulkann bllhwa stakeholder adalah seluruh pihak yang 

memiliki lrepentingan s....-a langsung ahlu tidak langsung ternadap kegiatan 

usabllBank. 

Hal lersebut lebih rinci disebutkan dalam ketentuan OECD, yang 

menyehutkan bahwa stakeholder dalam perusahaan diartikan sebagai 

berik."Ut:30 

""Stakeholders include resource providers to the company such as 
investors. employees, creditors and suppliers. In addition, 
companies faces the expectation of otuside groups like civH 
society and conununi1ies: 1n which the company operates . ., 

Jadi, mereka adalah termasuk pemegang saham (shareholder), anggota 

direksi, anggota dewan komisaris, pekerja. Jainnya di perseroan tersebut 

(karyawan), kreditur, kelompek masyarakal, dan masyarakat di sekitar 

perusahaan, 

Pengertian stakeholder memperluas konsep tujuan pen;eroan. 

Tujuan perseroan lidak semata-mata untuk kepentingan pemegang sabllm, 

Kepentingan para stakeholder tersebut keruudian melahirkan teori 

stakeholder yang dikembangkan oleh Standford Research Institute (SRI) 

pada tahun 1960, sebagai reaksi terhadap pemahaman lama tentang 

pengurusan perusahaan, yang berparadigma semata-mata pengurus bekerja 

untuk kepentingan pemegang saham." 

Teori stakeholder menyatakan perusahaan hams memperhatikan 

kepeutingan para stakeholder, baik yang berasal dari grup atau individu 

yang dapat mampengeruhi alau dipengeruhi oleh maksud dan tujuan 

perusahaan. Direk!ur da!am menjalankan tugas mengurus perseroan 

diperholebkan mempertimbangkan setiap tindakannya terhadap grup yang 

dapat mempengaruhi tindakan tersebu~ termasuk pernegang sallam, 

29 Seuai dengan k(ltlSidern.n Pernturnn Bank 1ndonesia lentang Pelnksao.Han Good 
Corporate Goovernace bagi Bank Umum. 

30 Siswanto Sutojo. Op, Cit, blm 71. 
31 Kantor MC'lltcri Negnra Pendayagunaan :SUMN/Badan Pembina BUMN, Carparatl'! 

Governance dan Elika Korparasi, (Jakara: Bulni Pustu.kn), him 61. 
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karyawan, suplier, pelanggan, kreditor, yang melakukan hubungan deogan 

perseroan. 32 

Tidak: ada suatu perseroan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan 

sepantasnya dari pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan 

perusahaan. Dalam teori stakeholder bukan saja pemilik suatu baak yang 

menginginkan perusahaannya dalam keadaan yang baik, tetapi semua 

elemen yang secara langstmg alan tidak langsung berbubungan dengan 

perusahaan tersebut 

Artinya, perusahaan bcrdiri dan menjalankan usaha untuk 

kepentingan para stakeholder. Stakeholder yang dimaksud, bila dilihat 

dari kedakatan kepentingan setidaknya dapat dipilah menjadi dua bagian. 

Bagian pertama adalah yang memiliki kepentingan langsung dengan 

perneroan dan bagian kedua yang memiliki kepentingan tidak langsung 

yaitu masyarakat dan pemerintah. Karena itu, yang dipedukan bukan saja 

pengawasan dari orang-orang di dalam perusahaan tersebu~ tetapi juga 

dari pemerintah melalui Iembaga-1embaganya 

2.2.Z Pemegang Sabam BankDalam Kailanmtyn dengan BankBennasalah 

Sebagai bentuk usaha, suatu Baak juga dapat mengalami kesulitan 

keuangan. Namun, usaha Baak pasti melibatkan uang publik yang 

disimpan dalam bank. Karena itu, Bank indonesia dapat mengambil 

tindakan unt11k menangani bank yang mengalami kesulitan yang dapat 

membahayakan kelangsungan usahanya Bank Indonesia dapat melakukan 

beberapa tindakan sebagaimana di1entukan dalam Pasal 37 ayat (I) 

Undang-Undang No.7 taltun 1992 sebagaimana bunyioya kemudian !elah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.IO lllhun 1998. 

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Baak Indonesia edalah agar 

l. Pemegang saham menambah modal. 
2 Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank. 
3. Bank menghapus bukakan keedit atau pernbinyaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan 
modalnya; 

>l 'Titoma.1 M Jones, .. Ins'trumentaJ Slnkeholdm: Theory: A Synthesis of Ethics and 
Economics," The Academy ofManagement Review, Vol 20, No.2 (Apr., 1995). him 407. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH UI, 2009



35 

4. Bank melalrukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 

kewajibannyo; 
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank 

kepada pihak lain. 
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban baik 

kepada bank atau pihak lain 

Dalam rangka menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender 

of the last resort dan dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan 

global yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan 

perekonomian nasional, Bank Indonesia menyempumakan ketentuan 

fasilitas likuiditas bank umum, yaitu 

I. Ketentuan Fasilitas Likuiditas lnl1lthari (FL!) disempurnakan melalui 

PBI No.l0/29/PBI/2008 yang mengatur pemberian lilsilitas untuk 

mengatasi kekurangan likoiditas alcibal kesenjangan antara arus dana 

masuk dan arus dana keluar. Pemberian fasililas ini kepada bank 

ditujukan untuk memperlancar operasi sistem pembayaran dengan 

didukung agunan likuid dan bemilai tinggL 

2. Ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) disempumukan 

melalui PBI No.I0/26/PBI/2008 dan PBI No.I0/30/PBI/2008 yang 

memberikan akses yang lebih luas kepada perbankan Wl!uk 

memperoleb pendanaan dengan jangka waktu yang lebih panjang deri 

FLI. 

3. Sementara itu Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang 

disempumukan melalui PBI No.I0/31/PBI/2008 diberikan kepnda 

bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masib memenuhl 

tingkat solvabilitas tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, serta 

berdampak sistemik 

Penyempumaan peraturan tersebut melengk:api mekanisme Jaring 

Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.4 Talmn 

2008 tentang JPSK, "Ketentuan-ketentuan tersebut merupukan bagian dari 
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jaring pengmnan keuangan (financial safety net) yang diperlukan dalam 

rangka memelihara s!abilitas sistem keuangan. 33 

FLI dan FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia 

untuk mengatasJ kesulitan likuiditas dalam kondisi normal, sedangkan 

FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau risiko sistemik 

daJarn kondisi darurat untuk mencegah dan mengatasi krisis, FPD yang 

diberikan dalam rangka pencegahan krisis diberikan oleh Bank Indonesia 

dan dijamin oleh Pameriotah. Sadangkan FPD dalam rangka penanganan 

krisis pendanaannya berasal dari Pemerintah yang diberikan melalui Bank 

Indonesia Olah karena itu, sumber pendanaan dalam rangka pencegahan 

dan p003Dganan krisis terkan dengan pemberian FPD menjadi beban 

APBN melalui penerbitan SBN atau IUilai oleh Pernerintah. 34 

Sebaglli Lender of The Last Resort BI juga mengamhan risiko 

dalam pemberian fasilitas pembiayaan darurat kerena bisa saja jaminan 

yang diberikan tidak mencukupi. Maka penting sekali bagi BI noank 

mendapatkan jaminan dari pihak bank maupun pemegang saham dan 

direlo;i bank atas pengambalian fasilitas yang diberikanoya berikut 

tanggangan biaya yang barns diemban Bl sebagai LoLR 

Pengertian Fasilitas Pernbiayaan Darurat tertiapat dalam pterti I 

butir 9 PBl No. 10/31/PBI/2006, yaitu Fasilitas Pembiayaan Darurat, yang 

selanjutnya disebut FPD. adalah fasilitas pernbiayaan deri Bank Indonesia 

yang diputuskan oleb Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang 

dijamin oleh Pemetitttah kepada Bank yang mengalami ktertiitan likuiditas 

yang Memiliki Dampuk Sistemilc dan berpotensi Krisis namun masih 

memeuohi tingkat solvahilitas. 

Seca:ra singkat FasiJitas Pembiayaan Darurat da:lam PBI tersebut 

dapa! dioraikan sahaglli berikut: 

1. Fasilitas Pernbiayaan Dlllllrot merupukan suatu bentuk fusilitas 

pembiayaan kepada hank Hal ini memungkiukan adanya pembiayaan 

~'Biro Hubungan Masyarak.at Bank Indonesia. Bank Indonesia Sempumakzm Kctcntuan 
Fasllitas Llkuiditns Bagi Bank Umum. November 2008, !erdapat dl situs 
<http:!/www. bi..go.id/wcbfid/Ruang+Media/S1aran+Pers/sp _1 0590Rhtm>. 

34 Indonesia, PertielasanPeratunm Bank Indonesia No. l0/311PBI2008 tettang:Fasilites 
Pembiayaan Darurat, Umwn, LN. No. 178:, TIN. No. 4926. 
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yang berasal dari APBN untuk keadaan darurat walaupun belum 

tersedia anggarannya dengan syarat kejadJan ini disampaikan pada 

laporao realisasi anggaran dan atau diusulkan daJam rancangan 

perubahan APBN. 

2. Fasilitas Pembiayaan D8!1U11t diberikan oleb Bl kepada baak 

barmasalah. Bank bermasalah disebut juga baak yang mengalami 

kesulitan keuangan Kesulitan keuangan yang dialami bank dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yairu: 

L Kesulitan Likuiditas adaleb kesulitan pendanaan jangka pendek 

yang dialami Bank yang disebebkan oleb leijadioya arus dana 

masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana kelu.ar 

{mismaleh) yang diperkirakan dapat mengakibatkan teljadinya 

saJdo giro negatif35 

2. Pennasalahan Solvabilitas adalah kesulitan permodalan yang 

dialami Baak sehingga tidak memenuhi Kewajiban Penyadiaan 

Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh Baak 

Indonesia 36 

Ketentuan Bl ini dapat dimaklumi mengingat bank adalah 

perusahaan yang mengelola dana masyarakat;, sehingga memerlukan 

perlakukan khusus. Sadangkan, persona/ guarantee dari direksi bank yang 

dipersyanukan Bl ketika peeyelunm FPD lebih kepada aspek "pengiketan 

moral direksr agar berhati-hati menggunakan realisai FPD dan menge1o1a 

bank yang kesulitan tikaidilas yang ditenggarni bardampak sistemik. 

Karena itu, lti.kad balk dalam pengelolaan bank sangat dibutultkan. 

Jika leijadi kondisi yang merahahayakan operasional suaru bank, Pernilik 

saham pada bank adalah pihak pernuna yang harus bertanggung jawab 

dalam mengupayakan )alan keluanaya Ketika FPD dibetikan sebenamya 

pemegung saham telah mendapatkan kemudahan alas usaha pcnyelamatan 

a.setnya pada bank 

Penting untuk memperhatikan sebatas apa tanggungjawab direksi 

bank sebagai pengurus dibandingkan dengan tanggung jawab pemegang 

~ pusall angka 5 PB! tctJ.tangFasiliWs Pembiayaan Darontt 
;x; pnsal1 angka 6 PBJ tentang Fasililas Pembiayaan Darurnl 
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sallam selaku "pemilik bank". Penyaluran FPD mempersyaratlom adanya 

surat kesanggupan dari pengurus bank dan pemegang saham pengendali 

untuk membayar kembali FPD. Ketentuan ini seolah~olah menjadikan 

posisi direksi adalall sama dengan pemegang sallam bank. 

Posisi direksi sebagai penanggung tidak menanggung beban yang 

lebih bern dibandinglom si debitur, yairu bank yang bermasalall itu 

sendiri. Jad~ keksuangan pelunasan FPD merupelom tanggung jawab 

pemegang sal1am pengendali kepada pemerin!Oh apebila basil eksekusi 

agunan lebih kecil dari nilai FPD dan kewajiban bunga yang harus dilunasi 

oleh bank penarima FPD, pada ketentuan tersebut hanya disebulkan 

pentegang sallam benk. tidak disebulkan direksi. 

Pada masa Bantuan Likuidutas Bank Indonesia (BLBI) yang lalu, 

upaya penyelesaian BLBI dibebankan kepada pemegang sal1am pengendali 

dengan meminta pemegang saham pengendaJi menandatangani Master 

Settelrwmr and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing 

Agreement and Note Insurance Agreement (MRNIA). 37 Utang bank pada 

waktu itu dialihlom kepada pemegang sallam pangendali dengan 

menandalangani aktu pengakuan utang bukan terhadap direksi Hal 

tet:sebut adalall wajar menginget aset bank adalah terpisah dangan harta 

pihak manapun karena status badan hukum yang melekat pada benk. 
namun secara nyata pemilik bank adalah pemegang saham bank itu 

sendiri. 

Ketentuan ini memperliha!kan penringnya pemegang saharn 

pengendali jike terjarli permasaleban pad a bank. Memang, bila dilihat dari 

hiraritis perundangan, Undang-undang tentang Perseroan terbatas 

posisinya secara hirark:is perundangNundangan adalah lebih tinggi 

dibandinglom PBI. Pera!uran Bank Indonesia sendiri tidak dapat 

ditemukan dalam hirarki tersebut n.amun dapat dikategorikan sebegai 

pemturan peruodang-undangan yang memiliki kekuatan hukam mengikat 

sepanjang diperintabkan oleh peraturan perundang-undangan yang tebih 

37 Ferry Irwanto, Kompns Cyber Media, Sjamsu1 Ciders Ja:nji, BPPN Tidak Transpanm 
Soal Bob Hasan dan Usrrmn Admadjuja, Rabu 27 September 2QOO basil kajian K.ruiin.i Muljadi, 
terdapat di situs <http:Jiwww2Jcompas.eomlkompas-celnk/0009/27/ckonomi/sjam 15.hl.m>. 
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tinggi (pasal 7 ayat 4 Undang-Undang I 0 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan). 

Peraturan Bank Indonesia adalah rnengikat setiap orang atau badan 

dan ditetapkan oleh Bl Kewenangan BI untuk membentuk peraturan 

adalah berdasarkan kewenangan atribusi yang didapatkan oleh Bl sebagai 

lembaga pemerintahan (meskipun Bl adalah badan hukum yang 

independen) yang melekat secara terus-menerus dan dapat dilaksanakan 

oleh BI sendiri pada setiap waktu yang diperlukan. Pemturan Bank 

Indonesia tidak dapat digambmkan masuk dalam posisi yang mana di 

dal..n hirarki penmdang-undangan. 

Idealnya hal yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tidak 

boleh. berlentangan d"'gan peraturan yang lebih tinggi dan jika demikian 

posisi Undang-Undang P=eroan Terbatas adaleh. lebih tinggi 

dibandingkan PBl N..nun perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang 

P""""""' Terbatas mengatur hal yang umum tentang bauk sebagai badaa 

hukum. sementara Bl melalui PBI adalah badan hakum yang independen 

untuk melaksanakan tugasnya dalam hal moneter, lalu linlas sistem 

pembayaran serta dalam hal pengaturan serta pengawasan bauk 

Pada prinsipnya beuk sebagai PT adalah legal entity adalah badan 

usaha yang berbadan hakum yang mempunyai hak dan kewajiban. Dengan 

demikian, tanggang jawah dalam pe<~gelolaan perbankan secara hakum 

dile1akkan pada badan hukum itu sendiri. Tanggung jawah pernegang 

saham adalah sebalas besMan saham yang dimilikinya pada bauk tersebut 

Sementara itu direksi dengan segala kewenangan yang dimilikinya hanya 

berkedndukan sahagai wakil dan pengurus bauk 

Hal yang sama juga diatur dalarn PB~ dimana kepemilikan bauk 

adalah milik badan hakum Indonesia itu sendiri yaitu sebesm kepemilikan 

modal pada badan hakum itu sendiri. Lehih lanjut ditegaskan bahwa bauk 

dapat dimiliki oleh pemegang saham selama menurut pe<lilaian Bl 

pemegang saham tersebut memiliki integritas yang baik. 
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2.2.3 Keberadaan Ki!pemillkan Nomine Saham Dalam Bank 

Keberadaan nominee di Indonesia sudah bukan merupakan hal 

yang baru. Sudah menjadi rahasia umurn, bahwa setiap bentuk 

kepemilikan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh orang asing dj 

Indonesia, seperti halnya pemilikan hale alas !allah dalam bentuk Hak 

Milik, dikuasai melalui penunjukan nominee oleh orang asing tersebut 

Selain dimiliki langsWlg oleh pemegang saham. kepemilikan 

saham dalam perseroan juga sering dilakukan daJam bentuk nominee 

(orang atau badan hukum yang dipinjam dan dipakai namanya sebegai 

pemegang saham oleh Beneficiary). 

Ada ba:nyak: aJasan mengapa Beneficiary mempergunakan nominee 

sebegai perpanjangan Iangan mereka di dahWl perscroan, salab satunya 

ialah lreinginan untuk menguasai 100% kepemilikan seham perseroan hal 

mana dilarang oleh Undang-Undang Penanaman Modal. Namun 

ketergantungan alum adanya dana asing yang masnk ke lndonesia menjadi 

halangan dalam mewujudkan kepastian hukum Babkan pemcrinlah 

sendiri sudab mengalrui pemilikan tersehut barns dibatasi bnkan 

dilorang." Begitupun dengan Pelllluran Pemerintah No. 29 lahun 1999 

tentsng Pembelian Saharn Bank Umum.juga tidak membatasi L-epemilikan 

asing. 39 

Kepemilikan nominee seham dapat meng.akibatkan adanya 

dualisme pengertian yaitu legal owner (pemilik yang tercatat menurut 

hukum) tian beneftcinl OWI1er (pihak yang menikmati manfaat ekonomis 

dad bend a yang dimiliki oleh I ego! owner). Adanya dualisme kepemilikan 

adalah akibat dianutnya konsep tru!l/ yang berasal dari tradisi common 

33 Kompas Cetak, Bapepam akan bat.asi nominee ceount muksims.l 20%, selasa. 27 
Fcbruari 2001, Jo.kmu (Bisnis); Bapepam allan mcmasukkan u.sulan pembatas<m nominee awount 
maksimal 20o/t.t dalam revisi Undang._{}ndang Pasar Modal mmyusul kesulitan otoritas pasar 
modal dalam lllCUgUilgkD.p kasus investor di belakang DBC yung mcnguasaj 50,13% saham Bank. 
Bali, terdart di situs <http:llwww2,kompaseornlbusine>!slbursaJOJ02.12711544.htm>. 

3 
Pasa1 4 ayat l; Pembelian saham oleh W8Ifll Negara Asing dtl.n atau Bodan Hukum 

Asing me1alui Bursa Efek dapat mencapai 100'!1i (seratus per serntus) dari jumlah saham Bank 
yang tercall:lt di Bursa Efuk, PeraturM Pemerinl<th No. 29 tahun ) 999 tentang Pembelian Saham 
Bonk Umlllll, LNNo. 62, TLNNo. 3841. 
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law" Legal owner berfungsi sebagai pihak yang melal;ukan pemelil1""'"" 

atau pengurusan suatu hana kekayaan. 40 

Yang menarik ialah bahwa suatu nontinee rnelibatkan keberadaan 

atau eksistens! dari suatu trusi.S, yang dinamakan dengan nominee lrusts 

atau passive trusts atau bare trust Adanya dualisme kepemilikan adalah 

aklbat dianutnya konsep trust yang berasal dari tradisi common law. 

Hanya saja berbeda dari jenjs..jenis trust yang socara umum dikenal. di 

mana seorang trustee secara aktlf melakuk:an pengelolaan terhadap trusts 

corpus; dalam nominee trusts, seorang nominee sebagai trustee tidaklah 

melakukan kegiatan apapun juga selain banya sebagai pemilik terdafiar< 

Bahkan lebilt jaub lagi seerang nominee hanya me1akukan kegiatan 

berdasarkan pada kahendak dan atau perintah dati beneficiary41 

Dati umian yang diberikan di alas tarapak jelas bahwa keberndaan 

"trusf' juga dapat ditemukan dalarn Kiteb Undang-Undang Hukum 

Perdata, Kiteb Undang-Undang Hukum Dagang maupun Undang-Undang 

PasarModal" 

Hal pertama yang perlu dipahami dan diperbatikan a<Jalah bahwa 

sama seperti halnya Negara~negara yang bertradisi hukwn Eropa 

Kontinental, di Indonesia eksistensi trusts yang bemda dalam lapangan 

hukum barta kekeyaan memperolah dasar pijakan pada jaoji untuk 

kepearingao piltak ketiga yang diatur dalam Pasal 1317 Kiteb Undang­

Undang Hukum Perdata 

Dati ketentuan Pasal 1317 tersebut dapat terjarli suatu keadaan 

dimSJ.'ta 42 

l seseornng berjanji untuk dirinya sendiri bahwa ia menyerahkan hak 

milik atas suatu benda kepada orang lain. dengan ia sendiri tetap 

sebagai orang tetap memperoleh kenikenatan, baik dalam bentuk hak 

----·------
40 Zulkamaen Sitompul, M.-rger, "Akuisisi dan Kons:.olidasl Perbankan Relevanrinya 

den&m Kebijakan Single Presence Policy," Jurncl Huku.m Bisnis, vo1Un1C 27 ~No.2 1.ahJm 2008, 
him 19. 

41 Gunawan Widj,Ya., Jwnal Hulrum Pasar Modal, volwne IIJJEdisi 4. Agustus-I>esember 
2008, "Nomirwre Shareholders dalam Pen>pektif truPT Bm dan UlJ Perumaman Modal Baru 
Serta PermnsalabRn dalam Praklik," Himpunan Konsultan Hukwn Pasar Modal (HKHPM), 2008, 
hlm47< 

.n Ibid, hlm 75. 
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perseorangan maupun hak kebendaan yang bersifat terbatas - jura in 

re-alinea (misalnya dalam bentuk hak pakai hasil); 

2 seseorang berjanji untuk dirinya sendiri bahwa ia menyerahkan hak 

perseorangan maupun hak kebendaan yang berifat terbai.as jura in re 

- alinea yang memberikan kenikmatan ats benda rersebut (m.isalnya 

hak pakai hasil dalamhak keberulaan) secara cuma-cuma, dengan ia 

sendiri te1ap sebagoi pemegang hak milik atas benda tersebut; 

3 seeol1!11g menyerahkan hak milik alas suatu benda kepada orang lain. 

dengan janji kepada orang ini bahwa hak: perseorangan tertentu 

maupun bak kebendaan yang bersifat terbatas -jura in re- aliena yang 

memberikan kenikmatan alas berula tersebul (misalnya hak pakai hasil 

dalarn hak kebendaan) - atas berula tesebut diserallkan kepada pihak 

Iainnya secara cuma~cuma.. 

Hal lain yang periu diperhatikan yaitu terkait dengan tidak adanya 

pengakuan kelembagaan trusts di lndonesia malalui undang-undang, 

sedangkan kelembagaan yang serupa sebenamya sudah ada di 1ndonesia 

Hal tersebut dapat dililsal dati Undang-Undang Pasar Modal yang 

mengakui adanya Raksadana yang bisa berhentuk perseroan atau knnlrak 

investasi kolektif dan menggunakan uang pihak lain untuk melakukan 

investasi. 43 Narnun, keodala pertama ialah Reksadana tidak diatur dalarn 

Undang-Undang tersendiri, sehingga tidak mempunyai kekuatan hokum 

yang l'Uat. Kendala kedua ialah tujuan Reksadana diperuntukan bagi 

masyarakat yang awarn untuk berinvestasi, sedangkan banyak 

pennasalahan nominee saham dl Indonesia saat ini l!:llah pada kepentingan 

lain yang bersifat individu. 

Jika, trusts berada dalarn lapangan hukum haria kekayaan, maks 

meliputi juga di dalarnnya hnkum kebendaan. Dalarn konteks bul;um 

keberulaan inilah, perlu untuk diperhalikan. bahwa arena trusts dapat 

menciptakan suatu bak kebenda.an yang selanjutnya menjadi benda 

tersendiri daJam hukum. Jika suatu trusls moociptakan atau melahirkan 

.u Reksn Dnna adalah w:ulah yang dipergunukan untuk menghinlpun dana dllri 
masyarnk.nt pemoda:l untuk sel~utnya diinV'CStasikan dnlrun Portofoho Efek o!eh Maoajer 
Investasi, pasal 1 ungka 27 Undang~UndtmgPasar Modm. 
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hale kebendaan, maka eksistensi dari trusts rersebut hanya akan diakui jika 

ada suatu undang-undang yang menaunginya Tanpa pengakuan dalam 

bentuk undang-undang trusts tersebut tidakleb rnemperoleh pengakuannya 

dalam hukurn. 

Dalam kaitannya dengan petbankan, prinsip trusts teleb diterapkan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbaakan yaitu bahwa 

bank urnum yang dapat bertindak sebagai bank: custodian yakni bemndak 

sebagai penyimpan efek-efak untuk dan atas nama nasabeb bebkan 

mengelola efek-efek tetSebut guna kepentingan nasebah 

Terkait dengan ketentuan tersebu~ perlu dipahami kernbali, bebwa 

meskipuo janji untuk kepentingan pihak ketiga ini saringkali dikatakan 

merapakan pengecualaian teffiadap berlakunya asas personalia dalam 

suatu perjanjian, namun keabseban dari perjanjian untuk kapentingan 

pibak ketiga ini tidak dapat dipisebkan dari syarat-syarat sebnya perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUB Perdata 

Pemegang saham nominee merupakan pemegang saham pinjam 

nama/dicalonkanlpemegang saham boneks yang diperanyakan oleb 

pemegang saham sebenarnyalmaterial untuk mernegang saham dalam 

suatu perseroan terbatas. Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas yang hanya mengenaJ satu pemegang sabam sebagai pemegang 

saham dalam dominium temyata teleb mendapalkan terobosannya dalam 

Undang-Undang Penanaman Modal, melalui pnanata penitipan kolektif 

pada lembaga Kusl<ldian, di mana lembaga Kustndian tersebut selanjutnya 

menjadi pemegang saham terdaftar (registered sbarebolder) dalam 

perseroan terbatas tersebut. Peijanjlan pentipan kolektif yang dibuatkan 

oleh dan antara emiten dengan lembaga Kustodian, yang salah satunya 

adaleb Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan mengatur dengan 

tegas dan jelas bak-hak dan kewajiban-kewajiben yang terkait di antara 

kedua beleb pihak, termasuk bak-bak yang diturunken deri peganjian 

penitipan ko!ektif tersebot, kbosusnya yang terkait dengan hak-bak 

pemilik rekening dalam penitipan kolektif pada emiten dan lain 

seterusnya Berdasarkan pada perjanjian penitpan kolektif itu!eb, dapat 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH UI, 2009



44 

dijelaskan, dipahami dan dimengerti mengapa yang tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Emiten adalah Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, sedangkan pihak yang bemak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham emiten adaJah pemegang "sub"' rekening da1am 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Deugan demikian berarti, selama dan sepanjang diakui oleh 

undang-undang (khusus) dan diatur dengan jelas dan tegas maka 

keberadaan nominee shareholders tidak perlu dipersoalkan. Namun secara 

khusus bagi pemegang saham nominee seruliri, jika leljadi perbuatm­

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sehelum badan 

hukum, yang secara material merupakan perbuatan yang diperintahkan 

oleh pernegang saham material maka tanggang jawab alaS perbuatm 

tersebut meropakan tanggung jawah pemegang saham nominee. 

Pertanggungjawahan ini dibehankan kepada pernagang saham nominee 

karena dalam Akta Pendirian perseroan yang tercantum sehagai pendiri 

(pernegang saham) adalah pernagang saham nominee bukan pemegang 

saham material. 

Seperti dikalahui behwa hingga saat ini tidal< ada aturan khusus 

yang mengesampingkan atau memberikan kemungkinan lain terkait 

dengan kepemilikan saham mutlak (dominium plenum) oleh pemegang 

saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham perseroan terbatas, 

selain Undang-Undang Penanaman Modal dalam bentuk: penitipan 

kolektif, maka nominee shareholders dapat dikatakan belum diakai 

keberadaannya di Indonesia. Undang~Undang Perseroan Terbatas banya 

mengenal satu orang pemegang saham dengan segala hak, kewajiban, 

tugas dan tanggang jawab yang melekat padanya seh<gai pemegang saham 

mudak (dominium plmum). 

Penjelasan dan uraian d.i at.as menunjukkan bahwa secara 

konseptual sudeh sangat jelas bahwa kepemilikan aaharn yang dinamakan 

nomJnee shareholders hingga saat ini suiit mendapatkan pengak:uan hokum 

di Indonesia Rumusan tersebut adalah dengan pengertian bahwa pihak 

yang dinamakan atau disebut dengan nominee shareholder tersebut, yang 
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namanya tercantum dalam daftar pemegang saharn perseroan, harus dialrui 

dan diterima sebagai satu-satunya pemegang saham dalam perseroan. 

Sebagal konsekwensi hukumnya, pihak yang menunjuk nominee 

shareholders tersebut tidak dapat diakui dan tidak akan dapat 

melaksanakan hak-hakuya (yang diatur dalam peljanjian dan atau 

dokumen yang melabirkan nominee tersebut) teshadap perseroan dan atau 

piliak manapun menurut Undang..Uudang Perseroan Terbatas. Jika 

pemegang saham nominee yang ditunjuk tidak mau mengalihkan saham~ 

saham tersebut di kemudian hari keparla pemegang saham material maku 

pemegang saham material akan kesulitan untuk melakukan tindakan 

hukum terbadap pemegang saham nominee. Hal ini te!jadi karena 

Pengadilan perkara per<!ata dalam memutuskan suatu sengketa 

berdasarkan parla fakta fonnal. 

Hal Jainnya yang dapat dipakai sebagai mjukan yaitu Pasal 33 ayat .. 
(I) Undani}-Undang No.25 tahun 2007 tentaog Penanaman Mudal, yang 

menyebutkan Penaruun modal dalam negeri dan penanam modal asing 

yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran tcxbatas 

dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa 

kepemilikan saham da1arn perseroan terbatas untuk dan atas nama orang 

lain. Aturan lersebut juga diikuti dengan ayat (2), yang menyebutkan: 

Dalam hal penanam modal daJam negeri dan penanam modal asing 

membuat peljanjian danlatau pemyataan sebagaimana dimaksud P3rla ayat 

(1), peljanjian dan/atau pemyataan itu dinyalakan batal demi hul:um 

Dengan arlanya pemyataan "batal demi bnkum," maka pemilikan 

saham yang diwakilkan tidak bedaku secara hokum di Indonesia Tujuan 

pengaturan ayat ini adaJah menghindari terjadinya perseroan yang secara 

nonnati.f dimiliki seseo.rnng, tetapi secara materi atau substansi pemilik 

perseroan tersebut adalah orang 1a.in 44 

.fl' Indonesia,. Penjelason pasal 33 ayat 1 Undang~Undang No. 25 tabun 2007 tent.lmg 
Perumaman Modul 
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2.3 Pendekatan Hokum Tentang Tanggung Jawab Pemegang Saham 

PengendaJi 

Ada dua pendekatan hukurn dapat digunakan dalam melihat tanggung 

jawab pemegang sah.am pengendali suatu Bank. pertama. menggunakan 

hukam perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) dan kedua, rnenggunakan hukom 

perbankan 
4

' 

Walaupun Undang-undang Perneroan Terbatas didirikan berdasarkan 

perjanjian yang menirnbulkan suatu hak dan kewajiban, namun Undang­

undang tersebut tidak secant je!as menyebutkan mengenai kewajiban 

pernegang saluun Padabal, status "pengendali" oleh pemegang saharn sudah 

diatur dalam peraturan perbaukan 

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Te!bat!s menyebutkan 

bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawah secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama Perneroan dan tidak bertanggung jawah 

- kerugian Perneroan melebihi saham yang diruiliki. Dengan adanya 

pemisahan kekayaan, maka badan hukum PT memiliki utang dan kewajiban 

!ainnya atas namanya sendiri. Artinya utang dan kewajiaban tersebut bukan 

langgung jawah pemegang saluun A.kan tetapi kelentuan ini dapat 

dikeeuali.kan apahila terdapat kondisi yang dalam hukam perusahaan disebut 

pierce the corpatale veil, pasa.l 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

tidak berlaku apahila: 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukam belum atau tidak terpenuhl; 

b. pernegang saham yang bersangkutan baik langsllllg maupun tidak 

langs- dengan itikad bunak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan 

pribadi; 

c. pernagang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan mclawan 

hukam yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan balk langsung maupun tidak 

iangsung secara melawan hulrum menggunakan kekayaan Perseroan, yang 

----::-- -··-
~ Zulkamain Sitompul, likuidasi dan Tanggung Jawab Pcml1ik Bank, terdapat di situs, 

JunJ 2006 <ht1p://zulsitompul.files.wordpress.com/20071061likuidasi-dllll·!aoggung·jawnb-
pernilik..J)ilar.pdf.;>. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH UI, 2009



47 

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cuk:up untuk melunasi 

utang Perseroan. 

Kata "piercing" berarti mengoyak atau menembus semootara kata veil 

berarti kerudung atau cadar. Maka ungkapan piercing the corporate veil 

secara harfiah berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembusi. Dalam 

penerapannya ke dalam ilmu hukum perseroan. doktrin ini berarti bahwa 

hukum tidak memberlakuklm prinsip terpisahnya tanggung jawah dan harta 

kekayaan badan hukum dan tanggung jawah dan haria benda pemegang 

sahamnya sungguhpun secara de jure seluruh pe.rnyaratan yang arus dipenuhi 

oleh suatu perseroan terbatas untuk dapat menjadi suatu badan bukum telah 

sempuma dilukukannya.,. 

Doktrin ini bertujuan untuk menghindan hal-hal yang adak adil 

terutarna bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak 

layak yang dilakukan atas nama perseroan, balk Y:311S terbit dari suatu transaksi 

dengan pihak kariga maupun yang tinabul dan perbuatan menyesatkau atau 

perbuatan melawan hukum 

Doklrin piercing 1he corporate veil selain diterapkan khusus terhadap 

perusahaan holding, diterapkan juga terhadap seliap para pernegang saham dan 

suatu perusahaan, apakah pernegang saham tersebut merupakan suatu bl>lan 

hukum atau bukan Ak:an tetapi, penerapannya terhadap pemegang saham 

seperti itu sulit diberlukukan jika pemegang sahamnya adalah investor publik 

pada suatu perusahaan publik Satu dari lain hal mengingat status dan 

pemegang saham publik hanya sebagai •"investor' semata~mata Jadi, bukan 

sebagai pemilik perusahaan dalam arti yang sebenamya... -'~ 7 

Dengan demikian, hubungan antara pemegang saham publilc dan 

perusahaanfbisn.Js dari perusahaan tersebut relatif renggang. Tentu saja 

doktrin ini dapat diterapkan pada kondisi-kondisi terteutu antara lain:" 

I. teijadi penipuan (fraud) atau ketidakadilan (unfoirness) bagi pihak kariga 

(misalnya kreditur) dalarn pengurusan perseroan 

'* Munir Fmdy, Hukum Perumhaan Da/(Jm Paradigma Hu!aJm Bisnis (Berdasarkmt 
Undang-Undang 40 tahun 2otJ7), {Bandung: PI Citra Aditya Baldi, 2008), hlm 9. 

41 Ibid. hlm 67-68 
411 Z~ Silompul, Op, CiL 
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2. pemegang saham tidak memperlakukan perseroan sebagai badan yang 

terpisah akan tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. 

3. perseroan kekurangan modal. 

4. kondisi lainnya yang dapat menciptakan ketidak:adi1an (fairness) apabiJa 

perseroan tetap diakui sebogai badan hukum. 

Jadi, seyogianya penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap 

para pemegang saham setidak-tidakuya dapat dilakulam dalam empa! hal, yaitu 

jika tidak diikutinya fermalitas tertentu, jika badan hukum terpisah hanya 

secara artifisial, jika ada hubu.ngan kontraktual, dan jika ada pertmatan 

melawan hukum atau tindak pidana. 49 Selain hal tersebut diatas, piercing the 

corporate dapat pula dinyall!kan te!ah teJjadi apabila diper!ukan untuk 

mencegah terjadinya penipuan atau untuk menciptakan keseirnbangan 

(equiry)." 

Dengan syarat-syarat tersabut, muks dapat diartikan bahwa pemegang 

saham bisa ikut dalam kebijakan suatu perseroan asalkan perseroan tidak 

mengalami kerugian dan tidak melawan hokum. Hal serupa dengan yang 

ditegaskan dalarn peraturan perbankan, di mana diakui adanya Pemegang 

Saham Pan,gandali dalam suatu bauk. Namun dengan ditega<kannya 

pengendalian oleh Pemegang Saham, maka tanggang jawab ketika bauk 

tersebut bermasalah pun menjadi beban para pengendali tersebut. Hal tersebut 

dapat dilihat dari pendekatan mengganakan hukum petbankae yang secara 

tegas mengatur Pemilik bauk sangat berperan apabila baukuya bermasalah. 

Karena itu, Pemegang Seham Pengendali harus selalu baritikad baik, 

artinya adaleh pemegang saham pengendali harus ikat bertanggung jawab 

dalam proses paruulihan kesebatan bauk jika bauk tersebut bermasalah. Bila 

mereka melanggar ketefltuan tersebut mereka akan dikenakan sanksi. 

#} Munir FU8dy, Op. Cit, h1tn 67-68. 
»Ibid. 
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BAB3 
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PEMEGANG SAHAM 
PENGENDALI SEBAGAI BENTUK KEHATI-IIATIAN PERBANKAN 

Pri.nsip kelu!ti-hatian parbankan (prudent banking principle) adalah suatu 

asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib bmikap bati-hati (prudent) dalam rangka melindungi 

dana masyarkat yang dipercayakan padanya Hal ini disebutkan dalam pasal 2 

Undang-Undang No. 10 tahun1998 sebagai perubahan alas UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan, bahwa peri.nsakan Indonesia dalam rnelalrukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengguna.kan prinsip kehati~hatian. 

Tujuan prinsip kebati-hahan ialab, jika perbankan dikelola dengan baik 

dan hah-hah, maka kondisi bank tersebut akan menjadi baik. Sedangkan 

pelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidJ!k stabil. 

Permasalahan dalam dunia perbankan selalu mempunyai efek yang menular 

(contagion elrect). Pennasatahan pada suatu bank akan mengakibatkan keragnan 

para nasahah pada bank lainnya, yang akbimya akan mengalcibatkan rush. Hal ini 

terkait katena bank merupakan lernba,ga kepercayaan. 

Salah satu barnbatan dari terciptanya sistern perbankan yang sahat dengan 

menjalankan prinsip kehati-hatian. antara lain karm:a beJum memadainya sumber 

deya manusia dan tidak patubya masyarkaat perbankan Indonesia te!hadap segala 

peraturan yang berbubungan dengan pelakaanaan prinsip kahati-batian dan 

peraturan perbankan Jainnya serta peraluran yang tclah ditetapkan oleh lembaga 

intemasiooal seperti Basel committee on banking Supervision dan Banking for 

International Settlement (BIS). 1 

Dasar pengnkuan The Basel Committee ialah dokumen lresepakatan yang 

Ielah mendapatkan endorsement dari G!O, yaitu 'The Core Principles for 

Elrective Bank Supervision (The Basel Core Prinsiples)", yang disertai dokurnen 

pendukung yang merupakan referensi silang (Cross Referenced) tehadap The 

1 Gun.arto Suha:cdi, Usaho MenfngkDtkan Kine1ja dan Kepalllthan Perlxmkan Ji 
lndcmeSia, (Yogyakarla: Universilas AtDUijayn. 2004), hlm 95. 
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Basel Core Principles, 2 Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan 

minimum bagi pengawasan bank yang diterapkan oleh semua otoritas pengawasan 

bank di semua Negara secara intemasionaJ yang diproses melalui kajian dan 

konsultasi oleh G!O dan juga bekerja sama dengan perwakilan dari Negara-negara 

non-G!O seperti Chili, China, Czekoslovakia, Hong Kong, Mexico, Rusia, 

Thailand, Algentioa, Brasil, Hungaria, India, lndonsia, Korea Selatan, Malaysia, 

Polandia dan Singapura. 

Labilll}'a dolrumen tenrebut didasarkan pada pemaharnan bahwa 

kelemahan system perbankan Negara )'llllg lllllju ataupun berkembang dapat 

menggaoggu stahilitas system financial di Negara tersebut maupun Negara lain di 

seluruh dunia.. 3 Karena itu. diperlukan suatu pengawasan pengelolaan di dalam 

dunia perbankan Salah satu pengelolaan paliug penting dalarn dunia perbankan 

di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap Swnber Daya 

Manusianya (SDM). Hal ini disebahkan sumber days manusia merupekan !ulang 

punggung dalarn menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu, 

penyediaan sumber daya manusia sebagai motor penggerak operasional bank 

haruslah disiapkan sedini mungkin. 

Pengawasan suatu bank tentu tidak terlepas dari peran dan kewenangan 

Bank lndonesia sebagai bank sentral, dimana sebagai the lender last resource, 

bank Indonesia tentunya tidak bisa begitu saja mernbarikan bantuan dana kepada 

bank jika teljadi permasalahan. Berdasarkau Pasal 29 ayat l UU No. 10 talmn 

1998: 

{I) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia 
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan keculrupan modal, kualitas ase~ kualitas manajemen, 
likuidilas, rentahilitas, solvahililas, dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank, dan WllJib melakukan kegiatan usaha sesuai 
dengan priuaip kahati-batian. 

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkau Priuaip 
Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainoya, bank WllJib menempuh 
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasahah yang 
mempercayakan dananya kepada bank. 

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubuogan dengan 

1 Perm&di Gundapmdja,. Dasar dan Prirwp Pengtmman Bank. (JWrta; PT Grnmedia 
Pusfili Utama, 2004), b1m 73. 

JThid. 
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transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 
(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di!l>tapk.an oleh Bank 
Indonesia .,Ketentuan di atas mewajibkan bank dalam melakukan 
kegiatan usahanya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Upaya 
penerap31l prinsip kehati-hatian Upaya penernpan prinsip kehati~ 
hatian antara lain dapat dilakuk.an dengan menetapk.an peraturan yang 
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan 
us aha, pelaporan, serta hallailmya yang berkaitan dengan usaha bank. 

Tujuan inti dari pengawasan bank adalab melindungi kepentingan 

maayarakai penyimpan (deposan dan kraditur) yang mempercayak.an dananya 

pada bank untuk memperoleh pembayoran kembali dan manfaamya dari bank 

sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya Tujuan 

tersebut dapat dicapai, bila bank melakukan kegiatan usabanya berdasark.an asas 

usaba bauk yang sehat dan dapat dipertanggangjawabk.an Tanpa kondisi tersebu~ 

bank ndak akan mempetoleh kepeteayaan dari maayorakai, sebab dasar dari 

eksistensi bank sudab tidak ada lagi. 

Berdasark.an hal tersehut Bank Indonesia mempanyai beban untuk 

memelihara tingkat kesehatan perbankan. Karena itu kesehatan rnanajemen yang 

diukur dari kinetia para pengelola bank barns selalu diped!a!ikan, meogingat 

tugas dan tanggung jawab mereka cakup besar untuk rnenjaga kesehatan bauk 

tersebut 

Dalarn rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, 

khususnya dalam hat perizinan, Bank Indonesia bern•enang untuk memberikan 

persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank, yang terdapat dalam pasal 

26 hwuf c Undang-Undang Bank Indonesia Hal tersebutlllh yang dapat dipaksi 

menjadi dasar dari pelaksanann penilaian kemarnpuan dan kopatutan Pemegang 

Saharn Pengendali. 
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3.1 Peran dan Kewenang,an Bank Indonesia dalam Pengaruran dan 

Pengawasan Bank 

Bank Indonesia sebagai bank sentraJ adalah institusi yang merupakan 

lembaga negara yang bertugas mernbantu pemerintah terutama dalam 

menjalankan kebijal<an moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam konteks sistem perbankan Indonesia, maka pengaturan dan 

pengawasa.n pada industri perbankan diarehkan untuk mengoptimalkan fungsi 

perbankan Indonesia sebagai: ' 

I. Lembaga Kepercayaan masyarakal dalam kaitannya sebagai lerobaga 

penghimpun dan penyalur dana ; 

2. pelaksana kebijakau moneter ; 

3. lernbaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta 

pemerataan, agar terciptu sistem perbankan yang sehat, baik sistem 

perbankan secam menyelwub ruaupun individual, dan mampu memiibara 

kepenringan ruasyarakut dengan baik, berkembang secara wajar dan 

bermanftlol bagi perekooomian nasional-' Untuk mencapai tujuan tersebu! 

pendekalan yang dilakal<an dengan menerapkan kebijakau meruherikan 

keleluasaan berusehe (diregulasi} dan kebijal<an prinsip kebeti-ha!ian benk 

{prudential bonking) serta pengawasan benk yang mendorong benk untuk 

melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibual sendiri (self 

regulatory banktng) dalam melaksanakan kegiatan operasional dengan 

tetap mengacu kepada prinsip keha!i-hatian. 

Dalam hubnngannya dengan keuangan pernerintab, Bank Indonesia 

bertindak: sebagai pemegang kns pemerintah dengan kewajiban untuk 

menyelenggarakan pmyimpanan kas umum negara, sehingga Bank Indonesia 

bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia. Selain itu. Bank 

Indonesia juga menyelenggarakau pemindehan uang untuk pemerintah dan 

berkewajiban membantu pemerintah dalam menempar:kan surat-surat hutang 

negara ( Pasal34 UU No.J3 Tahun 1968}. 

-----··········-
" lhid, hall2 
5 Dirclctorat Pcrizin:m dan Infonnasi Bank Indonesia, Booklet Perbankan indonesia 2006. 

Vol 3, No. 1, Maret 2006, Jlil:;ru1a, 2006, blm 1 1" 
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Dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan 

pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia banya berhak melakukan 

pengawasan dan menentukan tentang tingkat kesehalan dari bank ( Pasal 29 

UU No.7 Tahun 1992) sedangkan mengenai peniadakan terhadap bank yang 

mengalami kesulitan dan diperkirakan akan rnerubahayakan kelangsWlgan 

usabanya, maka bank sentral berkewajib1111 memberitahakan hal tersebut 

kapada Menteri Keuangan, sebah Menteri Keuanganlah yang mernpunyai hak 

wttuk meneahut izin dari bank tersebut (Pasal37 UU No. 7 Tahun 1992). 

Sebllgai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki suatu Iujuan, yaitu 

mencapai dan memclihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 Undang.Undang 

Bank Indonesia). Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu 

kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jm:a,. serta k:estabilan terhadap 

rnata uang negara Jain Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju 

inflasi, sementara aapek kedua tercennin pada perkembangan nilai tukar 

ruplah terha.dap mata uang negara lain Perumusan tujuan _tunggal ini 

dimaksudkan untuk mempeJjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia 

serta batas·batas Ianggungjawabnya. Deugau dernikian, tercapai atau tidaknya 

tujuan Bank Indonesia ini kelak ekan dapat diukur dengau rnudah.' 

Dalarn pasal 8 Undang·Undang Bank Indonesia, untuk mencapai 

tujuan sebagaimana dimaksud dalam pas a! 7, Bank Indonesia mernpunyai 

tugas sebagai berikut; 

a Menelaj>kan dan melaksanekan kebijekan moneter; 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran; 

c.. Mengatur dan mengawasi bank 

Menurut pasal S buruf c, Bank Indonesia mempunyai tugas dan 

mengawasi bank Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal29 ayat 1 

Undang·Undaog No. 7 tabun 1992 tenlang Perbankan sebllgaimana Ieiah 

diubah dengan Undang·Undeng No. 10 tahun 1998 tmtang Perbankan yang 

menentukan, pembinaan dao pengawaan bank dilaknkan oleh Bank Indonesia 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun 

badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undangc SebagaJ badan 

~ TujUllll dmt Tugas Bank Jndl).!'W;Sia, tcrdapat di situs <http:/!www.btgo.idlweb 
/idffentang+ BIIFuogsi+Bank+Indonesi.af1l.!iunn+dan+Tugasl>. 
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hukurn publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan~peraturan 

hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat 

seluruh masyarakat luas sesual dengan lugas dan wewenangnya Sebagai 

harlan hukum perdata, Bank Indonesia dapal bertindak untuk dan alas nama 

sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 7 

Untuk maksud tersebut Bank Indonesia bewenang menetapkan 

ketentuBJ>-ketentuan perbankan yang memauat prinsip kehati·hatian (Pasal 

25). Ke!entullllcl<etentuan perbarikan yang memuat prinsip kehati·ba!ian 

tmebut bertujuan untuk memberikan rambu·rambu bagi penyelenggaraan 

kegialan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sebat' 

Pengawasan yang dilalrukan Bank Indonesia meliputi pengawasan 

langsung dan adak langsung (pasal 27). Bank Indonesia mewajibkan bank 

untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tala 

cara yang diletapkan Bank Indonesia, di mana hal ini dapat dilalrukan terharlap 

perusahaan induk, perusahaan anuk, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari 

bank apahila diperlukan (pasal 28). Bank Indonesia melaknkan pemeriksaan 

terhadap bauk, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank 

Indonesia melaksanakan pemerikaaan terhadap bank (pasalJO). 

Alasan klasik perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap industri 

perbarikan didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu :9 

a Pentingnya posisi bank daJam sistem keuangan, terutama dalam sistem 

pembayaran dan kliring; 

b. Sislem perbanknn merupakan suatu sistem yang berpoteesi menimbulkan 

bahaya, bexkonaan dengan opexesional perbankan; 

c. Sifat dari perjanjian bank Adakalanya menexnpalkan bank dolam resiko 

yang besar, salab satu contoh dalam perjanjian transaksi derivatif terutama 

7 Stutus dun Kedudukan Bank Indonesia, terdapat di situs <http:l/www.bl.go.id 
/weblidfi"entang+BIIFtmgsi+Bank+Indones.iaJStatus+dan+Kedudukanf>. 

s Lcmbaga Keuangan Dalam Sistem Kcuangac dan Sistem KCUIIIlgan Indonesi~J, Dahlan 
Siamot. Manajemen Lembaga Keuengan. (Lembaga Penerbit FEUI, edisi 3, 2000), him 36. 

v Siti Sundari Aric, Peranan &mk lndartesio Sebagai Orori(q§_t:..erbonkan Untuk 
Mencegah d011 Uenangani Tindak Pidana di 8idang Perbankan. Buletin Hukum Pcrbunknn dnn 
Kebanksentralllll, Vol I No. I, Juli 2003, ].')i.n:ktornt Hukum B!lllk Indon~a, Jaka.rttl, hlm 39. 
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upabila disalabgtmaklm oleh pemilik bank dengan menggunaklm bank 

sebagai kendaraan transaksinya; 

d. Moral hazard yang timbul dari peranan perbankan sebagai the lender of 

the last resort perlu diantisipasi secara terus menerus oleh pernerintah. 

Pengertian pembinaan dan pengawasan Bank dalam penjelasan Pasal 

29 UU Perbankan dijelaskan babwa yang dimaksud dengan pembinaan adalab 

upaya-upaya yang dilakukan dengan cora menetapkan peraturan yang 

menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, 

pelaporan serta aspek alain yang berhubungan dengan kegiallm operasional 

bank Sedangkan pengawasan adalab mehpufi pengawasan tidak langsung 

terutama dalaru bentuk pengawasan dini melalui pene1itian, anaJisis,. dan 

evaluasi lapol1lfl bank; dan pengawasan laagsung dalam bentuk pemeriksaan 

yang disusul dengan tindakan-findakan pertlaikaa 

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, 

tanggungjawab, dan kew.Yiban secara utub untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap bank dengan mencmpub up~zya-upaya baik yang bersifat 

preventif maupun represif. Di pihak lain bank wajib memiliki dan 

menerapkan sis1em pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya 

proses pengambilan keputusan dalam pengalolaan bank yang sesuai dengan 

prinsip kebafi-batian. 

Karena itu, untuk mernperoleh swnber daya manusia perbankan yang 

berkualitas dan =pu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat, Bank 

Indonesia perlu melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terbadap 

pibak-pibak yang dinilai mempunyai pengerub besar dalam pengendalian dan 

pangelolaan Bank Penilaian kemampuan dan kepatutan merupaklm kegiallm 

atau praktek pengawasan Bank yang Jazim diterapkan secara internasional 

Penilaian kemampuan dan keparutan tersebut merupakan kegiaran 

yang bdak terpisabkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank 

Indonesia dM perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan 

terpeliharanya poogelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang 

berintegritas, kompeten, serta memiliki k:elayakan keuangan atau reputasl 

keuangan yang baik Selain mernparharikan faktor-fuktor integritas, 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH UI, 2009



56 

kompetensi, serta kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, penlia.ian 

kemampuan dan kepatutan juga mengandung faktor pertimbangon 

(judgement) yang bersumber pada data dan informasi yang dapa! 

dipertanggungjawabkan serta proses yang transparan. 

Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan 

keberadaan Pemegang Saham Peugandali. Hal tersebut ialah menentukan 

berbak atau tidaknya seseorang menjadi Pemegang Saham PengendaH. lulus 

atau tidaknya seseorang dalam perulaian kemampuan dan kepatutao Pemegong 

Saham Pengendal~ dan menentukan Pemegang Saham Akhir (Ultimale 

Shareholder). 

Dalam kaitan proses pencabutan izin usaha bank yang merupakan 

upaya represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dinilai tidak lagi 

memenuhi prudential banking standard yang telab ditentukan, Bank lndon .. ia 

melakukan upaya preventif dalam 2 bentuk: 

I. Terlladap suatu bank yang mengalarni l-esulitan yang mebabayakan 

kelangSungan usahanya, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di 

Indonesia untuk rnelakukan berbagai tindakan penyelamatan mulai dari 

mewajibkan pemegang saham untuk menambah modal, mengganti Dewan 

Komisaris dan atau Direksi bank, memperbaiki k.inezja kredit atau 

pembiyaan berdasarkan plinsip syariah, melakukan upaya merger atau 

konsolidasi dengan bank lain bahkan sampai menyerahk:an pengelolaan 

sebagian atau seluruh kegialan usaba bank kepada pihak lain 10 

2. Sementara terhadap terjadinya kesulitao Perbankan yang membabayakan 

perek:onomian nasional. Bank Indonesia metn.lnta kepada Pemerintab. 

setelab berlronsullasi kepada Dewan Perwaki!an Rakyal dapat mernbentuk 

badan khusus yang bersifilt sementara dalam rangka penyabalan 

Perbankan. n 

10 Lebih lanjut lihat Pasal 37 ayat (1) No.7 tahun 1992 yang kemudian telah diuba.h dan 
ditambeh deogan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Pcrbankan LN No. 31 dan 182, 
TLN No. 3412 dan 3790 jo. PasaJ 33 Undang-Undang Republik Indonesia No, 3 w.bun 2004 
!en!ang pcrubahan atas Undang-Undang Republik: Indonesia No. 23 tahun J999 tentang Bank 
IndonesiaLNNo.66 dan 7, TlN No. 384:3 dan4357. 

11 Lebih lttnjut lihatPasal37 A UUPctbankan jo. Pasal33 IJU Bank Indonesia 
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Dengan usaha preventif ini, Bank Indonesia dapat rnengambil alih hal< 

dan wewenang RUPS untuk mengganti direksi dan komisaris bank (pasal 26 

PBI No. 10/31/PBl/2008 tentang Fasilitas Pernbiayaan Darurat). Menentukan 

Management perbankan al<an berujung: pada al<an dibawa kemana pengelolaan 

terlladap bank rersebut. 

Hak dan wewenang tersebut ialah hal yang biasa didominasi 

Pernegang Saham Pengendali. Pengambilalihan ini renru sudah sejalan 

dengan Perpu JPSK pasal 12. Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia 

dapat rnenjaga perl>ankan tetap dalarn keadaan yang bail<. 

3.2 Penilalan Kemampuan dan Kepahltan sebagai Usaha mewujudkan 

Pemankan yang Sehat 

Sebagai salab satu usaha mewujudkan peroankan yang sehat, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan anuan mengenai penilaian kemampuan dan 

kepatutan Penilaian kernarnpuan dan kepetutan tersebut ditujukan tidal< 

hanya untuk direksi dan komisaris suatu bank Penilaian kernarnpuan dan 

kapatutsnjuga ditujukan untuk calon dan Pemegang Sabam Pengeadali. 

Dengan adanya penilaian kernarnpuan dan kepatutan Pernegang Saharn 

Pengendali, suatu bank tidal< dapat lapas dari pengawasan Bank Indonesia. 

Hal ini dikarenal<an Bank Indonesia dapat melal<ukan penilaian kemampuan 

dan kapatutan kepada Pernegang Saham Pengendali setiap waktu, apabila 

dianggap perlu oleh Bank Indonesia (pasal 27 PBI tentang Penilalan 

Kemarnpuan dan Kapatutan). 

Penerapan penilaian kemampuan dan kapatutan oleh Bl, dimaksudkan 

untuk mencapai sa<saran antaralain; 

I. mernastikan bahwa industri perhankan dintiliki oleh pemegang saham 

pengendali yang memiliki integritas tioggi untuk pengembung:an bank 

yang seha!, dan alau tidal< memanfuatkan bank untuk kepentiogan pribadi 

alau kelompok usaba. 
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2. memastikan bahwa perbankan dikelola oleh pengurus dan pejabat 

eksekutif yang memiliki integritas tinggi dan mempunyai kompetensi yang 

memadai sehingga tercipta perbankan yang andal dan terpercaya 

3. menyediakan infonnasi mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan 

pemilik, pengurus serta pejabat ekselrutif bank dalam rangka pengawasan 

dan pengaturan bank. 

Dengan calrupan tugas yang luas dan tanggung jawab yang besar, 

rnenurut kriteria kesehatan manujemen setidaknya adanya delapan unsur yang 

hams dip<21uhi oleb manajemen bank, antara lain: 12 

l. lntegritas dan Kopetentsi di bidang Perbankan; 
2. Kepemimpinan dalam mengendalikan organisasi 
3. KepaJuhan terhadap Peraluran yang berlaku dan prinsip manajemen yang 

sehat; 
4. Kemampuan merencanakao; 
5. Kemampuan untuk rnenyikapi perubeban linglrungan bisnis; 
6. Kernampuan untuk rnengbasilkan kebijakan yang berlrualiras; 
7. Tim manajernen yang berkualitas dan didukung kadersisasi serta program 

suksesi 
8. Kemampuan untuk mencegah risiko dan transaksi orang dalam (insider 

trading). 

Karena itu, untuk rnenjadi Pemegang Sabarn Pengendali suatu bank, 

seseorang tidak banya hams melewali persyaralan yang ditetapkan Peraturan 

Bank Indonesia tetapi juga konsisten terhadap prilakunya dalam menjaga 

Bank agar tetap dalam keadaan baik Karena itu, penilaian kemampuan dan 

kepatutan tidak hanya ditujukan kepada caJon tetapi juga kepada pihak yang 

sudah menjadi Pemegang Saham Pengendali. Hal tersebut ditujukan untuk 

menjaga itikad baik dalam menjalankan usahanya suhln!!!!a perbankan dapat 

selalu daktrn keadaan sebal. Adapun pOisyaralan penilaian caJon dan 

Pemegang Saham Pengendali, yaitu integritas dan kelayakan keuangan. 

3.2.1 hnyaratan Menjadi Pemegang Saham l'engendali 

Bank adalah suatu lembaga kepercayaan. Artinya, eksistensi suatu 

bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakatterhadap bank itu. 

12 Permadi Gundapraja. Op. CiL, hlm 24 
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Makin tlnggi kepercayaan masyarakat, makin ting&i kesadaran masyarkat 

ierhadap bank itu. Semakin tinggi kepercayaan rnasyarnkal, semakin 

tlnggi kesadaran rnasyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank iru dan 

menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut Tel]leliharanya tingkat 

kepercayaan rnasyarnkat terhadap bank, sangat tergantung bukan saja 

kepada keahlian pangelolanya, yaitu pengwus dari bank tersebu~ tetapi 

juga tergantung kepada integritas pengelolanya 

Persyaratan integritas sebagaiarnana dimaksud dalam pasal 4 huruf 

a meliputi: 

a Merniliki akhlak dan moral yang baik; 
b. Merniliki kornilmen untuk mernatuhi pertau!llfl perundang-undangan 

yang berlaku; 
c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 

Bank yang sebat; 
d. Yang tennasuk dalam IJTL (Daftar Tidal< Lui us). 

Masalah penilaian ini menjadi persoalan,karena epakah integritas 

dapat diulrur dan dinunalkan Jika, dilihat dari waktunya, sarnpai seberapa 

jauh indikator mengenai integritas tersebut depat diterepkan. Untuk 

mengukur hal-hal mengenai integritas banya dapat dilihat dari track 

record seseorang/pihak yang nantinya akan meqjadi Pemegang Saham 

Progeadali. 

Adapun mekanisme tersebut adalah mekanisrn yang dilakukan 

untuk menilai kernarnpuan dan kepatutan pnra pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan bank yang tertuang dalarn suatu peaturan yang mengingat dan 

dapat ditegakkan sebagai salah satu upaya mewujudkan good COI]lOrate 

governance dalom industri perbankan. Berperilalru dengan integritas 

berarti melaksanakan epa yang diucapkan, memastikan tindakan sesuai 

dengan kata-katanya, mengerjakan epa yang dikatakan akan dikerjakan. 13 

Selain persoalan integritas, Bank wajib mernelihata kecukupan 

modaluya tidak kurang dori batas Capital Adequacy Ratio (CAR) atau 

kewajiban penyediaan modal minimum Bank yang ditetapkan o1eh Bank 

Indonesia. Kecukupan modal tersebut diul-ur berdasarkan perbandingan 

13 
ThotnllS L. Harrison, 'The DN"A ofSucceu: Manfoothm DNA Entrepreneurial Wftuk. 

Keberluuilan Bisnis, (Kalifa: 2008), hlm 315 
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antara modnl bank terhadap asset bank yang masing-masing itemnya 

diulmr berdasarkan bobol risikonya Makin mudah asset bank itu 

dicairkan menjadi uang tu11ai~ :makin kecil bobot risikonya Dengan kata 

lain, kecukupan modal bank itu diukur persentasinya dengan 

memperbandingkan modal bank terhadap asset tertimbang menurut risiko 

(A1MR) dari bank itu. 1' 

Ketentuan tersebut mengacu kepada ketentuan yang sudah 

disepakatai dalarn Basel Core Prinsiple, yang lebih dikenal dengan !he 

!988 accord (Basel 1). Sistem ini dibuat sebagai penerapm kerllllBka 

pengukuran bagi risiko kredi~ dengan mensyaratkan standar modal 

minimum adalah 8%. Kornite Basel merancang B!!Sel I sahagai standar 

yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk mernisahkan eksposumya 

kadalam kelas yang lebih luas. yang menggambarkan kesamaan tipe 

debitur, Eksposur kepada nasabeb dengan tipe yang sama (seperti 

eksposur kepada semua nasabah koljlorasi) akan memiliki pen;yOiatan 

modal yang sama, tanpa mernperhatikan perbedaan yang potensial pada 

kemarnpuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing -

masing individu nasabah. IS 

S~alan dengan semakin berkernbangnya produk-produk yang ada 

di duaia perbankan, BIS kernbali menyempumakan lrerangka permodalan 

yang ada pada !he 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan 

barn yang labih di kenal dengan Basel U16 Basel U dibuat berdasarkan 

struktur dasar !he 1988 accord yang mernbertkan kerllllBka perllitungan 

modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta 

memberikan insentif terha.dap peningkatan kualitas penerapan man;gernen 

risiko di bank Hal ini dicapai dengan cora penyesuaian persyaratan modal 

dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan 

perubaban perhitungan modal dati eksposur yang disebabkan oleh risiko 

dati kerugian akibat kegagnlan operasional Basel II bertujuan 

14 Pnsu1 2 ayut J Pt:nltunm .8ank Indonesia No. 101511008 tcn!aog Kewajibun Penyediaan 
Modal Minimwn LN. No. 135 DPNP? Tl.N. No.4895DPNP, 

~~ Direktornt Penelitian dan Pqatunut Perbankan. lmplementosi Basel 11 di lmkmesic, 
(Bani: Indonesia, Jakarta: 2006), hbn 4. 

16 Dapm dililwt dalrun di situs 4rttp:/Jwww.bis.o!f!publlbcbsl 07b.pdf>, 
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meniogkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan. dengan 

menitikberalkan pada perl!itungan pennodalan yang berbasis risiko, 

supervisory review process, dan market discipline. Framework Base) II 

disusun berdasarkan forward-looking lljlproach yang memungkinkan untuk 

dilakukan penyempumaan dan penyesuaian dari waktu ke wakiu. Hal ini 

untuk memastikan bahwa framework Basel 11 dlljlat mengikuti perubahan 

yang teljadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam 

manajemen risiko. Jika dilihat, Basel II memiliki bcrbagai kompleksitas 

dan prakondisi yang cukup bcrat bagi perbankan Tetapi wajar jika 

melihat mardaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghernatan 

modal dalam menutup risiko yang diambilnya Manfaat lain, karena Basel 

U merupakan standar yang diakui secara intemasional, akan mudah bagi 

suatu baak yang akan beroperasi secara global untuk dlljlat diterima oleh 

pasar internasional, kalau mengikuti standar ini 17 

Dalam Basel U dinyatakan bahwa setilljl otoritas pengawas perlu 

mempertirnhangkan aspek prioritas sebelum mengadopsi Basel IL Melalui 

implernentasi Basel II, Bank Indonesia pada dasamya ingin meningkatkan 

aspek manajemen risiko ngar bank semakin resisten terhadap perubahan­

perubahan yang teljadi baik di dalarn negeri, ragional maupun 

ifllernasional. Dengan mempertimbangkan kondisi perhaakan dewasa ini 

maka Bank Indonesia secara rea.Hstis menetapkan format yang diamhil 

dalam langkah lmplernentasi Basel II. Untuk itu pendekatan yang akan 

dilakukan sehagai default adalah peodekatan yang paling saderhana, yaitu 

standardized approach. Artinya seluruh baak akan melakukan penyesuaian 

perbitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang diarur 

dalam Basel II. Basel II juga mernungkinkan adanya pengaturan yang 

disebut nerional descrerion, suatu pertimbangan yang diputuskan oleh 

otoritas pengawas setempal' yang mempertimbangkan kondisi dan 

kompleksitas deri produk perbankan Indonesia Untuk mendapatkan 

rekomendasi pengaturan yang tepat dalam pembahasan substansi Basel 11 

termasuk national descretion. Bank Indonesia membentuk kelompok kerja 

11 Diruktorat Pcnelitisn dan Pengatu.ran Perbankan, Op, Cil him 5. 
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(working group) bersama perbankan. Rekomendasi pengaturan ol:an 

diformulasikan dalam bentnk Consultative Paper (CP) yang akan 

didistribusikan kepada stakeholders khususnya perbankan untuk 

dimintakan masukanlpendapat dan saran. HI 

Tujuan yang ingio dicapai pada Basel I dan Basel II pada dasamya 

adalah sama yaitu yang pertama adalah keraogka Basel I diharapkan uotuk 

memperkuat tingkat kasehalan dan stabilitas sistem perbankan 

intemasional Yang kedua adalab kerangka Basel I pada penerapannya 

dinegara-oegara yang berbeda diharapkao ol:an fair dan memiliki tingkat 

konsisten yang tinggi dalam paadangan untuk mengurangi sumber 

kompetisi yang tidak: sama antarn bank yang berskala intemasional. Pada 

kerangka Basel II, Komite meyakinin perubahan pendekatan yang ada 

ol:an mendoroog industti perbankan untuk mengganol:an metode 

manajemen risiko yang lebih hark. 19 

Berdasarkan pedlitungan tersebu~ · jika modal bank mengalarni 

kekurangan. rnaka bank harus mendapat dana segar. Dalam hal tersebut 

kecnkupan modal ol:an dibebankan kepada Pemegaog Saharn Pengendali. 

Dengan darnikian, persyamtan kelayol:an keuangan sangatlab penting 

dalarn penilaian kemarnpuan dan kepatutan Persyaratan ke!ayaken 

keuangan sebagaimana dintaksud dalam Pasal4 harufb meliputi: 

a Persyarntan kemampuan keuangan; 
b. Pemenuhan persyaratan ad.ministrative dalam rangka penilaian 

kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang 
berlaku. antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai: 
I. Tidak termasuk dalarn kredit macet; 
2. Tidak pemah dinyatakan pailit atau menjadi direksl atau komlsaris 

yang dinyarol:an bersalah menyebabken suatu perseroan 
dinyatakan pailit dalarn jangka waktu lima tahun sebelum 
dicalonkan; dan 

3. Bersedia untuk mengatasi kesuli!an permodalan dan lilruiditas yang 
dihadepi Bank dalarn menjalankan kegiatan usahanya; 

c. Tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah. 

Dengan persyaratan tersebut seseoranglpihak ridak hanya berus 

memiliki integritas saja dalarn menge!ola parusebaan (bank), tetapi juga 

IS fuid, hlm 9. 
19 Ibid, hlm 26-27. 
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harus memiliki kemampuan financjal yang memadai sebagai Pemegang 

Saham Pengendali. kemampuan financial bukan berarti sesooranglpihak 

hanya memiliki uang yang cukup, tetapi juga tidak mempunyai masalah 

keuangan. 

3.:.!.2 Prodikat Penilaian 

Penllaian kemampuan dan kepatutan memberikan .basil predikal 

penilaian. Penilaian tersebul ialah Julus dan tidak lulus bagi calon 

Pemegang Saham Pengendali, sedangkan bagi yang telah berstatus sel>agai 

Pemegang Saham Pengendali Penilaiannya ialah lulus, tidak lulus dan 

lulus dengan symat. 

Predikat lulus dapat dibcrikan bila yang bersangkutan tidak 

ditemukan melakulkan perbuatan danlatau rnempuuyai kekurangan 

terhedap penilaian alas faktor penilaian integritas dan faktor penilaian 

kornpetensi. Dengan predikat ini, maka pil>ak yang l>arpredikat lulus 

!ersebut bisa atau letap menjadi Pemegang Saham Pengendali suatu Bank. 

Narnun, pihak tersahul dapat kemba!i dinilai kemarnpuan dan 

kepalulannya kernbali jika Bank Indonesia rnenganggap hal tersehut 

diperlukan. Hal tersebut adalah tentunya sangat berguna untuk rnenjega 

integritns pihak yang menjadi Pernegang Saham Pengendali. Dengan 

menjaga integritas, maka industry perbankan dapat tetap dalam keadaan 

baik. 

Predikat tidak lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan 

diternukan melakulkan perbuatan dan/ atau mempunyai kekurangan­

kekurangan yang dianggap ringan alas faktor penilaian inlegritas dan 

fuktor penilaian kompetensi. Dengan predikat ini, maka pihak tertentu 

tidak bisa menjedi Pemegang Sabam Pengendali. Predikat tidak lulus 

dapat rnenimbulkan permasalaban bam kar<l!la adanya pembatasan sabam 

yang bisa mengakibatkan peralihan kependlikan saham bank. Karena 

dengan adanya peralihan saharn maka akan disertakan juga peralihan 

pengenda!ian kepada pihak tertentu yang akbirnya akan dioilai lulus oleh 

Bank Indonesia. 
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Sedangkan predikat lulus dengan synrai dapat diberikan bila yang 

bersangkutan ditemukan melakukan perbuatan danlatau mernpunyai 

kel'Ufangan-kekurangan yang mendasar temadap satu atau beberapa faktor 

penilaian integritas dan faktor kompetensi. Predikat ini akan mempunyai 

dua akibat hokum pada akhimya. Pertama, akbimya akaa dinyakan lulus 

jika permasalah pemegang sabam tersebut dapat dialasi. Kedua, ialah 

dinyatakan tidak lulus yang akhimya mengakibatkan permasalahan yang 

sama dengan predikat tidak lulus. 

3.2.3 Kepnlusan Final dan Kerabasiaan 

Sifat keputusan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan selelalt 

pemberitahuaa kepada pibak-pihak yang dinilai bersifat final. Dabnn hal 

keputusan tersebut tidak memuaskan pihak-pihak yang dinllai maka yang 

bersangk:utan dapat mengtljukan banding sesuaf ketentuan dan perundang~ 

undangan yang berlaku. Keputusan final dalam penilaian kemampuan dan 

kepatutan merupakan keputusan yang diambil seeara eermat dan berheti­

bati dan dilandasi Jatar belakang yang kuat berupa bukti pendukung, baik 

secara ketentuan maupwt aspek yuridis yang dapat 

dipertanggungjawabkan sert.a mengingat pihak-pihak yang dinilai. 

Salah satu tindak lanjut dari penilaian kemarapuan dan kepatutan 

ini adalah pemberian sanl<si kepada pihak-pihak yang tidak dapal 

memenuhi atau menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan oleh BI 

sesuai dengan basil penilaian. Sanksi ini antara lain adaJah keharusan 

keluar dari sistem perbankan sampai jangka waktu tertentu tergantung dari 

penyimpangan yang ditemukan dalam penilaian. 

Sedangkan hasH penilaian kemampuan dan kepatutan 

dibaritahukan oleb BI kepada bank, pemegang saham pengendali, dan 

pihak-pihak yang dinilai Proses dan basil penilaian kemampuan dan 

kepatutan betsifat rahasia dan hanya dipOigllllllkan oleb Bl untuk 

keperluan paiaksanaan tugas pengaturan, pengawasan dan pemariksaan 

bank. Bank dan pihak-pihak yang dinilai wajib merahasiakan basil dalam 

penilaian kemampuan dan kepatutan yang diberilaltukan oleh Bl. Dalarn 
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hal bank atau pihak-pihak lain tersebut memberitahukan hasil dalam 

penilaian kemampuan dan kepatumn kepada pihak lain, maka segala akibat 

hukum yang timbul menjadi tanggung jawab bank atau pihak-pihak yang 

dinilai yang telah memberilahukan basil peniJaian tersebut 

Pihuk-pihak lain yang dinilai "tidal< lulus" dapat meminta 

penjelasan secara rinci dan lisan kepada Bt Akan tetapl, penje1asan ini 

tidal< mengubah hasil keputusan final penilaian kemampuan dan 

kepatutan. 

3.3 Relevansi Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Terhadap 
Terlaksananya l'ehati-batian J'erbaokan 

Apa yang dimaksud dengan prinslp keksti-hatillll, oleh UU Perbankan 

sarna sekali tidak dijelaskllll, bail< pada bagian ketentuan rnaupun dalam 

penjelasannya_ UU perbankan banya meuyebutkan istilab dan ruang 

lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal29 ayat 2,3, dan 4 di alas. 

Dalam bagian akhir ayat 2 rnisalnya disebutkan babwasanya bank wajib 

menjaJankan usaha sesuai da~gan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian,. 

bank wajib untuk tetap senantlasa memelihara tingkat kesabatan bank, 

keeukupan modal, kualitas asset; knalitas manajemen, lilrniditas, rentabilitas, 

dan aspak lain yang berhubuogan dengan utahu bank. 

Prinsip kehati-hatlan perbankao (Prudential Banking Principles) pada 

dasamya rnerupukan suatu tolok ukur pengeodaliao CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, and Liquidity). Dalarn prinsip tersabut hat-hal yang 

sering dikemukakan seperti Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequate 

Ratio/CAR), Batas Maksirnum Pemberian Kredit (BMPK) termasuk dan 

Jainnya yang dalarn cukupao asas keltati-llatian usaba bank 20 

Pada akhirnya, prinsip kabati-halian bertujuan untuk mentinimalkan 

dan mengendalikan risiko yang timbul dari kogiatan yang dilakukan bank." 

Karena ilu, ltikad baik dalarn pengelolaan bank sangat dibuluhkao. Jika 

zo Soehandjono & Associates.Studi Hukum Bantuan Liquiditas Benk lndonesia (BlBl), 
Bunk Indonesia, 2002. him 49. 

21 Pennadi Gandapraja, Op, CiL, hlm 34-35. 
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teljadi kondlsi yang membahayakan operasional suatu bank. PemHik Saham 

pada bank adalab pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam 

mengupayakan jalan keluamya Misalnya, jika tedadi masalab pada bank, 

maka hal pertama yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas 

di bidang perbankan ialab memerinlabkan Pemegang Sabam untuk meruunbab 

rnDdal. 

Bila dilihat integritas dan kemampuan financial daJam bank sesuai 

dengan penilaian kemampuan dan kopatutan, maka Pemegang Sabam yang 

sangat mungkin diperintahkan untuk menambab modal tersebut ialab 

Pemegang Sabam Pengendali. Berdasarkan hal tersehu~ kegiatan perbankan 

menjadi tidak lepas dati peran Pemegang Sabarn Pengendali di dalana suatu 

batik Masalab kepentilikan suatu Bank mempwJYai peran yang cukup besar 

di dalarn perbankan Karena itu pelaksanaan peailaian kemarnpuan dan 

kepatutan terbadap pemegang sabam pengendali sangatlab penting karena 

berkaitan dengan kecukapan modal yang dibarengi dengan kemauan pernilik 

bank untuk menyelesaikan permasalaban yang dialami oleh bank yang 

sahamnya dia miliki 

Dengan demikian,. penilaian tersebut bisa dikatakan merupakan 

relevansi peran Bank Indonesia untuk mengawasi bank umum. Dengan 

penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Sabarn Pengendali diharepkan 

semua manajemen perbankan dapat berbati-hati dalam menjalankan usahanya. 

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perbankan, yang menentukan bahwa 

perbankan Indonesia dalarn melakukan nsabanya w'1iib menggunakan prinsip 

kehari-hatian sebagaimana ditentukannya prinsip kebati~hatian dalam Pasal 2 

Undang-Undang tersebut 

Tujuan dnti diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank­

bank selalu dalana keadaan se~ sehingga bank akan selalu dalarn keadaan 

likuid, solvent dan menguntungkan (Profitable). Dengan dernikian, 

masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu rnanyimpan dananya di bank, 

yang lebih lanju~ dengan dann simpanan yang cukup itu, bank dapat 

rnelakukan fungsinya sehagai lembaga pemberi kredit (lending institution)_ 

Maka, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar kadar 
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kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selaJu tinggi. Dengan tujuan 

tersebutlah, maka organ-organ perusahaan bank perlu untuk mendapal 

perhat.ian khusus dari pemerintah rnetalui lembaga-lembaganya 
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Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badllll 

pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan 

yang mereka lakukan. Hal ini dapal dilihat dari praktik para bankir antara lain 

berupa besarnya !credit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. 

Pemberian kredit kepada kelompok usallll sendiri tersebut sering kali tidak diiringi 

dengan analisis pemberian !credit yang sebal. Padahal praktik seperti ini pada 

dasamya dapal dikelegorikan sebagai panipuan.l 

Pemisah8llll antara kepemilikan dan pengelolaan sebenamya merupakan 

sistem yang mengnntungkan ketena pengurus dapat dipekeljakan semata-mala 

berdasar atas kompetensi yang mereka miliki Hal jni dapat teQadi karena. 

p..,gurus tidak dibarapkan dapat memberikan kontribusi keuangan kapada 

perusahaan yang mempekerjakan merek:a atau memiliki ikatan keluarga atau 

hubungan pribadi deagan pemegang sebam pengendali. Dengan kata lain, 

besamya peran manajemen dalam mengelola bank di Indonesia agar dapa:t 

menghasilkan kinerja yang baik ini sangaterat kaitarutya dari pecan pemilik baak 

dalam memilih manajemen. 

Narnun, riset yang dilakukan oleb CJaessens, Djankov and Lang tentang 

siapa yang mengontrol perusahaan di Asia Timur (Hong Kong, Indonesia, Japan, 

South Korea, Malaysia , the Philipines, Songapore, Taiwan dan Thailand) 

menunjukan:2 

I. Lebih dua pertiga peruseb8llll di kontrol oleh pemegang saham tunggal 
2. Pemisahaan antara pengusus dan pemilik san gat jarang 
3. Top manajemen dari 60% perusahaan terkait dengan keluarga 
4. Kontrol keluarga yang akstensif pad a lebih dari separob peruseb8llll 

Bennacamnya variasi mekanisme penye1esaian yang diterapkan secara spesifik 

oleh suatu Negara menunjukan bervariasi 1..\lltur hokum den politik. Karena itu, 

1 Zulkamain SilQlf'lpul, "'Peron dan Fungsi Bank dalllltl Sistem Pcrekonomian,"' terdapm di 
situs <httf:llzulsitomput6les.wordpress.comi2007/0IS/pe'111n-dan-fungsi~hmk _ mti.kel.pdl> • him 1. 

Zulkamain Sitompul, Mmger. "'Akuisisi dan Konsolidasi Perbao.kan Relevansinya 
den,gan Kebijakan Single Presence Policy," Jumal Hl¢u.m Bisnis, volume 27- Nc..2 tahW1 2008,. 
hlm22. 
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jika dilihal dari keadaan k:ultur Indonesia, maka peran kabanyakan Pemegang 

Saharn Pengendali sanga!lah besar. 

4.1 Ptmegang Sabam Pengendali Sebagai Penyebab Bank Benuualah 

Pada prinsipnya Undang-Undang tidak melarang para Pemegang 

Saharn untuk mengendalikan suatu bank. Lebih lagi, dengan adanya 

katentuan Pemegang Saharn Pengandali dahuu peraturan perbani<an, 

menjadikan pengendalian seakan diakul oleb hokum Hal-hal yang dilarang 

olah Undang-Undang ialah katika pengendalian rersebut menyebahkan 

permasalakan pnda bank tersebut allw melakukan perbuatan malanggar 

peraturan yang sudah ditetapkan. 

Sebenamya aturan dalam Perllankan sangat berat dimana terdapat asas 

setiap pelanggaran peraturan perbankan bersanksi pidana. 3 Bahkan bila 

pelanggaran dalam Undang·Undang Perbankan tidak menentukan ancaman 

sccara spesifik, maka pelanggaran pemturan perundang-undangan lainnya di 

luar Undang-Undang Perbankan yang berlaku bagi bank tetap diancam pidana 

oleb Undang-Undang Perbankan 4 

Namun demikian, dengan pemturan demikian. masih banyak saja bank 

yang bermasaleb yang diakibatkan oleh para Pemegang Saham Pengendali. 

Hal yang masih hangat dibi<:arakan ialah kasus Bank Century yang diarnbil 

alih oleh Lembage Penjarnin Simpanan (LPS). Hal tersebut dapat dilihat 

dalarn kronologis Bank Century,' berilcut ini: 

o Sejak pertengahan 2008, Bank Indonesia terns memanggil 
pemegang seham pengendali (PSP) dan pengurus bank untuk 
meminta komitmen dalam penye1esaian masalah bank Bank 
Indonesia teleh menerapkan beberapa pembalasan kegiatan 
operasional bank (cease and desist order-CDO) dan menagih 
komitmen PSP untuk segera menyelesaikan pennasalahan surat­
surat berharga valuta asing (SSB valas) dan permasalahan 

3 Sulan Rmni, Dercgulasi Sektor Perlxm.kon, Bahan Perktlliahan Pasc:asrujuna UniversiiRs 
Indonesia. 2008, h1m 46, 

4 Pasai 49 ayat 2 hurufb Undang~Und<mg Perbankan 
-:; ~Iron Su.mber Bank Indonesia yang dikutip di dalam Hukumonline.oom. "'Bank 

Indonesia. Ditwtut Lebib Tl'tUlSp8flm Kasus Bank Century," Berita,. 27 Mei 2009, !erdnpat di situs 
<http://cms.sip.co.idlhulrumon.line/ detailnsp1iF20676&.cl =Beritn>. 
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likuiditas yang dihadapi bank 
o !5 Oktober, PSP dan pengurus bank beljanji akan mempercepat 

pelunasan SSB valas dalam leiter of commitment (LoC). Bank 
juga diminta tll1tuk mooyusun aclion plan penyelesaian masalah 
likuiditas, perkernbangan kredit dan dana pihak keliga (DPK). 

o 28 Oktober dan 4 November, Bank Indonesia kembali menekan 
PSP dan pengurus bank: untuk segera merealisaslkan 
komiunennya dalam menyelesaikan permasalaban bank. Bank 
Indonesia rnemberikan waktu satu hari. sebelum bank sentral 
tersebut menetapkan Bank Centwy sebagai bank dalam 
peagawasan khusus (Special Surveilance Vnlt-SSU). 

o Lanwan perminlaan itu tidak terpenuhi, pada 5 November, Bank 
Indonesia menelapkan Bank Century sebagain bank daban 
peagawasan khusus. Status ini disampaikan kepada PSP dan 
peagarus bank. Bank Indonesia juga menyampaikan lengkab­
langkab pertlaikan yang harus diternpuh bank (Mandatory 
Supervisory Action-MSA). 

o 7 Nopember, Bank Indonesia juga menyampaikan status Bank 
Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

o 13 November 2008, bank tidak dapat mengikuti kliring karena 
keterlarnbatan penyeloran dana awal (prefond) untuk memenuhi 
persyaratan kliriog, Bank barn dapat memenuhi prefond pada 
keesokan barinya, nanaun jumlabnya sangal terbatas. Di waktu 
yang sama, muncul rumors mengenai kondisi bank~bank di 
Indonesia Rumors ini dianggap Bank Indonesia bisa rnengganggu 
stabilitas perbankan nasional. 

o 14 Nopember, Bank Century mernperoleh Fasi!itas Pendanaan 
Jangku Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia, setelab sebelumnya 
bank ini mengajukan penoohonan kepada Bank Indonesia. 

o 16 November, Bank Indonesia meminta. PSP Wltuk membuat lagi 
komitmen penyelesaian SSB valas dalarn LoC. Mereka juga 
diminra untuk mentransrer sahamnya (70 pmen) pada kusrodian 
di Indonesia. Lalu tidak menjaminkan SSB valas, serta 
menyatakan babwa Bank Indonesia dapat melaltukan langkah­
langkub yang diperlukan unruk menjaga kapenlingan perbankan, 
termasuk diantaranya melaporlam kepada bank counteqxzrty dan 
otoritas moneter lainnya. 

o 20 November, kondisi likuiditas Bank Century terns memburuk 
secara drastis, diikuti dengan penunman rasio kecukupan modal 
(CAR). Apabila memasakkan koreksi basil pemeriksaan per 3! 
Oktober 2008, CAR Bank Century terns menurun menjadi 
negatif Bedasarkan hal ini Bank Indonesia menetapkan Bank 
Century sebagai bank gaga.t Sesuai Pe:rppu Jaring Pengaman 
Sistem Keuangan (JPSK), apabila terdapat bank gaga! yang 
ditengarai berdampak sistemik, maka Bank Indonesia harus 
rnerninta Komite Slabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk 
mengadakan rapat guna memutuskan bank gaga! tersebul sehagai 
bank yang berdampak sistemik atau non sistemik 
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o 20 November 2008. KSSK mengadakan rapat dan memutuskan 
bahwa Bank Century adalah bank gaga! yang bordampak 
sistemik. dan Bank Century diambil alih oleh LPS. 

o Untuk mengamankan proses penanggungjawaban PSP dan 
pengurus bank. Bank Indonesia meminta Menteri Keuangan 
untuk mencekal PSP dan pengurus Bank Century. Bank 

Indonesia juga berkoordinasi dengan otoritas bank sentral di luar 
negori untuk mengamankan PSP dan pengurus Bank Centll!)' 
yang berada di luar negori. Bank Indonesia juga melaporkan PSP 
kepada Kepolisisn mengenai kemungkinan adanya tindak: pidana 
perbankan 

Walaupun masih daJam penyelesaian di pengadilan. namun sudah 

adanya penangkapan terlladap pihak yang dinyatakan sebagai Pemegang 

Saham Pengendali Bank Century. Markas Besar Kepolisian menahan Robert 

Tantula!-, sahagai pemegang saham Bank Century. Dia diduga mempengaruhi 

direksi dalam mengambil kebijakan yang menyebabkan Bank Century talc 

memenuhi kewl\iibannya Ia dituntut dengan menggunakan pasal 50 dan 50a 

Undang-Undang Nomor 10 Tahwt 1998 tentang Perbankan Hal tersebut 

berlanjut dengan pencarian pernegang saham pengendali lainnya yang belum 

diperiksa6 dan penolakan penetapan Robert Tantu11U" sebagai Pemegang 

Sabam Pengendali. 7 

Masalab selanjutnya ialab likuidasi Bank IFI per April2009.8 Dalarn 

jumpa pers, Kabiro Pengendalian Stabilitas Keuangan BI Wimboh Santoso 

mengatakan,9 bank sentral sudah melakukan pengawasan lntensif terhadap 

Bank IFI s~ak tabun 2002 karena bank tersebut memiliki NPL di alas 5 

persen. Pada September tabun lalu, bank ini masuk dalam pengawasan 

kbusus. Sebelum ditutup, kecukupan mndal bank tersebut anjlok di bawah 8 

6 Yaitu R.. AE., pengusaha keturunan Pakistan, H. al W. dari Juab Saudi, Polri Slap 
Bantu Kejar Pemegang Sabam Bank Century, Senin 24 November 2008, Kompas.com, terdllpat dl 
situs 4tttp:flbisniskeuangan.kompas.eom/.readhanl/2008/1l/24/204114l Upolri.siap.bantu.~ar. 
pe.megan,.sehii.IIL bank:. century>. 

Danny Kelimang dan Bambang Hartono, Pcngwnuman Pembelaan Robert Tantula.r, 
Kompas, Benin 18 Mei 2009, Metropolitan, hlm 26. 

g Berdasarkan Sumt Keputusan Gubemuc Bank Indonesia No. I II 19/KEP.GBY2009 
1Hnggal17 April 2009, Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT. Bank fFl, Biro 
Hubllllgan Mt.l.syam.kat Back Indonesia. Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Lembaga 
Penjamin Shnpanan ~ Bank indonesia Cabut fzin Usaha PT. Bank IFl, terdapnt di situs 
<hUp:llwww.bi.go.idlweb!idiRutmg+Mcdiw'Siamn+PcnJsp_bcssama_l40409.hlm>. 

9Bf Akhimya Likuidusi Bank IH, 18 April 2009, tetdnpat di situs <http://www. 
hulrumonliruu.x:un/detrul.asp'lid""2J 761 &.cl=Berita>. 
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persen. Modal bank merosot akibat tingginya rasio kredit bermasatah (non 

performing Joan!NPL) yang mencapai 24 persen. BI meminta agar pemilik 

menambah modal bank tersebut, tapi permintaan itu tak terpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebutlah Bank IF! akhimya dilikuidasi. 

Persoalan Bank bennasalah yang diakibatkan oleh Pemegang Saham 

Pengendali sebenamya sudah pemah dialarni di Indonesia. Sebut saja kasus 

Bank Global yang berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 

dicabut ijin usahanya •• Bank Global bukan satu-satunya skandal yang 

melanda industri perbankan dalam periode 2004-2005. Sebelumnya ada Bank 

Asiatic dan Bank Dagang Ball yang menurut pengawas juga meJakukan 

tindakan yang tidak patut, mengalarni kerugian besar dan akhlmya ijin usaha 

keduanya dicabut 

Tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari parileku banlrlr yang 

melanggar hukum. Sebelunmya juga praktik berunsur pidana mewarnai wajah 

industri perbankan. Komisaris, Direktur dan Pemilik (Pemegang Saham 

Pengendali) PT. Bank Citm misalnya melakukan perbuatan kriminal, 11 yaitu 

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 

ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlakn bagi bank 

Berpenganahnya Pernegang Saham Pengenadali dalam sualu Bank 

mengakibatkan hams adanya suatu pengawasan yang khusus. lnfonnasi 

mengenai Pemegang Saham Pengendali sangat penting guna keJancaran 

opernsional dan keuangan bank tersahut Narnun sebelunmya, horus diketahui 

dulu siapa yang akan dinilai kemampuan dan kepatutannya. Karena itu~ 

Pemegang Saham Pengendali hams diketahui identita< dan keberadaannya 

10 ZuJkamain Sitompul, "Mernbenmta'J ~ahal.an Peroankan: Tantangan Pengawasa.n 
Rank.," terdapat di sil\1$ 4\ttyJfl.'Ulsitompulfdes"wordpress.com/2001/06/makalab_ kejahatan­
P<"1>4nk4njhb.pdl>, him l. 

1 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Pemerintah R1 v. Achmad J<"ebby Fddilah, 
mcnghukum Acbtruld Febby Fadillah pemilik 47,5% saham Bunk Citra, dan Chandra Wijaya 
masing-masing Komisarls dan Direktur PT. &nk Citra kcduanya p.idana penjara ITillSing-masing 
selama 3 (liga) bulan dan denda UU!Sing-uwing sebcsar Rp. 40 jut.a dari ancwrum maksimal pi dana 
pe:qjnra. paling lama 6 (enam) ltlhun dan dendn paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enrun milyar 
rupiah). Putt.tsan Nomor: 001/PID/B/1998/ PN.JK.T.Ba.r tanggal 6 April 1998, terdapat dalam 
Zulkamain Sltompul, jbid 
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4.2 Menentukan P-ng Sabam Pengenda6 Bank 

Pada prinsipnya setiap subjek hukum yang memiHki kecakapan untuk 

bertindak dalam hulrum dapat menjadi pemegang saham perseroan Dalam 

kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum 

Indonesia, ialah manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukurn 

(rechtspersoon) badan hnlrum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan 

pada peraturan perundang-undangan tertentu 

Dalarn hal-hal tertentu, misalnya dalarn kerangka undang-undang 

penanaman modal, pihak-pihak, baik individu asing maupun badan hnlrum 

asing dibatasi kepemilikan sahamoya dalam Perseroan. Bahkan dalam 

ketentuan undang-undang perbankan misalnya, untuk menjadi pemegang 

saham Perseroan yang berge.ak dalam bidang usaha perbankan, yang 

bersangl:utan harus rnemenuhi persyaratan dan lulus penilaian kemampuan 

dan kepatutanter lebih dahulu sebelum seseorang dapat menjadi pernegang 

saham Perseroan yang bergerak dalarn bidang perbankan tersebut. 

Jika persyaratan kepentilikan saham Ielah ditetapkan dan tidak 

dipenuhi, pihak yang mernperoleb kepemilikan saharn tersebut tidak dapat 

menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham rersebut tidak 

diperbitungkan dalarn kuorurn yang harus dicapai sesuai deogan ketentaun 

undang-undang ini dan!atau anggaran dasar. 

Bank yang kepemilikanaya terbegi atas saharn tentu saja berbentuk 

badan hokum persero yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

Pasal I butir 1 Uadang-Undang Perseroan Terbatas rnenyatakan bahwa 

perseroan didirikan berdasarkan peganjian. Pernyataan tersebut memberikan 

rnakna bahwa perseroan terbatas banya dapat didirikan oleh dua orang/pihak 

atau lebih Keadaan atau keberadaan atau eksistensi dari dua orang/pihak 

dalam perseroan terbatas ini tetap harus dipertahankan oleh perseroan tersebut 

selama perseroan terbatas tersebtu seJam perseroan terbatas berdiri Hal 

tersebut tidaklah memberikan arti bahwa tidak dimungkinkan tegadinya 

pemilikan perseroan oleh hanya satu orangfpihak. 

Sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peganjian, maka 

serelah perseroan memiliki status sebagai badan hokum pan, pemegang saham 
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perseroan terbatas tetap dibatasi hingga sekurangMkurangnya dua orang atau 

badan hukum. Dalam hal pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) 

orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

keadaan tersebut pemegang saharn yang bersangkutan wajib mengalihkan 

sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham 

baru kepada orang lain. Jikajangka waktu tersebut telah dilampaui pemegang 

saham tetap kunmg dari 2 (dna) orang, pemegang saham bertanggung jawab 

secara pribadi atas segala parikatan dan kerugian Perseroan. 

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang 

atau lebih tidal< berlaku bagi: 

L Persero yang selurub sahamnya dimifiki oleb negara; atau 
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembega ldiring dan penjaminan, 

lembega peoyimpanan dan penyelesaian, dan lembega laio sebegaimana 
diatur dalam Undang-Undang tetang Pasar Modal 

Memang pada kenyataannya perseroan dimungkinkan begi perseroan 

untuk banya memitiki satu pemegang sebarn, tanpa kekurangan satu apapun, 

termasuk sifat pertanggungjawabannya yang terbatas. Tetapi hanya untuk 

masa atau l<urun waktu 6 (enam) bulan saja. Jika masa enam bulan lewat dan 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang/pihak, maka satu-satunya 

pernegang saham bertanggung jawab secara pribadi alas segala pelikatan dan 

kerugian perseroan dan alas permohoruut dari pihak yang berkepeotingan, 

pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut 12 

Dengan kepemilkan yang lebih dan dua oranglpihak ten;ebut maka 

harus ditentukan oranglpihak yang paling berpcngarab dalarn pengendalian 

bank tcrsebut Hal ini dikarenakan orangfpihak tersebutlah yang akan dinil.ai 

keman1puan dan kepatutannya. 

Baak Indonesia terlihat sangat berhati-hati dalam melnkukan Penilaian 

Kerruunpuan dan Kepatutan Pemegang Saham Pengeadali. Hallersebut dapat 

dilihat dari ketentuan penilaian keruampuan dan kepatutan Pemegang Saharn 

Pengendali yang berupa Badan Hukum, Bank Indonesia mernakai istilah 

ultimate shareholders. Hal 1ersebut dapat bera:rti Bank Indonesia menerapkan 

konsep ultimare owner. 

12 Pasal '1 ayat 7 Undung-Undang Perm:roan Terbatas 
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Berdasarkan konsep ini pemilik adalah pihak yang merterima rnanfaat 

atas kepemilikan tersebut (beneficial owner). Pihak yang menerima manfaat 

tersebut dapat belbeda dengan legal owner. Oleh karena itu. pihak yang 

menerima manfaal dari kepemilikan bank wajib diungkapkan. Kewajiban 

unluk menguagkapkan juga berlaku untuk perusabaan terbuka. Hampir di 

semua negara maju terdapat ketentuan yang mewajibkan untuk 

menguagkapkan kepentingan substantif suatu pihak terhadap perusabsan 

terbuka. Pada tabun 1972 Australia misalnya telah memberlalrulom kewajiban 

agar suatu pihak yang memiliki seeara substamif salnun suatu perusabsan 

publik untuk menguagkapkan kepemilikennya kepada perusabaan dan kepada 

bunm dimana sabam te..ebut diperdagangkan. Berdasadrnn ketentuan tersebut 

kewajiban tersebut rnuru:Ld bilarnana suatu pihak memiliki bak suara pada 

suatu perusah.aan sebesar 5o/a. 13 

Kew~iban untuk mengungkapkan kepemilikan dilandasi beberapa 

aJasan Pertama, identitas pemegag saham pengendali atau calon pemegang 

saham pengendali perusahaan merupakan informasi investasi yang penting. 

K<dua, dalam rangke akuisisi keterbukaan informasi aras kepemilikan 

dimaksudkan untuk menjamin agar peraJihan pengendalian perusahaan 

berlangsung secara terbuka dan efisien. Ket:iga, untuk mencegah terjadinya 

insider trading dan manipulasi pasar.14 

4.2.1 Badao Hulrum Sel!agai Pemegang Sabam Pengendali 

Definisi badan hukum atau legal emily atau legal person dalam 

Black's Law Dictionary dinyatakan a body, other than a natural person, 

that can function legally, sue or be sued. and make decisions through 

agents. 

Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan 

hul:um diarlikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban laimtya 

di mana pendiriannya dengan akla otentik dan oleh hu.kum diperlal:ukan 

t:l Ibid. 
14 Zulkarnnen SitompuJ, Merger-, Akuisisi dan .Konsolido.si Perbankan Relevans.inya 

deng.an Kcbijakan Single Presence Policy, Op. Cit, blm 20. 
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sebagai persona atau sebagai orang. Badan Hukum ialah hasil rekayasa 

manusia untuk membentuk sualu badan yang memiliki status, kedudukan, 

kewenangan yang sama seperti manusia Oleh karena itu Badan Hukum 

disebut juga badan hukum artifisial (artificial legal person). 

Frasa 'badan hukum' mengandWJg dua dimensi. yakni badan 

hukum publik dan badan hukum perdata Contoh yang paling nyata dari 

badan hukum publik misalnya negara yang lazim juga disebut badan 

hukum orisinil, propinsi, kabupat<n dan kotapraja Sedangkan badan 

hukum perdata terdiri dari bcberapa jenis diantaranya parirnmpulan," 

Perseroan Terbatas, 16 Koperasi, 17 dan Y ayasan. HI 

Perbedaan antara badan hukum publik dengan hadan hukum 

perdata. terletak pada bagaimana cam pendiriannya bedan hukum tersebu~ 

seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPerdata yaitu eda tiga 

macam, yakni : 

1. bedan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau 

Negara); 

2. badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; 

3. badan hukum yang diperkenaokan dan yang didirikan dengan tujuan 

tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau 

kesusilaan (berlan hukum dengan konstruksi keperdataao). 

Untuk membedakan kedua jenis badao hukum tersebut, dicari 

kriteria keduanya yaitu pada badan hukum perdeta ialah badan hukum 

yaeg didiriken oleh perneorangan, sedengkan pada badan hukum pubtik 

ialah badan bukurn yang diadakan oleh kekuasaan urnum. 

Badan hukum privat di Indonesia terbagi menjadi 2. yaitu badan 

hukum privat yang rnenjalankao peruscbaan (Perneroan Terbatos dan 

Koperasi) dan badan hukum privat yang tidak metlialankao peruscbaan 

(yayasan atau perkurnpulan - organisi massa, partai politik). Yang 

dimaksud dengan menjalankao peruscbaan artinya bahwa bedan hukurn 

~~ Pasall653 KUHPcrdata, Stb. 1870-64, Stb.1939-570. 
l'> Undnog-Unda.ng UNo. 40 Tahun 2007 tenlag PernerOllfl Terbatas. 
11 Unda.ng~Undang No. 12 Tahun 1967 tentnng Koperasi, LN No.23, TI.N No. 2832. 
111 Undru1sAJmla.rlg No. 28 Tnhun 2004 tentnng Yayi!Silll, LNNo. 112, 1LN No. 4132. 
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tersebut dalam melakukan kegiatannya bertujuan untuk mencari 

keuntungan. Sedangkan yang tidak menjalankan perusahaan tujuannya 

lebih bersifat social walaupun dalam mencapai tujuarmya tetap 

menggunakan cara*cara yang sama dengan Badan Hukum Privat yang 

menjalankan perusabaan. 

Ketentuan penilaian kemampuan dan kepatulan pada Peraturan 

Bank Indonesia menentukan bahwa dalam bal badan hukum pemegang 

saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara 

berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka ultimate shareholders 

adalah orang-porseorangan yang memiliki saham dan merupakan 

pengendali badan hukum terakhir dari keseluruhan straktur kelompok 

usaha yang mengendalikan Bank. Hal lain yang dijelaskan dalam 

menentukan ultimate shareholder ialah dalam hal badan hukum terakhlr 

dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak 

memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan ultimate 

shareholders. 19 

Dati ketentuan tersebut bisa dilihat bahwa ada dua alternative 

untuk menilai kemampuan dan kepatutan pada Badan Hakum. Pertama 

adalab mencari orang-perseorangan yang memiliki saham dan paling 

mempunyai penganah (pengendali) dati kepemilikan saham beljenjang 

badan bnkum yang mengendalikan bank tersebut. Hal ini berkaitan jika 

badllll hokum tersebut berbentuk Perseroan TerbalaS, yang kepemilikannya 

terbagi atas nilai saham. 

Sedangkan alternative ke dua adalah dengan menentukan bahwa 

badan hokum yang terbukti mengendalikan suatu bank yang herus dinilai 

kemampuan dan kepatutannya. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya 

suatu Badan bnkum yang kepernilikannya tidak terbagi alaS nilai sabam 

namun tetap diatur oleh Perundang-undangan di Indonesia. Badan hokum 

tersebut bisa bempa badan hokum public, seperti Negara atau badan 

hokum privat selain perseroan terbatas, scperti perkumpuJ~ yaya.san atau 

badan hokum laio yang dinyakan olah Undang-Undang 

111 Pcujelii.Wl pasa1 9 ayat I Pemturan Blink Indonesia Na.5125JP81/2Q03 tentoog 
Penilaian Kcmampuan dan K.epal.utru:1. 
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Dengan adanya aturan ini, maka semua subyek hokum yang ingin 

menjadi Pemegang Saham Pengenda11 Bank harus dinilai kemampuan dan 

kepatutan. Tidak terkecuaJi yang berupa badan hokum, karena dianggap 

sebagai subjek hul:um yang cakap meJakukan perbuatan hukum atau 

mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia 

4.2.2 Negara Sebagai Pemegang Sabam Dalam Kaitaooya Deugau 

Penilaian Ktmampuan dan Kepatutan 

Negara sebagai badan hokum publik dapat melakukan kegiatan 

privat sebagaimana dikeluarkaonya Undang-Undang Badan Usaba Milik 

Negara Pasal I ayat (2) UU No. J 9 Tabun 2003 tentang BUMN (UU 

BUMN) menyatakan babwa Perusabaan Persero (Persero) adalab BUMN 

yang berbentuk: perseroan terabatas yang modalnya terbagi atas saham 

yang selurob atau paling sedikit 5 J% (lima puluh satu persen) sabarnnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mencari 

keuntungan. Selanjumya menurut Pasal 11 Persero berJaku ketentuan 

Undang-UndangNo.l Tabun 1995 (UUPT). BerdasarkanPasal7 ayat (6) 

UU PT. BUMN persero memperoleh status badan hokum setelah akte 

pendiriannya disahkan oleh menteri Kehakiman. 

Karakteristik suatu badan hulrum adalab pemisaban harta keka­

yaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan 

demikian kekayaan BUMN Persero adalab sabagai badan hukum bukanlab 

kekayaan negara 

Kekaburan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definisi ke­

uangan negara dalam Undang-Undang No. 11 Tabun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negaca adalah semua hak 

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. serta segala sesuatu 

baik ~rupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 

l angka 1). 

Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung }ang me­

nyatakan bahwa taglban bank BUMN bukan tagihan negara karena bank 
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BUMN Persero tunduk pada UU PT. Dengan demikian Mahkamah Agung 

berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. 

Selanjutnya keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara. 20 

Hal ini terkait karena berdasarkan pasal l angka 5 Undang-Undang 

No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Menteri adalah menteri yang ditunjuk 

danlatau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham 

negara pada Persero dan pemilik mndal pada Perum dengan 

memperhatikan peraturan penmdang-undangan. 

pemerintahlalt yllltg berwenang mewalcili Negara 

Dengan demikian 

Aturan mengcnai penilaian kemampuan dan kepatutan secara 

administrative tidak dijelaskan secara kbusus dalam PBI 5/25/2003. 

Namun wawancara sebagaimana dimakaud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b 

dalarn hal ealon Pemegang Saharn Pengendali Bank adalah pemerintah, 

maka pelaksanaan hanya dilaknkan apabila dianggap perlu (pasal 10 PBI 

5/25/2003). 

Berbeda jika Pemegang Saham Pengendali tersebut adalah Negara 

lain. Hal ini telalt diantisipasi dengan pasal 9 ayat 2 PBI 5/25/PBI12003 

yang mengatnr bahwa Dalam ba1 ultimate shareholders adalah pemerintah 

negara lain, dan hokum di negara yang bersangkutan tidak 

memperbo!ehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data dan 

dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, 

Bank Indone-::Ja dapat menetapkan ultimate shareholders lain yang dapat 

mewakili pemerintah dengan didukung olalt dokamen yang sah 

4.2.3 Pemegang Sabam Menjabat Sebagai Direksi 

Di Indonesia terdapat 3 organ dalam perseroan~ yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham, direks4 dan kom.isaris. Dalmn teori agency 7 perseroan 

menunjuk agan (direksi) sebagai eksekutil dari perseroan yang didirikan 

oleh para pemegang saham. Dengan adanya penunjukkan tersebut, 

menjadikan direksi organ perseroan yang mempunyai wewenang bertindak 

atas nama perseroan. 

M Ennan Rejngukguk, Pengcrtittn Keuangan dan KerugianNt:flum, 12 November 2007, 
terdnpat di situs < http://www.pdp.or .idfpage.php?lung==id&menu=news _ ,.;ew&news_id::=J559>. 
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Pengangkatan direksi dilakukan oleh pemegang saham melalui 

RUPS yang didominasi oleh Pemegang Saham Pengendali. Karam itu 

pemegang saham bisa rnenentukan orang-orang yang mengeloJa perseroan 

lersebut Ada kaJanya para pendiri perseroao, yang nantinya akan 

memegang saham perseroan tesebut menunjuk dirinya sendiri wttuk 

pengurusan perseroan. Karena itu, sebelumnya dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Peleksanaan Good Corporate 

Goovernace hagi Bank; Pasal22 ayat 2 menyebullwt bahwa; anggota direksi 

secara secara sendiri-sendiri maupun bersama~sama diJarang memiliki saham 

25"/. dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain. 

Namun batasan kepemilikan saham oleh direksi dalam bank sudah 

tidak ada lagi setelah keluamya Pasat 22 ayat 3 pada Peraturan Bank 

Indonesia No 8/14/PB!l2006 yang menggantikan PBI No. 8/4/PB!l2006 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Goovema<e bagi Bank Umum. 

Dengan adanya pernturnn ini, direksi d>Pat mempanyai saham lebib dari 25% 

pada baak tersebul Scdangkan pembatasaa untak larangan memiliki sabam 

lebih dari 25% pada perusahaan lain masih tetap diberlakukan. 

Berdasarkan bal tersebut masalah penilaian kemampuan dan 

kepatutan dilcenaken kepada dirinya sebagai diraksi perneroan dan sebagai 

pemegang sabam pengendali. Jadi, bukan saja dinilai kepasitasnya 

sebagai diraksi bank ternebut tetapi juga sebagai peJUegang sabarn 

pengendali. 

Hal lain yang tidak dapat dipisabkan terkait dengan pasal 19 ayat 3 

masih PBI yang sama, menyebutkan bahwa direksl dipimpin oleh Presiden 

Direklur dan Direktur Utama. Dalam Pasal 20 menyatakan bahwa 

Presiden Direlwr wajib berasal dari pihak yang independen terbadap PSP. 

Karena itu. apakah seorang Presiden Direk:tur yang memiliki saham Bank 

dikatagorikan sebagai PSP Bank? Jika yang bersangkutan sebagai pihak 

pengendali, apakah yang bersangkutan dapat memenuhi pernyaratan 

sebagai Pres!den Direktur? Dengan ketentuan PBJ yang ada. maka:21 

11Bank Indonesia, Frequently Asked Question Surot Edu.ron Bank lruit:meSia No. 
9112/DPNP, prihof; Pt:l~kulnaan Good Corporate Goverr.ance bugi Bank Umum, tcrrlapu.t di situs 
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• Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI tentang Penilaian Kemampuan dan 
Kepa!utan (Fit and Proper Test~ bahwa seseorang yang d inyatakan 
sebagai PSP, lidak hanya yang memiliki saham 25% atau lebih tetapi 
juga memiliki saham kurang dari 25% namun dapat dibuktikan 
melakukan pangendalikan 

• Sesuai Pasal 2 ayat (2) PBI diatas, dinyatakan baltwa yang termasuk 
sebagai pengendali Bank adalalt orang perseorangen, badan hukam 
atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank, 
termasuk narnun tidak terbatas pada PSP, Pengurus dan Pejabat 
Eksekutif. 

• Dengan memperhatikan kedua butir diatas, apabila Presiden Direktur 
memiliki saltam Bank maka yang besangkutan tergolong sebagai 
pengendali Bank atau menjadi PSP Bank, sehingga tidak dapal 
menjadi Presiden Direktur. Namun untuk azas fairness, kapemilikan 
saham yang berasal dari management shares option program (MSOP} 
Bank dengan kepemilikan saltam Bank tidak lebih dati 5% (liroa 
perseraluS) dapat dlkecualikan sebagai L-epemilikan saltam dirnaksud. 

4.3 Batasan Dalam Menjadi Pemegaog Saltam Pengendali Bank 

Penilaian kernampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali 

pada akhirnya akan menentukan pihak yang layak menjadi pemilik suatu 

bank. Namun kepemilikan tersebul juga tetap dalam koridor-koridor hokum 

yang telah ditentukan Misalnya saja Larangan gadai saham dan Penerapan 

Asas Kepemilikan Tunggal. 

4.3.1 Larangan Gadai Saltam 

Berdasa;kan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Saltam dapat diagunkan dengan gadai sepanjang ridnk ditentukan lain 

dala;n Angga.ran Dasar. Namun hak suara yang diaguakan dengan gadai 

tersebut tetap pada pemegang sahamnya Hal ini menegaskan kembali 

asas hokum yang tidnk memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dati 

kepemilikan atas saharn. Sadangkan hak lain di luar hak suara dapat 

dipeljanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemagang saltam dan 

pemegang agunan. 22 

<httrrJ/vmw.bi.go.idiNR/rdunlyres IE7BC06fE..B4IB-4BED-B93D-E3A7D9746625/121391faq_ 
se2.pdf>, him 2-3. 

22 Pasa1 60 .aya14 bcscrta penjelasannya, Undang-Undnng Perseroan lcrbatas. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH UI, 2009



82 

Tujuan utama melakukan penggadaian secara sederha.na blsa 

dikelompokkan met!Jadi dua Pertama, butuh dana cepal untuk memenuhl 

kebutuhan lainnya yang iebih diutamakan tanpa perlu kehilangan aset 

yang dimilikinya Dengan meJakukan penggadaian, ia tetap rnentiliki 

peluang memperoleh kembali aset yang dipindllhtangankan secam 

sementara tersebut 

Kedua, pe!alru gadai me!alrukan penggadaian untuk kebutuhan 

dana cepat guna keperluan investasL Untuk yang satu ini biasanya nilai 

aset yang digadaikan culrup besar. Misalnya, seseorang menggadaikan 

akie tanah yang nilainya bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran 

rupiah. Biasanya earn ini dirempub oleb orang-<rrang yang membutubkan 

modal untuk keperluan investasi. 

Gadai sabam dalam istilllh asing dikeual dengan repurchase 

agre<m~ent (repo ). p..,gernan dari repo yaitu: "' 

A repurchase agreement is the sale of a security with a 
commitment by the seller to buy the security back from the 
purchaser at a specified price at a designated future dat Basically, 
a repanchase agreement is a collateralized loan, where the collateral 
is a security. 

Dengan digadaikannya sabam tersebu~ maka berlaku seperti 

halnya pinjaman (kredit) ata.< dasar hukum gadai dalam jangka waktu 

tertentu yang diberikan dengna jaminan berbentuk sllham yang tercatat dan 

diperdagnagkan di bursa efek. Hal ini berdarnpak hokum Pasal 1133 

KUHPerdata. dilliJilla gadai merupakan jaminan kebendaan yang 

memberikan bak mendahulu kreditor (droit de preforence de creancier) 

atas penjualan benda yang dijaminkan tatkala debitor ciderajanji. 

Hat tersebut bisa meninlbulkan eksekusi gadaiZ4 saham yang 

dilukukan tanpa perantara hakim alias parole executie (sepanjang dijual di 

muka umurn), jika tiduk ada kesepalrutan untuk menjual secara di bawllh 

tangan 

n Frank J. Fabozzi, The Handbook of Fixed income security, {McGraw-Hill, New York: 
2001), hlm 243" 

24 Pasall155 KUHPerdata. 
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Dalam ketentuannya, Bank Indonesia melarang pemegang saham 

pengendaJi menggadaikan atau menjaminkan kepada pihak lain untuk 

mengan1isipasi penyelewengan. Selain itu, BI tidak mau kecolongan 

dengan kasus yang menimpa sejurnlah emiten di bursa saham yang 

menggadaikan sejumlah saham ll!ltuk mendapatkan fasilitas pinjaman 

jangka pendek Larangan ini terdapat da1am Peratw'an Bank Indonesia 

No. ll/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, pasal 16, yang menyebutkan 

"kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali dllarang 

diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain_" 

Regulasi ini mengacu pada pasal 14 ayat I PBI tentang Bank 

Umum, di mana sumber dana yang digunakan dalam rangka kepamilikan 

Bank dilarang berasal dari pifliaman atau fasilitas pembiayaan dalam 

bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia 

Karena itu, pengalaman kasus-kasus, dimana pemegang saham 

diduga turut campur-tangan dalam mendapatkan pinjaman jangka pendek 

sebingga membuat bank tewbut gaga! operasional dan diambil alih 

pemerintah. 

4.3.:Z Kepemilikan Sabam Penvakilan Kaitannya dengan Penerapan Asas 

Kepemllikao Tunggal 

Telah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu alasan mengapa 

Beneficiary mempezgunnkan nominee sebagai perpanjangan Iangan 

mereka di daJam persero~ ia1ah keinginan Wltuk menguasai J 00% 

kepernilikan saham perseroan hal mana dilarang oleh Undang-Undang 

Penanaman Modal. Ketergantungan akan adanya dana asing yang masuk 

ke Indonesia menjadi halangan dalam mewujudkan kepastian hukurn. 

Bahkan pemerintah sendiri sudah mengakui pernilikan tersebut harus 

dibatasi bukan dilarang." BegitupWl dengan Peraturan Pemerintah No. 29 

tahWl 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, juga tidal< membatasi 

:tS KQmpas Cetak, Bapepam aknn OOtasi nominee ecounl maksi:mnl 20%, sclasa, 27 
Fcbruari 2001, Jakarta (Bisnis): B~ akan memasukkan usulan pembatasan nominee nccount 
rnaksimal 20% dalam re¥isi Undaog-Undang Pasar Modal menyusul kesulitan otoritas pas.ar 
modal dalam mengungkap bsus imtestor di. bcle!rang DBC yang menguasai 50,13% suhrun Bank 
Bnli, terdapa1 di situs <http:/lwww2.kompas.comlbtlsinesslbursa!Ol02127!1544 b!m>. 
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kepernilikan asing. 26 Kepemilikan berdasarkan nominee saham tetap 

diakui dalam peniJaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang 

Saham PengendaJL Hal tersebut dapat ditemukan daJam penjelasan pasal 

3 ayat 3 huruf c, yaitu: 

Dalam menghitung jumlah saharn yang dimiliki dan atau 
dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang 
melakakan Pengendalian ted>adap Bank, termasuk: saham Bank 
yang dimiliki oleh pihalk lain lllltuk dan atas nama pengendali Bank 
(saham nominee) berdasarl<an atau tidalk berdasarkan suatu 
pOijanjian tertentu; 

Narnun, keheradaau pemegang saham perwakilan dehllll Bank 

menjadi dipertanyakan kembali ketika dikeluarkannya salah satu palkel 

kebijakan Oktobet 2006. Kebijakan yang dikenal dengan Pakto 2006 

adaleh kebijakan mengenai Kepernilikan Tunggal Perbankan disebut 

dengan istileh Single Presence Policy (SPP) yang tertuang dehllll 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBJI2006 tanggal 5 Oktober 2006, 

juncto kebijak:an mengenai pemberian insentif dalam rangka konsolidasi 

perbankan sebagaimana dialu£ dalarn PBI No. 7/17/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 dan di rubah dengan PBI No. 9/12/PBJJ2007. 

Kebijakan Single Presence Policy (SPP) tertunya tidalk luput dari 

rentang panjang sejalk Indonesia terikat dehllll menstifikasi Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing 

The World Trade Org;mization) melalui Undang-Undang No. 7 tabun 

1994 dan seperangkat peraturan lainnya, baik yang berkenaan dengan 

kelembegaau bank sebagai badan hkum menurut Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, Uadang-Undang No. 5 tabun 1999 tentang Larangan 

l'raktek Monopoli dan Persalngan Usaha Tidak Sebat 

Atsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kerangka dasar 

system perbankan Indonesia yang ben;ifut menyelumb dan rnernberikan 

arab, bentuk, dan tatanan indusuy perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) 

26 Pasa14 aj'lll l: Pembelian sahnm oleh Warg;J. Negnrn Asing dan atau Bnda.n Hukwn 
Asing melnlui Bursa Efek dapal mencapai IDW/0 (sttatus per serutus) &.ri jumlah saham Bnnk 
ynng tcreatat di Bursa Efek, Perntw:u.n Pemcrintah No. 29 tahun l9991.ent.iillg Pembelian Subarn 
BankUmum. 
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sarnpai I 0 (sepuluh) tahun ke depan. Arah kebijekan pcngembangan 

industry perbankan di masa dating yang hendak dicapai oleh API adalah 

untuk mencapai suatu system perbankan yang sehat. k"Uat, dan efisien guna 

menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu 

rnendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

Salah satu implementasi dari program API khususnya Pilar 1 

menganai penguatan Stnlktur Perbankan Nasional dan Pilar Ill mengenai 

Peningkatan Fungsi Pengawasan adalah Single Presence Policy (SPP) a!au 

Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dituangkan dan diatur dalam PB! 

No. 8/161PBJI2006 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia 

Single Presence Policy (SPP) dalam Peraturan Bl di atas dikenal 

dengan istilah "Kepemilikan Tunggal" yaitu suatu kondis.i dimana suatu 

pihak hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada I (salu) bank. 

Bank yang dimaksud dalam ruang lingkup kebijekan ini adalah Bank 

Umum dan tidak masuk Bank Perkreditan Syariah, Kantor Cahang Bank 

Asing, Bank Campuran, Bank Holding Company dan Bank Umum 

Syariah. 

Kebijakan Kepernilikan Tunggal Perbankan meropakan salalJ satu 

rangkaian upaya Bank Indonesia dakun panegakkan Pilar I Arsirektur 

Perbankan Indonesia (API), yaitu Penguatan Stnlktur Perbankan Nasional 

dan Pilar Ill API yaitu Pnaingkatan Fungsi Pengawasan. Kahijekan ini 

mengharuskan kepada semua pemilik bank khususnya Pernegang Saham 

Pengeadali (PSP) untuk mengonsolidasikan kepernilikannya di bank-bank 

yang dalam satu grup usahanya deegan batas wal:tu bingga !abun 2010. 

Berdasarkan hal tersebu~ Eksistensi pemegang saham perwakilan 

di Indonesia menjadi tidak dibenarkan mengingat alasan menguasai 100% 

diiringi juga dwgan hal-hal lain yang dapat m..,gganggu dunia usaha 

perhankan. Karena tujuan dllri pernbatasan pernilikan mayoritas tunggal 

tesebut adalah untuk melakukan pengontrolan kegiatan usaha bank dan 

kepernilikan bank. 27 Dengan tujuan tersebut,. rnaka pemegang saham tidak 

21 Ju:r. M Uding SUalllhi, Siogle Presence Policy Ditinjau Dari Prespektif Hulrum 
Petsai:ngan Usaha, Jurnal HukumBisnis. volume 27 -No.2 tnhun 2008, hlm34. 
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dapat memonopoli kegiatan perbankan sehingga hanya menguntu:ngkan 

dirinya dan merusak perekonomian. 

Namtlll, berdasarkan PBI tentang Kepemilikan Tunggal tersebut 

juga menawarkan solusi untuk para investor yang melakukan perwakilan 

alas sehamnya dolam berinvestasi di indusll)' perbankan, yaitu:" 

L Mengolibkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salab 

satu atau lebih Bank yang dikendolikannya kepada pihak lain sehingga 

yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 

I ( satu) Bank; atau 

2. Melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang 

dikendalikannya; atau 

3. Membentuk Perusabean lnduk di Bidang Perbankan (Bank Holding 

Company), dengan cara: 

a Mendirikan badan hokmn bam sehingga Bank Holding Company; 

atau 

b. Menunjuk salab satu bank sebagai Bank Holding Company. 

Dalam struktur kepemilikan saham perseroan terbatas 

dimungkinkan le!jerlinya pemilikan sabam oleh satu induk perusabaan ke 

dalam lehih dari satu anak perusahaan dan selanjumya, sehingga 

membentuk suatu kepemilikan bertingkat yang pada akhimya bermuara 

pada suatu "holding company" dcngan anak perusahaan, cucu pcrusabean 

dan seterunya. 

Holding company merupakan suatu istilab yang kerap kali kita 

dengar pada saat >-uatu grup perusabaan tengab melakukan restrukturisasi. 

Dalam Black's Las Dictionary dikatakan babwa holding companya adalab 

"A company that ussualy confines its activities to owning stock in. 
aod supervising management of other companies. A holding 
company ussualy owns a contro1ling interest in the companies 
whose stock it holds". 

Jadi pada prinsipnya suatu holking company tidaklah rnilip suatu 

badan hokum atau badan usaha yang ist:imewa, hanya saja sebagai suatu 

lS Pasa1 3 uyut l PBI lentang Kcpemilikan Tunggal Pada Purbankan Indonesia,. LN No. 
73,1LN No. 4642. 
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perusahaan, holding company mempunyai karnl"teristik tersendiri yang 

cukup unik (seperti didelinisikan). Sebagai suatu perseroan terbatas biasa, 

maka aturan main holding company di Indonesia juga wajib tunduk pada 

ketentuan~ketentuan hokum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas, dengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya. 
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S.l Kesimpulan 

BAB5 
PENUTUP 

88 

Berdasarbn hal-hal yang Ielah dil!nlikan pada bah-bah 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan guna menjawah pokok 

pennasaJahan yang ada pada tesis ini, yaitu: 

1. Pemegang Sahem Pengendali barus dinilai kemampuan dan 

kepatutannya dikarenakan· kinelja suatu bank sangat era! sekali 

hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebu~ 

dimana Pemegang Sahem Pengendali dapat membuat sualu bank 

dalam keadaan b~ah. Hal tersel>ut dikarenakan bukan saja 

karena Pemegang Sahem Pengeedali yang menentukan dalarn hal 

memilili pengurus-pangurus suatu bank, tetapi juga tidak lepas dengan 

adanya pengendalian dari pemegang saham baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan sualu Bank. 

Pengendahan oleh pemegang saham suatu bank memang sangat 

berkaitan dengan tujuan bank didirikan sarnpai suatu ketika bila bank 

tersebut bermasalah. Namun, justru masalah paling berat yang: 

dibadapi industri perbankan dan badan pengewas bank ialah akibat 

kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka 

lakukan. Hal ini Ielah bisa dilihat dalarn kasus-kasus perbankan yang 

Ielah dialemi oleh badonesia (Bank Century, Bank Olohal dan Bank 

Citra). Dengan adsnya peniJaian kernampuan dan kepatutan, maka 

keseimbangan kedudukan para organ dalrun perusahaan dapat 

terwujud. Bukan saja antara pemegang saharn dengan direksi dan 

komisaris, tetapi juga anl1lta Pemegang Sahem Pengendali terhadap 

Pemegang Saham biasa dan juga pemegang sahem minoritas terbadap 

pemegang saham mayoritas yang biasanya mendominasi keputusan 

dalarn RIJPS. Karena itu, ada 2 kriteria penilaian yailu integritas dan 

kemampuan fmancial. Pemegang saharn yang memiliki Jntegritas saja 

akan kesulitan dalam menghadapi permasalahan keuangan bank 

Begitu pun Jika pemegang saharn hanya mengandalkan kemampuan 
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financial saja, maka akan sulit untuk dipercaya dalam memiliki saham 

dalam bank Jadi, kriteria penilaian tersebut merupakan sinergi yang 

l:idak dapat dipisahkan. Dengan uraian tersebut, maka penilaian 

kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangat 

penting dalam industry perbankan. 

2. Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali dalam ba1 Ultimate 

Shareholder pnda Bndan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cora, yaitu 

dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengend..ali dari 

bndan hokum tersebut atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang 

harus dinilai kemampuan dan kepatulan. Cara tersebut berkaitan 

dengan bentuk dnri bndan bokum tersebut Dimana cara yang pertama 

ialah kepemilkannya berdasarkan pada saham dnri badan bokum 

tersebut, yang biasanya berbentuk perseroan terbatas (teJbatas nilai 

saham). Sadangkan yang cara yang kedua ditempuh bila bad an hokum 

!CJ:Sebut bukan merupakan badan hokum perseroan terbal!ls, namun 

diatur oleh Perundang-undangan di lrulonesia, misalnya Perkumpulan, 

Yayasan, Negara atau badan hokum laionya 

3. Kepemilikan Pernegang Saharn Pe<Wakilan Bank tetap dinilai 

kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesunggehoya 

dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hokum 

yang kuat dalam hokum Indonesia Hal ini terdapat dalam pasal 33 

ayat I dan 2 Undang-Undang Penanaman Modal. lmplikasi dnri 

peraturan ini menjadikan seseorang yang mempakan perwakiJan dari 

pemilik modal yang sesungguhaya tidak terikat dalam perjanjian Hal 

mengenai penilaiaa kemampuan dan kepatutan dalom bank dilakukan 

telhadap pemegeeg saham yang terdaftar. Sedangkan para pemedal 

yang kepemilikan sahamnya diwakilkan seber>amya tidak memiliki 

kekuatan hokum untuk menuntut hak alaS saharn terscbut. Pemegang 

saham perwakilan juga mempunyai pertentangan dengan ketentuan 

mengenai asas kepemilikan tunggal, di mana bisa terjadi suatu pihak 

menjadi Pengendali suatu Bank tetapi juga memiliki saham yang 

diwakili oleh pihak lain yang kadudukannya sebagai Pengendali Bank 
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lainnya Berdasark:an hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia 

menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia 

perbankan, yaitu dcngan membenluk Bank Holdings Company, 

S.2Sanm 

l. Mengenai menentukan Pemegang Saham Pengendali dalam hal lebih 

dari salu Pemegang Saham Pengandali, seharusnya Peraturan Bank 

Indonesia iebih mempe:Ijelas posisi peran dalam Bank: antara 

Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai por.;i 25% saham atau 

lebih dengan Pernegang Saham Pengendali yang memiliki saham 

kurang dari 25%. Dengan kejelasan tersebut, maka akan ada kejclasan 

mengenai suara siopa yang paling dominan dalam menentukan arab 

kebijakan suatu bank Hal tersebut juga akan mempermudah dalam 

menentukan siapa yang ··akan bertanggung jawah hila teljadi 

permasalahan dalam bank teo;ebut dan tidak ada lagi penyangkalan 

penetapan seseorang menjadi Pemegang Saham Pengendali. 

2. Sebubungan dengan pemyataan Undang-Undang yang rnengakui 

adanya Pengendalian Bank oleb Pernegang Sabam, Undang-Undang 

juga seharusnya mengatur mengenai batasan-batasan secara jelas 

sampai sejauh mana mereka dapat mengendalikan suatu bank. Dengan 

demikian. di satu sisi pengawasan terhadap para pemegang saham yang 

secara nyata mengendaljkan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Di 

sisi lain pemeg<111g saham mempunyai kepastian hokum dalam 

mengendaliken suatu bank Dengan kepastian hokum, maka dapat 

mempermudah investor untuk berinvestasi secara nyaman dan 

terkendali. Nyaman dengan kepastian tindakannya yang tidak 

mernbebnai tanggung jawah berlebihan, dan terkendali pada koridor 

hokum yang ada 
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